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Umiawan D. S., SH, adalah pennasalahan perbedaan interpretasi mengenai siapa 
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Saham~saham Beckett Pte. Ltd, 1elah dieksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank 
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Eksekusi Gadai Saham yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan D. S., SH. Notaris 
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l.l. Lalar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Notaris di1n1gka1 oieh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia. untuk kepentingan masyarakat umum dan untuk itu kepadanya oleh 

undang-undang diberikan kepen:ayaan yang begitu besar.' Setiap pemberian 

kepercayaan, maka akan terlctak suatu beban tanggung jawab di atas bahunya, 

baik itu berdasarkan hukum maupWl berdasarkan moral dan etika.. Kepercayaan 

yang begitu besa. te!1lebut dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Uudang Nomor 

30 Tabun 2004 tentang Jabatan Notaris ("IJUJN•) yang menyebutkan seorang 

notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otenUk mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang­

undangan dan!atau yang dikeheudaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 

dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. menyimpan akta, 

mernberikan grosse, saHnan dan kutipan ~ semuanya itu sepanjang pembuatan 

akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau 

orang lain yang ditelapkan oleh undang-undang 

Berdasarkan pasal tersebut di alas, dapat dipahami pentingnya kedudukan 

seorang no1aris sebagai suatu fimgsionaris dalam masyarakat karena ia bertugas 

menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hokum perdata, yakni 

menyatakan kepentingan orang-orang yang menghadapnya ke dalam suaru a.l.:ta 

otentik. Segala sesuatu yang ditulis serta di!etapkannya (konstantir) adalab benar. 

Sehubungan dengan kewenengan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, 

seorang notaris barus selalu menjalankan kewajibannya dengan rnenjunjung tinggi 

elika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut 

1 Komar Andasasmita. Nawris 1: Peraiuron Jabaran. Kode Etik Dan Asosiasi 
Notaris/Nctariat, (Daenth Jawa Baret: Ikatan Notaris Indonesia, 1991}. haU55-256. 

I 
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diabaikan oleh seorang notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang 

dilayaninya 

SaJah satu kewajiban seorang notaris sehubungan dengan akta~ak1a yang 

dibuotnya, diaiur dalam Pasal 54 UlJJN yang menyebuikan notaris hanya dapat 

memberikan, memperJihatkan. atau memberitahukan isi akta, grosse ak1a, salinan 

alcta atau kutipan alcta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, 

ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh 

peraturan perundang-Widangan. Pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu yang 

dapat diberikan, diperlihatkan, alau diberitahukan isi alcta, grosse alcta, salinan 

akta aiau kutipan alcta, menunjukkan bahwa undang-undang tidak 

memperkenankan semua orang untuk dapal melihat atau mengelahul isi akta~akta 

yang dibuat oleh noiaris. 

Narnun terhadap siapa~siapa saja yang dapat disebut sebagal "orang yang 

berkepentingan langsung pada akta" tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang­

undang. Padahal pengertian yang definitif mengenai orang yang berkepentingan 

langsung pada akta tentulah sangat penting mengingat seorang notaris juga 

diwajibkan oleh undang-undang untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai 

akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh. guna pembuatan akta 

sesuai dengan sumpahljanji jabatan, kecuali diientukan lain oleh undang~undang. 2 

Sehingga apabiia seorang notaris rnemberikan salinan al1a kepada pihak yang 

tidak dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada alcta, maka 

terhadap notaris yang bernangkutan dapat dipersalahkan telah melanggar UUJN 

dan Kode Etik Nolaris. 

Defmisi adalah suatu penafSiran suatu kata atau isti1ah yang rnengandung 

unsur penting atau esensial kata atau istiJah tersebut 3 Esensialia suatu kata ini 

hams ada dalam suatu definisi untuk menentukan apakah suatu tindakan, 

perjanjian alau kejadian memenuhi suatu kala atau istilah yang disebut dalam 

• Irulonesta (s), Um:Jang..(Jndung Jabaton Nolarfs, UU No, 30, LN No. 117 Tahun 2004, 
TLN No. 4432, PliSall6 ayat (I) 1\utufe:i. 

' Tan 1bong Kie, BIJ/w. /, Stud/ N(){ariat: Serha Serbi Pml..1~k Notaris, Celuklll1 kedua, 
(Jakarta: PT Ichtiar Baru Vun Boeve, 2000), hal. l 53. 
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undang~undang.4 Perbedan pengertian atau penafsiran yang berkembang di lengah 

masyarakat mengenai suatu kata atau istilah dalam undang-undang dapat 

menimbulkan perselisihan atau sengketa Dengan fidak adanya pengertian yang 

definitif mengenai siapa yang dapat disebu1 sebagai orang yang berkepentingan 

langsung pada akta, dapat menyebabkan: terjadinya perbedaan pengertian atau 

penafs:iran yang berujung pada perselisihan atau sengketa di antara pihak-pihak 

tersebut 

Sengkela yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan pengertian alau 

penafsiran atas siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan 

langsung pada aida dapat dililurt dalam kasus Be;;kett Pte. Ltd. dengan Notaris 

!lmiawan D. S., SH.. 

Gambar I.l 

BFA 
[ PT Asmlnco Deutsche &nk j 

1&21~----------------~T 
3 

I PT Swabara j 
4 

[ Beckett Pte. Ltd. J 

K.etcrnngnn: 
Df A = Bridge Fac:lity Agreermml tanggal 24 Oldober i997 

1 = Gndai 40% saham mil& PT Asminco dalam PT Adoo:o; 
2 = Gadui 40% saham milik PT Asminoo daimt'l PT IBT~ 
3 "" GadW 99,95% salwm mllik PT Swnbru"a Jalo.m PT Asminco~ dun 
4 "' Gadai 74,2%saham milik Beckett Pte, Ltd. dalam PTSwabara. 

Kasus irri bermula dari PT Asminco Bar a Utama C'PT Asminco ") yang 

memperoleh fasilitas kredit dari Deutsche Bank berdasarkan Bridge Facilily 

~Ibid. 

Universitas Indonesia 
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Agreement ("BFA"). Sehubungan dengan fasill<as kredi< yang didapatkan oleh PT 

Asmlnco, Deutsche Bank mendapat jaminan gadai berupa:3 

I. 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro Indonesia ("PT Adaro"); 

2. 40% saham milik PT Asminco dalam PT Indonesia Bulk Terminal ("PT 

IBT"); 

3. 99,95% saham milik PT Swahaca Mining and Energy ("PT Swabara") 

dalam PT Asminco; dan 

4. 74,2% saham mitik Beckel! Pte. Ltd. dalam PT Swabara. 

Pad a saat jatub tempo PT Asminco tidak dapal rnelunasi hutangnya sehingga 

dinyatakan ridak mampu membayar, Pihak Deutsche Bank kemudian 

melaksanakan ekselrusl gadai atas saham-saham tersebut, ter1113Suk saham milik 

Beckett Pte. Ltd., melalui jual bell di bawab tangan. Pelaksanaan e:ksekusi gadai 

saham l""'ebut kemudian dituangkan dalam akta-al:ta yang dibua! oleh dan di 

ha.dapan Notaris llmiawan D. S., SH. Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham 

dan Akta Jual BeH Saham tersebut antara lain:6 

I. Terha.dap 40% saharn milik PT Asminco dalam PT Adaro yang dijual 

kapada PT Dianlia, dibuat: 

a Akta Nomor 17 tanggall5 Februari 2002; dan 

b. Alta Nomor 18 tanggallS Februari 2002. 

2. Tetha.dap 40% sa!wn milik PT Asminco dalam PT !BT yang dijual kepa.da 

PT Dianlia, dibuat: 

a. Alta Nomor 19 tanggall5 Februari 2002; dan 

b. AktaNomor 20 tanggall5 Februari 2002. 

3. Tetha.dap 74,2% saham milik Beckett Pte. Ltd. dalarn PT Swabara yang 

dijual kepada PT Mulhendi Sentosa Aba.di ( .. PT Mulhendi"), dibuat 

a. Akta Nomor 21 tanggal 15 Februari 2001; dan 

b. Akta Nomor 22 tanggal 15 Februari 1002. 

1 Putusan Majelis Pengawas Pusal Nomor: Ol/B!Mj.PPN/1006, 10 November 2006, haL 
30; '~ Kesepo.k.atan, Eksek'USi Bisa dilllkuka.n Tertutup, Eksek'llSi Gadai Saham"', 
<NtpJI/wwwJru..t;wu\)ll.li!n:_ oom!deluiL~~p?icl"' I 91 '$4&..:1 ~'J.:lsfil!!>, 3 Mci 2008. 

6 Putusan Maje:lis Pengawas Wlleyah Nowis DKI Jakarut Nomor: 01/LM1llll2006, 22 
Maret 2006, haL 2; ''Ricuh Beckett, Notaris Digugnt", Media Notarial, Edisi 4 Fcbruarl (2008), 
haL 26-29. 
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4. Terhadap 99,95% saham milik PT Swahara dalam PT Asminco yang dijual 

kepada PT Akabiliru. dibuat: 

a. Akta Nomor 23 tanggal 15 Februari 2002; dan 

b. Akia Nomor 24 tanggall5 Februari 2002. 

Seiring densan gugatan Beckett Pte. Ltd. terhadap Deutsche Bank di 

Pengadilan Negari Jakarta Selatan ("PN Jakarta Selatan') etas keberatannya 

terhadap prosedur eksekusi gada! yang dilakukan Deutsche Bank terhadap saham­

sahamnya dan saham-saham perusaha..an afiliasinya, Beckett Pte. Ltd. 

membutuhkan salinan akta dari Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan 

Akta Jual Beli Saham tersebut untuk diajukan sebagai buJ..il di dalam persidangan. 

Namun Notaris llmiawan D. S .• SH. rnenolak memberikan salinan akta dari 

Ak1a Berita Acara Eksek'llsi Gadai Saham dan Alia Jual Deli Saham tersebut 

dengan alasan Beckett Pte. Ltd. tidak dapat disebut sahagai orang yang 

berkepentingan langsung pada akta teThadap M.1.a Berita Acara Eksekusi Gadai 

Saham dan Akta Jual Beli Saham 

Berbeda dengan pandangan No1aris llmiawan D. S., SH. tersebut, menurut 

Beckett Ple. Ltd. ia dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung 

pada akta karena saham-saham yang dieksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank 

adalah saham·saham miliknya dan saham·salmm milik llllllk-llllllk perusahaannya.' 

Beckett Pte. Ltd. k~udian melaporkan Notaris Ilimiawan D. S .• SH. ke MPW 

DKI Jakarta alas dugaan pelanggaran Pasal 40 Peraturan Jabatllll Notaris karena 

telah menolak memberikan salinan akta kepada Beckett Pte. Ltd. MPW DKI 

Jakarta kemudian memutuskan bahwa Beckett Pte. Ltd. berhak atas salinan alia 

dari Akt:a Jual Beli Salmm dan Alia Barita Acara Eksekusi Gadai Sabarn 

mengenai salmm~ahananya dan tidak berbak diberikan salinan akta dari Akia Jual 

Beii Saham dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham lainnya yang memuat 

tentang saham~saham anak perusahaannya Notaris JJm.iawan D. S.~ SH., 

kemudian mengajukan banding karena tidak terima dengan basil putusao 'tersebut 

kepada M!\ielis Pengawas Pusat No!aris (MPP). Dalarn putusannya tanggal 22 

Maret 2006 yang lalu, MPP menyalakan bahwa apa yang ditetapkan oleh 

1 Putusnn Majclis Pcngawns Wilayah Notaris DKI Jakarta. op. cil., hal. :t 
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Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah benar dun tepat. Dengan kala lain, menurut 

MPP tindakan Notaris: Ilrniawan D, S .• Sll untuk lldak memberikan salinan akia 

kepada Beckett Pte. Ltd. adalah sudah benar dan memenuhi peraturan perundang­

undangan yang berlaku. 

Darl uraian slngkai mengenai Kasus Beckeu Pte. Ltd. dengan Notaris 

llmiawan D. S., SH di atas. dapat dilihat bagaimana perbedaan pengertian atau 

penafsiran ten!.ang orang yang berkepentingan }angswtg pada akta berujung pada 

perselisihan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan uraian pefl11USalahan 

tersebut di alas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkajt dan membahas 

permasalahan tersebut dalam tesis yang beijuduJ "lnterpretasi "Orang Ya~zg 

Berkepentingan La11gsung Pada Akw»: Sebuah Kajian Yuridis Terhadop Kasus 

Beckett Pte. Ltd. vs, Notaris llmiawan D. S., SH. "-

1.2. Pokok Fennasalabao 

Berdasarkan uraian latar belakang di alas dapat dirumuska.n pokok 

pennasalahan yakni. 

Apakah BeckeJI Pte. Ltd. merupakan orang ;ang berkepenlingan langsung pada 

a/aa terhadap Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli 

Sahamyang dibuat oleh Nolan's Jlmiawan D. S., SH.? 

1.3. Metode Penelitian 

Dalam n'l.t':lakukan penyusunan T esis ini, penulis menggunakan metode 

penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan tipe penelitian tersebut karena 

penelitian ini diharapkan dapat menggarnbarkan dan menjelaskan berbagai aspek 

hukum. asas hukum, dan sistematika hukum yang terkait dengan gadai saham, 

pihak dalam ak1a, dan orang yang berkepentingan langsung pada al.1a, serta 

bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur haJ~hal tersebut 8 

Sebubungan dengan pokol< permasaleban yang diajukan, penelitian akan 

dilakukan dengan tipologi penelitian eksplanatoris deml menggambatkan atau 

' Sri Mamlklji, et aL, Meuxle Penelilian Dan Penuli$M Hukum, Cct. I. (Jakm1n: Badan 
Pcnerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 200:5), haUO; Somjono Sockanto, Pr:ngonfar­

Penelifian Hulrnm, Cel 3, (Jakarl!:!: UI Pre.~ 2007). hol 51.52. 
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menjelaskan lebih dalam siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan 

langsung pad a akta.. 9 Penelltian pun akan dilakukan dengan menggunakan salu 

disipJin ilmu (mono disipliner) yaitu disiplin ilmu hul"Um. to 

Oleh karena metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

hukwn nonnatif, maka jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder" 

yang terkait dengan pokok permasalahan penel\tian. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh langsung dari behan pustaka, dan sering disebut juga sebagai 

secondary data." Oleh karena itu, data sekunder adalah data yang sudah diolah, 

dianalisi~ dan siap untuk digunakan. Dalam penelilian ini~ dal.a sekunder yang 

digunakan adalah berupa: 

I. Bahan hukum primer, yang ten:liri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbeias, Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2004 

tentang Jabatan Notatis, Kitab Undang-Undang Hukurn Perdata, dan 

peraturan perundang~undangan bedaku lainnya terkait dengan pokok 

permasalaban. Bahan hukum primer ini akan digurmkan sebagai dam 

hukun'l atau landasan hukum mengenai bagaimana mengartikan orang 

yang berkepentingan tangsung pada akta secara tepa~ khususnya dalam 

kasus Becket Pte. Ltd. denganNotatis Ilmiawan D. S., SH.; 

2. Bahan hukurn sekunder, yang mencakup buku-buku cetak, arlikel, 

disertasi, tesis. skripsi dan dokumen lainnya tennasuk art.ikel~artikel yang 

didapat melalui int<met yang memihki kailan dengan pokok 

permasa!ahan; 

3. Bahan hukum tertier, mencakup ensiklopedi dan kamus, baik kamus 

Bahasa Indonesia maupun kamus Bahasa lnggris sebagai sumber refereosi 

langslUlg terlladap istilab-istilab hukum yang ada 

9 Ibid,, hal 4. 

10 Ibid., hal. 5. 

11 Wil'lllmlo Suraidtrnnnd, Dwar Don Teknik Research, Pt!.ng<mkU Metodblogi !lmich, 
(Bandung: Tarsito, 1978), bal. 56. 

11Soerjono, Soclrnnto, op. eft., hal. 12. 
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Data-data yang diperoleh akan diolah, dianalisis dan dipresentasikan dengan 

menggunakan pendekatan secara l..-ualitatif yang akan menghasilkan data 

deskriptif analitisJJ yang kernudian akan digunakan untuk merumuskan 

kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam Tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu sebagai 

berik"Ut 

Bab I Pendahuluan 

Merupal:an bab pembuka yang menguraikan latar belal<ang. pokok 

permasalahan. metode penelitian dan sistematika penuHsan dari Tesis 

101. 

Bab 11 : lnterpretasi Ten tang Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada 

Akta Dalam Kasus Beckett Pte. Ltd. vs. Notaris Hmiawan D. S., 

SH. 

Bab ini akan terdiri dari dua sub~bab. Sub~bab yang pertama berisi 

landasan terori di mana penulis akan menguraikan teori, konsep dasar 

dan landasan hukum rnengenai gadai, saham, aktQ. dan orang yang 

berkepentingan langsung pada akta Sedangkan sub-bab yang kedua 

berisi studi kasus dan analisa yang akan mengumikan kasus Beckett 

Pte. Ltd. dengan Notaris llmiawan D. S., SH., putusan MPW DKI 

Jakarta, putusan MPP Notaris, dan ana1isa mengenai siapa yang dapat 

disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta, 

khususnya dalam kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris llmiawan D. 

S., SH. tersebut 

u Sri Mamudji, el al., op, cit. haL 67; Soerjooo Soeknnlo, ibid., hal 250. 
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Bab III: Penutup 

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari basil analisa 

dan interpretasi terhadap pokok pennasaiaban. dan saran demi 

perkembangan hukum di Indonesia.. 
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BASil 

INTERPRET AS! TEN TANG OR.ANG YANG BERKEPENTINGAN 

LANGSUNG !'ADA AKTA DALAM KASUS BECKETT PTE. LTD. VS. 

NOTARIS ILMIA WAN D. S., SH. 

2.1, Tinjauan Umum Mengenai Gadai Sebagai Jaminan Ke'bendaan 

Kata "hutang plutang" dalam bahasa sehari~bari maupwt sebagai istilah 

huJ...-um memmjuk kepada peljanjian pinjam uang. 14 Pada dasamya suatu hutang 

atau k.redit akan diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, 

kepribadian yang rnenimbuJkan rasa percaya diri kreditur. bahwa debitur 4!kan 

memenuhi kewajiban petunasan hutangnya dengan baik.. Hal ini sesuai dengan 

peogertian dari asal kata kredit, yaitu t.redere, yang tidak lain berarti kepercayaan. 

Untuk mendapatkan kepercayaan dari kreditur, adanya jaminan dalam suatu 

hubungan hutang piulang adalah faktor yang sangat penting untuk lereaJisasinya 

perbuatan hukum tersebut Salah satu bentuk jruninan yang kerap digunakan 

dalam perlcreditan adalah jaminan gadai. 

2.1.1. Pengertian Gadai 

JstiJah gadai berasal dari teJjemahan kata pond atau vuistpand (baha!.a 

Belanda) atau pledge atau pCfWn (bahasa lnggris)" Lembaga jaminan gadai 

diaturdalam Buku II Bah XX Pasalli.>O- Pasalll60 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata)" 

Lembaga jaminan gadai masih banyak dipergunakan di dalam praktik blsnis.. 

Kedudukan: pemegang jaminan gadaJ menjadl nila.i tersendiri bagi para 

kreditur yang memilikl hak untuk meoguasai benda jarninan gadai Dalam hal 

1~ J. Satri-o, Hukum Jaminan, !lak Jamman Kebendaatt, Hak Tanggungan. &ku /, 
(Ba.ndung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), h<~l. 100. 
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ini kre<litur merasa terhindar dari itike<l buruk pemberi gadai, sebab dalam 

gadai, benda jaminan sarna sekali lidak boleh bere<la dalarn penguasaan 

pemberi gadai." 

Pengertian ge<lai dapal ditemukan dalam Pasall150 KUH Perdala yang 

berbunyi sebagai berikut: 

"Gadai adalah sualu hak yang diperoleh seorang berpiutang alas suatu 
benda bergerak, yang diserahkan kepe<lanya oleh seorang berulang atau 
seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepe<la si 
berplutang itu untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara 
didahulukan daripe<la orang-oraog berpiuta.ng lainnya; dengan 
kekecualian biaya untuk melelang benda lersebul dan biaya yang Ielah 
dikeluarkan W1tuk rnenyelarnatkannya setelah benda itu digadaikan~ 
biaya-biaya mana harus didahulukan". 

Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa gadai metupakan perjanjian 

riii, yaitu pefjanjian yang disamping kata sepakat dlperlukan perbuatan nyata 

(dalam hal ini penyerahan kekuasaan alas benda gadai). 16 Penyerahan 1tu 

dilaknkan oleh debitur pemberi gadai dan ditujukan kepada kraditur penerima 

gadai. 

Berdasarkan rumusan tersebut pula maka gadai pada dasamya 

merupal:an salah satu hak kebendaan (zake/ijk recht) atas benda bergurak 

rnilik orang lain dan bertujuan tidak memberi kenlkmatan atas benda tersebut 

melainkan untuk memberi jaminan pel~an hutang orang yang memberikan 

jaminan tersebut 17 Dengan demildan benda~be:nda itu kbusus disediakan bagi 

pehmasan hutang si debitur atau pemilik benda.. Bahkan gadai memberi hak 

untuk didahulukan dalam pelunasan hutang bagi krooitur tertentu serta 

memberikan wewenang begi kraditur untuk meojual seodiri beoda-benda yang 

dijaminkart 

1' R.adunadi Usma, Hukum Jaminan Keperdaraan, Ed. 1, ~l I. (Jakarta: Sinar Oraftka, 
2008), haL 104. 

16 Gunawan Widjaja dm Ahmed Ysni., Seri Hukum Bimis: Jaminan Pidtuia, Ed. I, C1..'1. 
ke-3, (Jakarta: f>T Raja Gmfindo Petsada,. 2003}, hat 93, 

11 Frieda Husni Hasbullflh. Hukum Kebendacm Pr.rdata: Hak-Hak Yang Memberi 
Jaminon, Jilid Jl, Celako.n Kedua, (Jakarta: J:nd..Hill-Co, 2005), hal 22, 
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Hak gadai tersebut dikategorikan sebagai pengertian hak kebendaan, 

oleh karena melekat pada suatu benda dan akan tetap barada, meskipun 

barangkaH mnik atas benda 1ersebut kemudlan jatuh ke tangan orang lain. HI 

Disamping itu, karena hak kehendaan akan memberikan kekuasaan Jangsung 

alas suatu benda kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap tiap orang,19 

maka seriap pihak yang berkedudukan sebagai pemegang gadai berhak untuk 

secara hukum mempertahankan bak tersehut kepada pihak lain. 

Timbulnya gadai pertama-tama karena dipe~anjikan. Peljanjian tersebut 

dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perda!a dan dipertegas 

dalam Pasal 1133 KUH Perdala yang menyatekan bahwa hak untuk 

didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari bak-hak istimewa, 

hak gadai dan hak hipotik 

Menurut Pasal I I 51 KUH Perda!a, peljanjian gadai dibuktikan dengan 

segala alat yang diperbolehkan bagi pembuk1ian peljanjian pokoknya Dalam 

kehidupan sehari-hari, petjanjian gadai dapa! berupa akta otentik atau alcta di 

bawah tat1gan mengikuti bentuk peJjanjian pokoknya :ro 

Di dalam petjanjian gadai tidak boleh disyaratkan bahwa kreditur akan 

memiHki benda gadai apahila debitur tidak memenuhi kewajiban­

kewajibannya. Jika ada syarat demikian maka peJjanjian gadai batal demi 

hukum" Tujuan dari pasal tersebut adalah untuk melindungi kepentingan 

debitur yaitu pihak yang ekonominya jauh !chili lemah dibandingkan dengan 

kreditw. Pada umumnya benda gadai mempunyai nilai yang Jebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai hutaagnya, dan jike syarat lersebut diperbalehkan 

maka tiap kreditur akan diuntungkan dengan adanya sya1at yang demikian. 

18 Wiljono Prodjodikoro, Hukwn Perdata ientnng Hok-Hok Alfll' Bendl:J. {Jakarttt.: PT 
Pembimbing.Masa, 1963). hal, 181. 

19 Subekti, Polu:Jk·Polwk Hu!aun Pen:lota, Cel ko-13. (Ja1\arttt: PT lnterml.!Sit. 1978), hal. 

:m M Ba.hsan, Hukwn Jamimm Dan Jamirnvt Kredit Puha.nkan lm:lone3ia, Edisi I, 
(Jakarta: PTRajaGrafindoPeJsada. 2007), hal. 13. 

11 Kililh Undimg-undang Hukum Perdata (Burgerli.Jk Wetboek), ditetjcmahkan o1eh 
KSubekti dan R. Tjitrosudibio, Cct. 28, (laktttta: Pradnya Paramlta, 1996), Pasal 1 )54. 
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:1.1.2. Subyek dan Obyek Gadai 

Subyek gadai adalah setiap manusia selal.lJ pribadi (natuurlijke persoon) 

dan setiap badan hukum (rechrs persoon)Y Menggadaikan tennasuk dalam 

tindakan pemilikan yang membawa konsekuensi yang sangat besar, karenanya 

untuk dapat menggadaikan sualu benda, diisyaratkan adanya kewenangan 

bertindak. 

Dari perumusan Pasal 1150 KUH Perdala, pada umumnya dalam 

perjanjian gadai. melibatkan dua pihak yaitu:l3 

L Pemberi gadai atau debitur (pandgever) yaitu pihak yang 

menggadaikan bendanya; dan 

2. Penerima gadai a1au pemegang gadai atau kreditur (pandnemer) yaitu 

pihak yang rnenerima gadaL 

Benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan gadai adalah hon>S 

benda bergerak24
, sebagaimana diperind dalam Pasa11152 ayat (2) dan Pasal 

I I 53 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut: 

I. Benda bergerak yang berwujud, misaJnya: emas, kendaraan bennotor, 

televisi, arloji dll. 
. 

2. Benda bergerak yang tidak berwujud, yang berupa macam-rnacam 

tagihan, agar mendapatkan pembayaran sejurrrlah uang, dapat 

digunakan surat~suraL piutang. Surat-surat piutang yang d.imak.sud 

terdiri atas:zs 

a Sural piutang atas nama {vordering op naam), yaitu suratlal1a 

yang di dalamnya nama kreditur disebut dfllgan jelas tanpa 

tambahan apa-apa, oontohnya saham atas nama, deposito 

beljangka. 

ll SuOOkti. op, cit, hal 31, 

n l Sutrio, op. ciL, hal 89~90. 

1~ Ibid., hul 91. 

n Ati!l; Jndri;<mi, llu.la1m Jamirum Bcnda~Benda Selain Tanah Sebagai Jaminan Kredit, 
Edisi Pcrtama, (Jakarta: PT Semesta Asa Bcrna.ma, 2008), hal 32. 
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b. Sural plutang atas bawalkepada pembawa (vordering aan toonder 

atau to bearer). yaitu surat/akta yang di dalamnya nama kreditur 

tidak disebut, aJ.au disebut dengan jelas dalam 1li1a namun 

dengan tambahan kata~krua "atau pembawa'•, contohnya cek, 

sertifikal deposito. 

c. Surat piutang kepada penggantilatas tunjuk (vordering van 

order), yaitu surallal.."'la yang di dalamnya nama kreditur disebut 

dengan jelas dengan tambahan ka1a-kala "atau pengganti'". 

contohnya wesel. 

2.1.3. Sifat-Sifat Gadai 

Gadai sebagai hak jaminan kebendaart,. mempunyai slfat umum dan sifat 

khusus. Sifat-sifat gndai antara lain: 26 

l. Sifat umum gadai: 

a. Hak Absolut 

Atas sesuatu hak kebendaan seseorang dapat mempunyai suatu 

kedudukan berkuasa (bezit), hak mllik (eigendom), hak waris., 

hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai ataupun hipotik 

b. Droll de suite dan hak menggugat 

Apabila benda gadai hilang dari tangan penerima gadai atau 

kecurian sebagaimana yang tercantum dalam PasalllS2 ayat (3) 

KIH Perdata. maka ia berhak menuntutnya kembali sebagalmana 

yangdimaksuddalam Pasall977 ayat (2) KUH Perdata Pasal ini 

mencerminkan adanya sifat droit de suite karena hak gadai akan 

terus mengikuti bendanya di tangan siapapll1l benda tersebut 

berada. Demikian juga di dalamnya terkandung suatu hak 

menggugat karena si penerima gadai berhak menWJtut kembali 

haada yang hllang tersebut. 

J
6 Ibid., hat 34- 35. 
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c. Droit tie preference 

Dalam Pasal I J 33 juncto Pasal 1150 KUH Perdata, gadai 

rnempunyai sifat yang didahuiukan (droil de preference), aninya 

memberikan kekuasaan kepada seorang kreditur untuk 

rnengambil pehmasan dari basil penjualan benda secara 

didahulukan daripada kredilur lainnya. 

2. Sifal khusus gadai 

a Acccssoir 

Yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya 

perjanjian pokok atau hutang plutang artinya j1ka peljanjian 

hutang piutang sah maka perjanjian gadai sebagai peijanj ian 

tambahanjuga sah dan sebaliknya jika pe~anjian hutang piutang 

tidak sah maka perjanjlan gadai juga tidak sah. Jika karena satu 

alasan tertentu perjanjian gadai bat.al, maka peijanjian hutang 

piutang masih tetap berlaku asal dibuat secara sah. 

b. Ondelbaar (tidak dapat dibagi-bagi) 

Berda.<iarkan ketentuan PasaJ 1160 KUH Perdata, benda gadai 

tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun utangnya di antara para ahli 

waris si berutang atau di antara para .ahli waris si berpiutang 

dapat dibagi·bagi. Dengan demikian gadai meliputi seluruh 

bendanya sebagai satu k"'atuan, artinya sebagian hak gadai tidak 

menjadi hapus dengan dibayamya sebagian hutang. 

c. Benda yang dlgadaikan rnerupakan jaminan bagi pembayaran 

l<embali hutang debitur kepada kraditur. Jarli benda jaarinan tidak 

boleh dipakai, dinikmati apalagi dimiliki, kraditur hanya 

berkedudukan sebagai houder bukan burgerlljke bezlller. 

d. Benda yang digadaikan dalam l<ekuasaan lrraditur atau penerima 

gadai sehagai akibal adanya syaral inbezitstelling. 

Syarat inbezilstelling yang dimaksud dapat disimpuJkan dari 

kelenluan yang terdapat dalam Pasal 1150 dan Pasal 1152 ayat 

(2) KUH Perdata dan merupakan syarat utama untuk salmya 

suatu peljanjian gadai. Dalam Pasal 1152 ayat (2) dikatakan tidak 
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sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap 

dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai> ataupun yang 

kemba1i atas kemauan si berutang. 

2.1.4. Terjadinya Gadai 

Berdasarkan rumusan Pasal 1150 KUH Perdala di atas dilpat diketahu~ 

bahwa gadai akan terjadi apabila: 

L Benda gadainya diletakkan di bawah penguasaan kreditur (pemegang 

gadai), artinya penguasaan benda gadainya dialihkan dari debitur 

(pemberi gadai) kepada k:reditur (pemegang gatlai). Penguasaan benda 

gada! oleb kraditur (pemegang gadai) !idak menyebahkan benda gada! 

itu beraJih atau menjOOi milik kreditur (pemegang gadai), Kreditur 

(pemegang gadai) mempunyai hak untuk menahan (hak retemie) benda 

gadai yang diserahkan debitur (pemberi gadai) tersebut sampai hutang 

debitur(pemberi gada!) lunas; 

2. Berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur, maka 

benda gadai tersebut dapat saja diletakkan di bawah penguasaan pihak 

ketiga, asalkan benda gadai itu tidak legi (tetap) berada di bawah 

penguasaan debitur (pemberi gadai), artinya benda gadai itu harus 

<diketuarkan' dari penguasa.an debitur. Ini merupakan syarat mutlak 

teljadinya hak gada!, 

Menurut Pasal 1151 KUH Perdata pe;janjian gadai harus dibuk!ikan 

dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan petjanjian pokoknya. 

1. Benda bergerak yang benvujud 

Dalarn hal bend a yang akan digadai kan merupilkan benda bergerilk 

yang berwujud, make hak gadai dapat te;jadi melalul dua tahap yaitu:27 

a Pada tahap pertama dilakukan peljanjian antara para pihal< yang 

berisi kesanggupan kreditur untuk meminjam.kan sejumlah uang 

kepada debitur dan kesanggupan debitur \Ultuk menyerahkan 

J1 lbid, hal. 37. 
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sebuahlsejumlah benda bergerak sebagai jaminon pelunasan 

hutang (pond overeenlwmsl). Pa<la tahap ini peljanjian masih 

bersifat konsensual obligafoir oieh karena baru melelakkan hak~ 

hak dan kewajiban-kewajiban para pihak. Undang-undang tidak 

mensyaratkan bentuk tertentu maka peljanjian dapat dilakukan 

secara tertuHs artinya dengan akta otentik atau di bawah tangan 

dan dapat juga secara lisan. 

b. Tahap ka<lua diadakan perjanjian kebendaan (zakelijke 

overeenkDmst) yaitu kreditur menyerahkan sejumlah uang kepada 

debitur. sedangkan debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan 

benda bergerak yang digadaikan kepada kreditur penerima gadai 

(syarat in.bezitslelling). Penyerahan secara nyata 101 

mengisyaratkan bahwa secara yuridis gadai telab teljack Jika 

debitur tidak menyerahkan bendanya kepada kredilur maka 

berdasa.rkan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata ga<lni tersebut 

tidaksah 

2. Benda bergerak tidak berwujud 

Jika benda yang diga<lalkan adalah benda bergerak yang tidak 

ben.vujud maka tergantung pada bentuk surat piutang yang 

bersangkutan apakah tergolong aan toonder, aan order atau op naam. 

Na.rnun terjadinya hak ga<lni atas SU!llt piutang yang digadaikan pada 

dasarnya JUga dilak.ukan melalui dua tahap." 

a Gadai piutang kepada pembawa (vordering aan toonder atau to 

bearer) 

Terjadinya ga<lni piutang kepada pernbawa a<lalah soma dengan 

teljndinya ga<lai pada beuda bergerak yang berwujud yaitu 

melalui tahap-tahap sebagai beriku!: 

i. Para pihak melak.ukan peljanjian gadai yang dapot 

dilakukan baik secara tertulis (otentik) maupun di bawal! 

tangan alaupun secara lisan (Pasal 1151 KUH Perdata). 
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ii. Mengacu pada ketentuan Pasal 1152 ayat (I) KUH 

Penlata, hale gadai dilalmkl!n dengan menyerahkan surat 

piutang alas bawa kepada pemegang gadai atau pihak 

ketiga yang diserujui kedua belah pihak (inbezitstelllng). 

Surat piutang ini dibuat oleh debitur yang di dalmnnya 

menerangkan bah-wa debitur mempunyai hutang sejumlah 

uang kepada pemegang surat tersebut Pemegangnya ini 

berhak menagih kepada debitur sejumlah uang tersebut 

sambil mengembalikan surat yang bersangl-utan kepada 

debitur. Contoh: sertifikat deposito. 

b. Gadai piutang atas tunjuk (vordering mn order). 

Terjarlinyagadai piutang atas tunjuk dilakukan dengan: 

t. Diadakan perjanjian gadai yaitu persetujuan kehendak 

untuk mengadak311 hak garlai yang dinyalakan para pihak. 

u. Berdasaikan Pasal 1152 bis KUH Perdata, hak garlai 

terhadap piutang atas tunjuk dilakukan dengan 

endossement a~ nama pemegang gadai sekaligus 

penyerahan suratnya Dengan endossement, kreditur 

dimungklnkan melakukan hak-hak yang timbul dari surat 

piutang tersebu~ sedangkan pemegang gadai bemak 

menagih menurut hukum sesuai dengan isi surat piutang 

itu. 

c. Gada:i plutang atas nama {vordering op naam). 

Teljadinya gadai pi otang at as nama diJakukan denga.n: 

L Pada tahap ini pihak debitur dan lrreditur mengadakan 

peJ:janj ian gadal yang bentuknya hatus tertulis. Seperti 

halnya da!am perjanjil!!! sural piutang lainnya, pada tahap 

ini perjanjian masih bersifat obligatoir dan konsensual. 

!L Menurut Pasal 1153 KUH Perdata, hak garlai alas benda­

benda bergerak yang tidal< bertub~ kecuali sural-sural 

tuJYuk (aan order) dan surat-surat atas bawa (aan order), 

dilakukan dengan pemberitahuan temadap siapa hak yang 
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digadaikan itu harus dilaksanakan. Tentang 

pemberitahuan serta ijin oleh si pemberi gada.i, dapat 

dimintakan suatu bukti tertulis. 

2.1.5. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai 

Hak-hak pemberi gadai atau debitur antara lain: 29 

l. Hak untuk meminta kembali benda gadai setelah membayar hutang 

pokok, bunga dan segala biaya untuk rnenyelarnatkan b~nda gadai 

yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai. 

2. Hak untuk menuntut ganti rugi jika pemegang gadai !alai mengurus 

dan menjaga benda gadai sehingga benda gadai rusak. 

3. Hak untuk menerima pemberitahuan dari kreditur akan adanya jatuh 

tempo atas utangnya 

4. Hak untuk meminta kelebihan basil penjualan benda gadai apabila 

harga penjualan benda gadai lebih besar dari nilai pinjaman. 

Sedangkan kewajiban pemberi gadai atau debitur anlara lain: 

I. Berkewajiban melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan. 

2. Membayar biaya-biaya Jain alas pinjarnan yang telah diterima. 

2.1.6. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai 

Hak-hak dari pemegang gadai menurut KUH Perdata antara lain adalah 

sebagai berikut: 30 

I. Seorang kreditur dapat melakukan parate executie (eigenmachtige 

verkoop) yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitur 

da1am hal debitur !alai atau wanprestasi. Hal ini tercantum da1am Pasal 

1155 ayat (I) KUH Perdatayang berbunyi: 

"Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si 
beq>iutang adalah berhak jika si berutang atau si pernberi gadai 
cidera janji. setelah tenggang waktu yang ditentukan Jarnpau, 

29 Ibid~ hal 43. 

;o WiJjono Prodjodikoro, op. cit., hoi. 185-186. 
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atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah 
dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, rnenyuruh 
menjual benda gadainya di muka umum menurut kebiasaan~ 
kebiasaan setempat serta at.as syarat*syarat yang Jazim berlaku, 
dengan rnaksud untuk men,gambJl pelunasan sejumlah piutangnya 
beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut". 

Penjualan oleh kredirur atas benda gadai debitur apabila debitur 

wanprestasi adalah untuk mendapatkan pembayaran hutang dari uang 

pendapatan penjualan benda yang digadaikan (verhaa/srecht). Hal 

mana da.pat dilakukan tanpa melalui perantaraan hakim atau 

pengaililan atau tanpa melalui suatu litel eksekutorial. Dalam gadai hak 

ini diberibn oleh undang-undang, jadi tidak perlu dipeljanjikan. 

Menurut Pasal 1155 KUH Perdata penjualan harus dilakukan di 

muka umum dan dldahului dengan sualu teguran untuk rnembayar 

hutang. Kalau benda gadai berupa benda dagangan atau surat-surat 

yang biasanya diperdagangkan dalam pasar bursa, maka penjualan 

harus dengan perantaraan dua orang makeiar, yaitu orang-orang 

pedagang perantara 

2. Kreditur berhak menjual benda bergerak milik debitur melalui 

perantaraan hakim (rieel executie). 

Hal ini tercantum da1arn Pasal 1156 KUH Perdaia yang berbunyi: 

«Ba.gailli8JlllPun. apabila si berutang atau si pemberi gadai cidera 
jaoji, si berpiutang dapat menWitut di muka hakim supaya benda 
gadai dijual menurut cara yang ditentukan olah Hakim untu~ 
rndunasi hutang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim alas 
tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa benda gadai 
ukan tetap pada si beiJliutang untuk suatu jundah yang akan 
ditetapkan da1am putusan hingga sebesar uiangnya beserta bunga 
dan biaya". 

Jadi Menurut Pasal 1156 KUH Perdata, dalam rleel execulie mi 
krertitur dapat menempuh jalan lain yaitu dengan malakukan runtutan 

kepada hakim meialui dua t:ara yaitu:31 

31 Atik lndriyani, .op. cit, hal. 41. 
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(I). 

'" 

a Atas ijin hakim, agar menetapkan cara bagWmana kreditur harus 

rnelaksanakan penjualan benda-benda debitur Wltuk 

mendapalkan pelunasan utangnya ditambah bunga dan biaya­

biayalain 

b. Atas ijin hakirn. agar menetapkan kreditur tetap memegang atau 

menjadi pemiliki benda gadai sebagai pembayaran hutang, 

seluruhnya atau sebagian. Dalam hal tersebut, maka harga nilai 

dori benda-benda adaleb lebih dori sisa hutang dan kelebihan 

tersebut hams dibayar berupa uang tunai oieh si pemegang gadai 

kepada si pemberi gadai 

3. Dalam melaksanakan hak gadal dengan cara menjua! benda gadai, si 

pemegang gadai berhak untuk didahulukan menerima pembayaran 

utangnya sebelum para berpiutang lain (recht ron voorrang} 

Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1150 KUH Perdata yang 

menyebutkan dua pengecualian, yaitu bahwa terdapat 2 (dua) macam 

hutang yang harus dibayar lebih dahulu daripada hutang yang dijarnin 

dengan hak gadai, yaitu biaya sita dan pelelangan untuk melaksanakan 

hak gadai serta biaya yang perlu dikeluarkan untuk mempertahankan 

benda gadai dari kemusnahan 

4. Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata, kreditur berhak 

mendapatkan penggantian dari debitur semua biaya yang berrnanfaat 

yang teleb dikeluarkan kreditur untuk keselarnatan benda gadai. 

Dengan kala lain kreditur berbak untuk memperhitungkan biaya­

biaya yang parlu guna mempertahankan benda gadai. 

Sebaliknya apehila benda gadai hilang alau menjadi buang harga 

nilainya akibat kesaJahan si pemegang gadai, maka kerugian tersebut 

harus diganti oleb si pemegang gadai32 Dalam hal yang digadaikan 

adalah seham-seham dori suatu perseroan terbatas, lalu terdapat 

keraguan mengenai hak-hak yang melekat pada pemegang saham 

tersebut,. terutama hak untuk mengeluarkan suara dalam rapat wnum 

:u Kitqb UndMg~und<mg HWtum Pel"dtlf.(J (Burgerlijk Wetboi!k), op. cit, Pasal l !57 uyat 
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pemegang saham., maka haJ ini dapat diantisipasi apabila daiarn 

pemherian gadai saham tersebut dilakukan perseiujuan khusus yang 

memperkenankan si pemegang gadai mengeluarkan suara dalam rapat 

umum pemegang saham,. dengan berdasarkan at as suatu . surat kuasa 

dari pemberi gadai kepada pemegang gadai. 

5. Kemudian Pasal 1158 KUH Perdata menyatakan. jika suatu piulang 

digadaikan dan piutang itu mengbasilkan bunga piutang tersebut untuk 

dlhayarkan kepadanya Jadi si pemegang ga.dai mempunyai hak untuk 

menagih hutang tersebut 

Apahila hak ini dianggap ada, maka dnpat dipersoalkan apakah 

benentangan dengan ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata yang secara 

mudak tidak memperbolehkan si pemegang gadai unluk memiliki 

benda gadai, sedangkan hak menagih hutang tersebut tidak berbeda 

dengan bak memiliki benda tersebut. Pendapat yang tidak 

rnemperbolehkan si pemegang gadai menagih hutang tersebut adalah 

kaku, oleh karena menurut pendapat ini pelaksanaan dari hak gadai 

hanya dapat dilakukan secara rnenjual piutang di muka umum,. dengan 

tujuan supaya mendapar. pembayaran hutang, jadi pral1is sama saja 

dengan penagihan utangnya secara langsung. 

6. Kreditur mempunyai hak retensi yaitu hak kreditur untuk menahan 

benda gadai sampai debitut membayar sepenuhnya hutang pokok 

ditambah bunga dan biaya~biaya lalnnya yang telah dikeluarkan oleh 

kreditur untuk menjaga kese1amatan bead a gadai. 

Hal inl dinyatakan dalam Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdnta yang 

juga menyebutkan se1mna pemegang gadai tidak melakukan misbruik 

atau memnkai secara tidak sesuai dengan ma.ksudnya/sifatnya benda 

gadai ternebut Sedangkan Pasal 1159 ayat (2) KUH Perdata 

memperluas hak menahan tersebut dalam hal terdapat hutang kedua 

dari si berutang yang sudah barns diba~11r pada saat hutang pertama 

yang dijamin dengan gadai belum dibayar. Dalam hal inl pemegang 

gadai dapat menahan benda gadai sampai dengan hu!ang kedua 

ter:sebut dibayar lunas. 
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(2). 

Kewajiban penerima/pemegang gadai, diatur dalam Pasal1156 dan Pasal 

1157 KUH Perdata yaitu:33 

1. Hanya menguasai benda selaku houder bukan sebagai beziller serta 

rnenjaga keselamatannya Dengan dem.ikian kreditur tidak boleh 

menikmati atau memindahtangankan benda~benda yang dijaminkan 

itu. 

2. Kreditur wajib memberi oahu debitur hila benda gadai akan dijual 

selambat-Jambatnya pada hari beril"lltnya apabiJa suatu perhubungan 

pos harlan atau soatu perhubungan telegrn.f. atau jika tidak dapat 

dilakukan diperboJehkan meialui pos yang benmgkal pertruna 34 

3. K.rerlitur bertanggung jawab aras hiJangnya atau merorotnya nilai 

benda gadai jika terjadi karena kelalaiannya ls 

Sebagai imbalan terhadap kewajiban tersebut ia berhak untuk 

memperhitungkan ongkos terhadap pemilik benda Ongkos-ongkos 

yang dapat diperhitungkan arlalah onglros-ongkos yang bermanfaat, 

sekalipun tidak perlu bisa dimlnta kembali dari pemiliknya. Akan 

tetapi ongkos yang bagaimana yang dianggap bennanfaal dan yang 

bagaimana yang perlu akan bergantwlg kepada keadaan dan harus 

ditinjau kasus demi kasus, 

4. Kreditur wajib mengembalikan benda gadai setelah hutang pokok, 

bunga, biaya atau ongkos untuk penyelamatan benda yang 

bersangkutan teJah dibayar lunas. 

2.1.7. Berakbimya Gadai 

Hak gadai hapus atau dapat bera.khir karena hal~hal sebag,ai berikut:36 

:n Wlljono ProdjodiJmro, op. t:it., hnl. 185-186 

34 Kitab Undang-undang Huk:um Perdata (Burgull)k Wetbk), cp. cit,, Pasal l J56 ayat 

n ]bid., hsalll57. 

36 Atik indriyani, op. cit, hal 41. 
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I. Karena hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai"" Hal 

ini sesuai dengan sifat accessoir dari gadai. sehingga apabi!a perikatan 

pokoknya hapus rnaka hak gadai juga akan hapus" Perikatan pokok 

hapus karea pelunasan, kompensasi, novasi dan penghapusan hutang. 

2. Karena musnahnya benda gadaL 

3. Karena percampuran, yaitu hak milik dan hak gadai berada dalam satu 

Iangan" 

4" Apabila banda gadai keluar dari kekuasaan si pemegang gadai dan 

pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntutnya kembali 

dan kalau berhasi1, rnaka undang~undang menganggap perjanjian 

gadai tersebut tidak pemah purus.38 

5" Karena kraditur telah menyalabgunakan bend a gadai" 39 

6" Dengan dilepaskannya benda gadai secara sukareht 

2.1.8. l<:kselrusi Gadai 

Transak:Si perkreditan yang dilindungi dengan jaminan ini disebut juga 

sebagai secured transacfion . .w Dalam sec11rud "ansaction, apabila debitur 

lalai memenuhi kewajibannya melWJasi piutang kreditur~ kreditur terlindungi 

dengan dapat dieksek-usinya barang jaminan kepunyaan debhur guna 

pemenuhan pe1Wlasan hutang. 

Gadai lermasuk jaminan yang rnemiliki hak didahulukan (droit de 

preference) guna pemenuhan pelunasan hutang. Berdasarkan Pasalll33 KUH 

Perda!a, gadai sama dengan hipotik, artinya dilindungi hak preferen yaitu hak 

didahulukan Oleh karenanya, pernegang gadai mempunyai hak mengarnbil 

pelunasan hutang dari benda gadai dengan cara mengesampingkan kreditur 

lain Bertitik tolak deri hal tersebut di alas, Pasal 1134 KUH Perdata 

11 Kitatf Unilangwundang Hukwn Perdata (Burgerlijk Wetboek), op. cit., Pasal 1381. 

311 Ibid., Pasalll52. ay<tt (3). 

:w !hid,, PnsaJ ll.S9 eyal (1). 

..o M. Yehya Harahap, Ruong Lingkup Permasafahan Eksekusf Bidtmg Pudato., Edisi 
Kedua, Cetalw.n keempat, {Jakarta: SiiW' Grufika, 2009}, hat 179. 
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menernpatkan pemegang gadai sebagai kreditur yang lebih tinll!li tingkatnya 

dari kreditu.r konkuren. 

Salah satu prinsip pokok gadai diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata, 

yaitu: 

1. Objek benda bergerak dan piutang 

Peljanjian gadai hanya terbatas atas benda bergerak dan piutang, 

sehingga tidak dibenarkan gadai atas benda tidak bergerak yang Ielah 

diatur seeara khusns (untuk objek berupa tanah akan diikat dengan Hak 

Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, kapal 

di atas 20m3 dan pesawat terbang diikat dengan hipotik berdasarkan 

Bab X:Xl Buku II KUH Perdata Pasal 1!62-1232). 

2. Benda gadai mesti berpindah tangan di bawoh kek-uasaan kraditur 

(pemegang gadal) 

Syaral atau asas ini bersifat imperatif yakni benda gadai tidak boleh 

tetap berada di bawah kekuaaan debitur (pemberi gadal), letapi rnesti 

dialihkan ke tangan kreditur. Pelanggaran atas asas ini, yakni 

membiarkan benda gadai tetap berada di dalam kekuasaan debitur. 

mengakibatkan hak gadai rnenjadi tidak sah Sehubungan dengan asas 

inl, apabila bend a gadai lepas dari kekuasaan pemegang gadai. dengan 

sendirinya menurut hukum hak gadai akan hapus. Namun demikian, 

apabila lepasnya benda gadai tersebut disebahkan dicuri, maka 

herdasarkan Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata pihak yang menguasal 

bend a gadai tersehut akan dianll!l3p sebagai pemilikuya 

3. Cara melelakkan hak gadai alaS sural tunjuk (aan order) 

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1152 bis KUH Perdata, 

yaitu dengan endosemen dan seianjutnya sw-at akan diserahkan secara 

fisik kepada pemegang gadai. Dengan endosemen, kreditur 

dirnungkinkan melakukan hak-hak yang timbul dari sural berharga 

tersebut Akan tetapi. dalam hal ini kepemilikan atas surat berharga 

tersebut tidak haralih dan pemegang gadai berhak untuk menagih 

menurut hukum hak atas surat berharga tersebul 
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Timbulnya hak pemegang gadai untuk melakukan eksekusi diatur ~alam 

Pasal 1155 KUH Perdata, yaitu debitur cidera janji melaksanakan 

~ewajibannya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau 

apabila tenggang waktu pemenuhan kewajiban tidek ditentukan dalam 

petjanjian, debitur dianggap melakukan cidera janji mernenuhi kewajiban 

setelab adanya peringalan untuk membayar. 

Tata cara eksekusi gadai dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1155 

dan Pasal 1156 KUH Pcrdata telah ditentukan secara limitatif dan imperatif 

dengan cara dan bentuk tertentu yaitu: 

1. Penjualan di muka umum 

PenjuaJan de:ngan cara urnum akan dilakukan menurnt kebiasaan 

setempat menurut syarat-syarat yang 1arim ber1aku.4' Dari basil 

penjualan. kreditur mengambit hasil pelunasan yang meliputi hutang 

pokok, bunga dan biaya yang timbul dari perjualan. Pasal 1155 pad a 

dasamya juga mengatur penjualan secam ipso juri mernbarikan hak 

parate e:recuiie dengan hak menjual atas kuasa sendiri (rechts van 

eigenmachJige verkoop, the righl to sell) objek benda gadai kepada 

pemegaog gadai, narnun Pasal 1155 KUH Perdata mengatur prinsip­

prinsip pokok seb"liai barikut: 

a. Penjualan benda lelang barus dilakukan di muka umum melalui 

lalang (e.recuJoriale verlwop); 

b. Ketentuan penjua1an benda lelang di muka umum bersifat 

"mandai memaksa" (impcratif mandaat ateu mandatory 

instruction) yang diberikan kepada pemegang gadai atau 

kreditur dalam kedudukannya sebagai eigenmachrlge verkoop. 

Dmgan hak parate eksekusi, kreditur atlm pemegang gedai dapat 

langsung menjual benda gadai seekan-ekan menjual benda miliknya 

sendiri. Hak untuk mengambil pelunasan secara parate eksekusi ini 

dibarikan kepada kreditur oleb undang.undang; sehiogga tidak perlu 

~J Wiljono Prodjodik:oro, ap. cit .• hal 213, 
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diperjanjikan. Hak kreditur ini merupakan resiko debitur sepanjang 

unsur "si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji" dan unsur 

"setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar" telah 

terpenuhi. 42 

Untuk penjua1an benda gadai tidak disyaratkan titel eksekutorial. 

Pemegang gadai melaksanakan penjualan tanpa perantaraan 

pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita untuk mendahuluinya 

dengan sualu sitaan. Hak p_emegang gadai untuk menjual benda gadai 

tanpa titel eksekutorial inilah yang disebut sebagai parate eksekusi. 

Hak ini dikarenakan kreditur tidak perlu suatu titel eksekutorial, tanpa 

perlu perantaraan pengadilan, tanpa butuh bantuan juru sita, maka 

seakan-akan hak eksekusi selalu siap, paraat, di tangan pemegang 

gadai. 43 Jadi pemegang gadai menjua1 benda gadai seperti menjual 

benda miliknya sendiri berdasarkan hak parate eksekusi. 

2. Benda perdagangan dijual di pasar atau efek dijual di bursa 

Pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata mengatur bahwa penjualan alas 

benda perdagangan alau efek dapat dilakukan dengan cara 

menyimpang dari aturan pokok penjualan di muka wnum, yaitu: 

a Penjualan benda-benda perdagangan dapat dilakukan di pasar 

tempat benda-benda tersebut biasa diperdagangkan; 

b. Penjualan efek dapat dilakukan di bursa; 

c. Syarat penjualan harus dilal.."Ukan dengan perantaraan 2 orang 

makelar yang memiliki keahlian dalam melakukan penj ualan 

alas benda-benda tersebut 

3. Penjualan menurut cara yang ditentukan hakim 

Cara eksel.."Usi ini diatur dalam Pasal 1156 KUH Perdata yang 

mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, kreditur dapat menuntut 

kepada hakim agar benda gadai dijual menurut cara yang ditentukan 

hakim alau hak.im mengizinkan agar benda gadai tetap berada di 

41 J. Satiro, op. cit.., hal. 121. 

43 Ibid., hal 122. 
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Iangan pemegang gadai atau lo:editur. sebagai pelunasan alas jumlah 

yang akan ditentukan oleh haklm dalam putusan sampai meliputi 

hutang pokok, bunga dan biaya 44 Ketentuan ini pun dapat menjadi 

dasar pengecualian dari dilaksanakannya cara penjualan benda 

perdagangan dan efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) 

KUH Perdata Dengan demikian, sekiranya pemegang gadai tidak 

menghendaki penjualan benda gadai di muka wnum atau penjualan 

benda dagangan atau efek menurut di pasar alau bursa. pemegang 

gadai dapat mengajukan gugatan untuk meminta agar pengadi ian 

memutuskan cara penjuaJan lain yang ditentukan oieh pengadiJan 45 

Dengan demlldan, untuk dapat melaksanakan eksekusi gadai 

dengan penjualan secara privat ini, rnaka mutlak didapatkannya 

penetapan pengadilan. Dalam penetapan tersebut hakim menentukan 

mengenai adanya persetujuan kreditur a1aU pemegang gadai dengan 

debitur atau pemberi gadai uniuk tidak melakukan eksekusi gadai 

menurut Pasal !!55 ayat (!) KUH Perdata, cara eksel-usi benda gadai 

yang disepakati para pjhak., penilaian terhadap nilai benda gadai untuk 

mengelahui nilai benda gadai pada saat eksekusi, dan mengenai sahnya 

eksekusi. 46 

Dalam hal pengadilan telah mengeluarkan pene,.pannya, mal-a 

nyatalah bahwa ada perjanjian gadai yang atas benda gadai yang 

dlmaksud teiah dapat dieksekusi untuk dapa! diambil sebagai 

pelunasan hutang dengan cara penjualan secara privat Penetapan 

pengadilan ini menjadi dasar pembuatan premisse dalam akta berita 

acara ekselrusi bend a gadai dan ak!a jual beli benda gadai. 

Kemudian. seteJah terjadi jual beli benda gadai secara privat., 

maka diperlulcan penetapan pengadilan lanjutan yang menyatakan 

bahwa jual beli benda gadai adalah sah dan mengkonfumasi nilai dan 

"" Wiljano Prodjodikoro, op. cit., hal 274, 

.. , !hid. 

''Oadai Kemb.tli Sengketa," 
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kepemilikan alas benda gadai yang !elah dieksekusi. Penetepan ini 

sangat diperlukan mengingat bahwa tata cara eksekusi benda gadai 

yang dilakukan adalah untuk mengenyampingkan tata cara eksekusi 

gadai rnelalui parate eksekusi. Setelah mendapatkan penetapan 

pengadilan tersebu~ pe'\iualan berula gadai sebagai cara eksekusi 

untuk pengambilan pelunasan hulang tersebul wajib diberitahukan 

kepada debitur a! au pemberi gadai. 47 

Dengan adanya penetapan pengadilan untuk me1aksanakan 

eksekusi secara privat dan kemudian dilakukan pemindahan hak 

dengan carajual beli dengan al-ta pemindahan hak (dalarn hal ini al..'ta 

jual beli) yang disahkan dengan pone!apan pengadilan pula, maka Ielah 

terjadi pomindahan hak alas bendagadai secara sah. 

2.2. Tinjauan Umum Mengenai Saham 

2.2.1. Pengerlian Sabam 

(2). 

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomot 40 Talmn 2007 tentang 

Perseroan T erbatas ("UUPT") Pasal 31 ayat (1 ), modal perseroan terbatas 

terdiri atas se!uruh nilai nominal saham. Meskipun demikian, UUPT tidak 

menutup kemungkinan adanya peraturan penmdang-undangan di bidang pasar 

modal yang mengatur modal perseroan terbatas terdiri atas saham tanpa nilai 

nomina.l.48 

Pasa160 ayat (I) UUPT merumuskan pengertian saham sebagai beriku!: 

«Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana 
dimaksud dalamPasa152 kepadapemiliknya" 

~1 Kitab Undang-UIIdang Hukum Perdata (Burgorlijk Wt!Jhoek}, op. ciL, Pasal 1156 ayat 

iS Indonesia (b). Undang~Undang Perseroan Terbatas, lJU No. 40, LN No. I 06 Tahun 
2007, TLN No.. 4756, Pasal 31 nynt {2), 
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Salah satu pengertian Jain dari saham adalah sebagai wujud konkrit dari 

modal perseroan terbalas."' Selanjutnya penjelasan Pasal 6() ayat (I) UUPT 

menyatakan sebagai berikut: 

"Kepemilikan alas saham sebagai benda bergerak memberikan hak 
kebendoan kepada pemiliknya Hak tersebut dapat dipertahankan kepada 
setiap orang," 

Berkaitan deagan rumusan ketentuan di atas, Pasal 52 ayat (l) UUPT 

menyebutkan hak-hak pemilik yang dibelikan oleh saham yakni sebagai 

berikut: 

!. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalarn RUPS; 

2. Hak untuk menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil 

likuidasi; 

3. Hak untuk menjalankan hak-hak lalnnya berdasarkan UU ini 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperhatikan ciri-cin saham 

adaJah sebagai beril"U1: 

J. Merepresentasikan adanya kepemilikan suatu porsi permegang saham 

dalam perseroan sebagai akibat dari adanya kontribusi pemegang 

saham yang bersangkutan ke daJam perseroan terbatas. :'iO 

2. Memberikan hak kepada pemiliknya untuk: 

a.. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham suatu perseroan_ terbatas~ 

b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasillilroidasi 

perseroan terbalas; 

c. Menjalankan hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang 

saham perseroan terbatas menurut keteotuan UUPT~ 

d. Memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat 

dipertahankan kepada setiap orang 

~Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bimis Perseroan Terbatm, (Jakarta: 
Raja Grafiudo Persada, 2000),1iol 55 . 

.!G Brym; A Gamer, Black's Law Dlctiorwry, Eight Edition, (Minnesota: West, Thomson, 
2004), hal. 1408, 
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Berbeda peda saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 

199$ teotang Perseroan Terbatas, UUPT mengatur bahwa perseroan terbatas 

hanya diperkenankan mengeluarkan saham alas nama pemiliknya sehingga 

tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. 51 

Lebih lanjut lagi, Pasal49 UUPT mengatur sebagai berikut: 

"(l) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang Rupiah; 
(2) Saham lanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan; 
(3) Ketenluan sebagaimana diatur dalam ayat (2) lidak menutup 

kemungkinan diatumya pengeluaran saham tanpa nilai nominal 
daJam peraturan perundang-undangan dJ b!dang pasar modaL" 

Rumusan pasal di atas semakin mernpertegas karakteristik saham yang 

hams memihki rulai nominal yang dicantumkan dalam mata uang Rupiah. 

Narnun dernikian, hal ini secara hukum dapat disimpangi sejauh diatur secara 

berbeda dalam peraturan perundang-undangan di bldang pasar modal. }.fiJai 

nominal bisa saja tidak sama dengan nilai pasar (harga pasar) dari saho.m yang 

bersangkutan, karenanya seseorang dapat menjual sahamnya dengan harga di 

atas nilai nominalnya. dimana hal ini sangat bergantung kepada nilai dari 

pentSahaan itu sendiri pada saat saham tersebut dijual, 52 

Pemegang saharn akan mendapatkan bukti kepernmkan saham dari 

saham yang dimilikinya" Sedangkan mengenai bentuk dari bukri kepemilikan 

atas saham tersebut, depat diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar perseroan 

terbatas yang bersangkutan. s• 

2.2.2. Klasikasi Saltam 

Keteriluan Pasal 53 UUPT mengatur sehagai barikut: 

"(1) Anggaran dasar menetapkan I (salu) klasifikasi saham atau lebih. 

~~Indonesia (a), op. t:il., Pasal 48 dan Penjelasan Pasa1 48. 

~1 Munir fuady, Hula1m PenuCJhaan Dalam Paradigma Hulrum Bisnis. (Bandung: PT 
Citra Aditya Bakti, 2002),haJ. 36. 

53 Indonesia (a), op. cit., Pasui5L 

S-~ lbid., Penjelasan Pasal 51. 
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(2) Setiap saham dalam klasifibsi yang sama memberikan kepada 
pemegangaya hak yang sama. 

(3) Dalam hal terdapatlebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran 
dasar menetapkan salah satu di antaranya s:ebagai saham biasa 

(4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara 
lain: 

a.. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; 
b. saham dengan hak khusus untuk mercalonkan anggota 

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; 
c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali 

atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; 
b. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk 

menerima dividen lebih dahu1u dari pemegang saham 
klasifikasi Jain at.as pembagian dividen secara 1..-umulatif atau 
nonkumulatif; 

c. saham yaag memberikan hak kepada pemegangnya untuk 
menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain 
atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuldasi ... 

Dengan demilcian,. berdasarkan ketentuan tersebut di atas, saham dapat 

diklasifikasikan sebagai beril."Ut 

I. Saham dengan hak suara 

2. Saham tanpa hak suara 

3. Saham dengan hak suara unluk mencalonkan anggota direksi dan/atau 

dewan komisaris; 

4. Saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat· 

a Ditarik kembali; atau 

b. Dirukar dengan klasifikasi saham yang lain 

5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya 

a Pembagian deviden secara kumulalif; atau 

b. Pembagian deviden secara non kumulatif 

6 Saham yang memberikan lebih dahulu kepada pemegangnya dari 

pemegang saham klasifibsi yang lain atas pernbagian deviden dan sisa 

kekayaan Perseroan dalam likuidasi 
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2.2.3. Sabam Sebagai Benda Bergerak Tak Berwujud 

2.2.3,1. Gada! Sabam Sebagai Jaminan Kredit 

Pokok~pokok ketentuan mengenai gadai sampal saat ini masih 

mengacu dan merujuk pada ketentuan gadai secara umum berdasarkan 

ketentuan Buku Ill Bab ke-20 dari KUH Perdata dan belum diatur secara 

terperinci dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai dikenal 

sebagai lembagajaminan yang tertuju pada benda-benda bergerak. Benda 

bergerak yang digadaikan tersebut harus diserahkan dan dikuasa.i serta 

disimpan oleh kreditur. ss Dengan demikian, apabila bend a tersebut 

dilrembalikan kepada pemiliknya, maka jeminan gadai menjadi balat 56 

Pada awalnya yang dimaksud benda bergerak adalab benda yang 

memiliki sifat tidak dapat tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk 

mengikuli tanah atau b:mgunan. :s? Seiring dengan perkembangan zaman 

dan dunia perdagangan, pengenian benda bergerak menjadi luas sa.mpai 

kepada benda bergerak yang tidak berwujud. 

Pasal 60 a yilt (I) UUPT menyatakan sebogai berikut: 

"Kepem.ilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak 
kebendaan kepada pemiliknya Hak tersebut dapat dipertahankan 
kepada setiap orang." 

Ketentuan pasa1 tersebut di atas memberikan makna bahwa saham 

diarlikan sebagai benda bargerak dan juga memberilren hak kepemilikan 

kepada pemililreya Pengertian saham sebagai benda bergerak ini juga 

disabutkan dalarn Pasal 511 KUH Perdata yang menyebutlren: 

"yang dianggap sebagai barang bergerak karena dilentukan undang· 
undang adalab: 
. .. bukti saham atau saham dalam persek-utuan perdagangan uang, 
persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun 

~ Abdulkadir Muhammad, Hukum Pen.saha(m Indonesia, (Handung: PT Citra Aditya 
Bllkti, 2002), hal 296. 

'"' Retnm\'(!lan Sutantio, Kapila Selekta Hukum Ekonomi, (iaknrta: lkotan Hakim 
Indonesia Cnbang Mahkanmh Agung Rcpublik Indonesia, 1995), hal. 14Q 

~~ . . . --
' Subckti. op. cit., hnl SL 
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barang~barang bergerang yang bersangkutan dan perusahaan itu 
milik persekutuan.. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai 
benda bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta snja. 
selama persekutuan berjalan ... " 

Saham leffiUISUk rlalam kalegori benda bergerak yang tidak berwujud 

karena saham lebih merupakan hak daripada barang dtdam arti nyata 58 

Saham memiliki hakekat yang memberikan hak tagih bagi pemegangnya 

untuk mendapatka.n suatu keuntungan ter1entu dans? merupakan lnstrumen 

perryertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Saham 

juga merupakan surat bedtarga yang mencantumkan kata saham di 

dalamnya, sebagai Ianda bukti kepemilikan sebagian dati ~mdal 

perseroan. 60 

Kedudukan saham sebagai objek jamimm te!ah dikemukal..an da1arn 

SK Sireksi Bl No.: 24/321Kep/Dir, tanggal 12 Agnstus 1991 tentang 

Kredit Kepada Perusahaan Sek"Uritas dan K.redit Oengan AgWlan Saham, 

yang rnenyebutkan, bank diperkenankan untuk memberikan kredit dengan 

agunan tambahan berupa saham dari perusahaan yang dibiayai dalam 

rangka ekspansi atau akuisisi. Pelaksanaan proses pengikalan gadai saham 

tersebut akan tunduk kepada ketentuan mengenai gadai yang diatur daiam 

KUH Perdata. 61 

Oleh karena itu, sepanjang tidak ditentukan Jain dalam anggarnn 

dasar perseroan terbatas yang bersangl"lltan,. saham dapat dijadikan objek 

jarninan gadai untuk menjamin pelaksanaan kewajiban peme1uhan hutang 

debicur kepada kreditur. 

~ Wahyono Dannubra!B dan Ari Wah}\ldi Hertanto, "Jual Beli Drm A~k Pe:mlihan Hak 
Milik Slllitu Benda (llilarn Konstruk:ri Gadai Saham)", JW'"MI Hukum .& Pembangunan 35·1 
(1005), haL so. 

19 M. Irwn Nas.aruddi.n dan lndra Surya, Aspt:k Hukwn Pasar Modal],l(]onesit:~, Gelakan 
ke-4, (Jakarta: Kem:ane Prennda Media Group beketja samu dengan Lembaga Ko.jian Paw- Modal 
& Keuangan, 2001). hal. I 88. 

~ Joni Emirzm, Eukum Surat B!!rluvga Dan Perkembangonf9JQ Di Indonesia, (JaXarta: 

PT Prcnhallindo, 2001), hal72 

61 Sentosa Scmbiring, Hukum Perbankan, (Bandun&: CV, Mandat Mo.ju. 2000), hat 75. 
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Telah disebulkan sebelwnnya bahwa benda yang digadaikan tersebut 

harus diserahkan dan dikuasai serta disimpan oleh kreditur. Apahila hal 

tersebut tidak dilakukan maka jaminan gadai menjadi tidak sah. 112 Dalam 

konsep gadai sebagaimana diatur dalam ketenluan Bab XX Pasal 1150 -

1160 KUH Perdata, penyerahan objek gadai ke dalam kekuasaan kreditur 

mengakibatkan adanya pengalihan hak sehingga kreditur atau peneri rna 

gadru dapat menikmati manfaat dan basil dari benda yang digadaikan 

Dalam kaitannya dengan saham sehagai objek gadai, saham yang 

bersangkutan hams diserahkan kepada kraditur atau penerima gadai agar 

perjanjian gadai menjadi sah. Akibat diserahkannya saham yang menjadi 

benda jaminan kepada kreditur atau penerima gadai atau pemegang gadai 

maka teljadi penguasaan atas saham yang digadaikaa Hak menguasai 

yang timbuJ dari adanya pengalihan secara fisik dan yuridis saham yang 

digadaikan memberikan kewenangan bagi kreditur untuk bertindak sebagai 

penguasa at~ .. ~~~--!-~~=•c:b::u::t ________ ~ 

Walaupun tetjadi peogalihan secara fisik dan yuridis dari saham­

saham yang dijadikan benda gadai, perlu diperhatikan hak-hak utama 

selaku pemegang saharn yang tidak dialihkan kepada pemegang gadai. 

Hak-hak apa saja yang tidak dialihkan itu dial'ur dan clisepakati oleh 

pemberi gadai dan penerima gadai dalam perjanjian gadai saharrt 

Menurut Pasal 52 UUPT, hak-hak yaog dimiliki olah pemegang 

saham sebagai konsel.."Uensi atas kepemilikan saham dalam perseroan 

terbatas antara Jain sebagai berikut: 

L Hek unruk menghadiri dan meogeluarkan suara dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham; 

2. Hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil 

likuidasi~ 

3. Hak unmk menjalankan hak lrunnya bernasarkan UUPT. 

61 Kilab Undang-undang H11kum Perdm.ll (BurgerliJk Wtltbcck), ap. cit,, Pasnl 1152 nynt 
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Lebih !anjut lagi dalam Pasal 60 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa 

hak suara atas saham yang dijaminkan dengan gadai tetap berada pada 

pemegang saham. Dengan de.rnikian berdasarkan ketentuan-kelentuan 

tersebut, para pihak dalam peljanjian gadai saham dapat menentukan hak­

hak mana saja yang tetap berada pada atau beralih dari pemberi gadai, 

asalkan hak untuk mengeluarkan suara atas saham tetap berada pada 

pemegang saham. Untuk kepentingan pemegang gadai hak suara atas: 

saham yang digadaikan dapat diberikan oleh pernagang saharn atau 

pemberi gadai pada pemagang gadai dengan suatu kuasa khusus untuk, 

te:rmasuk namun tidak terbatas, untuk hadir dalam rapat umum pemegang 

saham dalam memberikan suara 

Penyeraban saharn kepada kreditur atau pemegang gadai sebagai 

jamlnan pelunasan hutartg harus dibedakan dengan pemindahan hak alaS 

saham sahagaimana dimaksud dalarn Pasal 56 UUPT. Pasal 56 UUPT 

menentukan pemindaban hak atas saharn dilakukan dengan akta 

pemindahan hak. Hal ini 1entu saja berbeda dengan penyerahan saham 

sebagai jaminan gadai yang dilakukan dengan akta perjanjian gadai. 

Pemindahan hak alas saham karena gadai hanya dapat lerjadi hila 

debitur teJah dinyatakan wanprestas:i sehingga kreditur karena 

kekuasaannya dapat menjual saham yang digadalkan sebagai pelunasan 

piutangnya Karena pengambilan pelunasan piutang oleh kreditur atau 

pemagang gadai dibatasi oleh ketentuan Pas a! 1154 ayat (1) KUH Perdara, 

yang menyatakan kreditur tidak dibenarkao rnemiiHci benda yang menjadl 

objek gadai meskipun debitur tidak dapat mernenulti kewajibannya, maka 

eksekusi benda gadai harus dilakukan dengan tata cara eksekusi yang lelah 

disepakati olah debitur dan kreditur dalarn perjanjian gadai. 

Penjualan atas saharn inilah yang akan rnenyahahkan terjadinya 

pemindaban hak alas saham dari penjual (kreditur) kepada pernbeli saharn. 

Pentindahan hak atas saham tersebul dilakukan dengan menuangkannya ke 

dalarn aktajual beli saham sebagai benluk pemindahan hak alas saham 
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2.2.3.2. Hak Mllik Dalam Gadai Sabam 

Terhadap benda bet'l;erak, setiap orang dapat rnenikmati hak 

kebendaan yang memberikan kenikmatan yang berupa hak milik 

(eigendom) maupun bezit. 

Hak milik diatur di dalam Pasal 570 KUH Perdata yang 

menyebutkan: 

'"Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lelu.asa 
dan untuk berbuat terhadap barang iru secara bebas sopenulmya, 
asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan 
umum yang ditetapkan o!eh kuasa yang berwenang dan asal tidak 
mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya ltu tidak mengurangi 
kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan 
penggantian kerugian yang pantas, herdasarkan ketentuan~ketentuan 
perundang-undangan •• 

Berdasarkan ketentuan di atas. hak milik memberikan kewenangan 

kepada pemegang hak untuk menguasaJ. memanfaatkan dan 

mempergunakan benda yang dimaksud dan mempertahankannya terhadap 

s1apapun. 

Permasalahan benda bergerak dalam hubungannya dengan keadaan 

berkuasa (bezit) dapat diternukan dalam Pasal 1977 KUH Perdata yang 

menyebutkan: 

"Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidal< berupa bunga 
atau pluumg yang tldak hams dlbayar atas tunjuk, dianggap sebagai 
pernilikaya sepenuhllya 
Walaupun demikian. bar.mgsiapa kehi.Jangan atau kecurian suatu 
barang, dakuu jangka wakru tiga !alum, terbitung sejak hari barang 
ltu hllang atau dicuri. dapalleb menuntut supaya barang yang bilang 
atau dicuri ltu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak 
orang yang disebut tetakhit ini untuk minta ganti rugi kepada orang 
yang menyerahkan barang itu kepadanya,. pula lanpa mengurangi 
ketcntuan pasal582. ;; 

PasaJ 529 KUH Perdata yang membahas mengenai bezil sendiri 

menjabarkan dalam kalimatnya; 

'"Yang dlmaksudkan dengan bezit adalah kedudukan menguasai atau 
nikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara 
pribadi atau dengan perantaraan orang Jain. seakan-akan barang ilu 
miliknya sendin. ·~ 
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Pasal 574 KUH Perdata menyinggung salah satu alcibal dari bezit 

temadap benda tidak berwujud, yakni: 

"Pemllik barang berhak menuntut siapa pW1 juga yang meoguasai 
barang itu~ supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana 
adanya." 

Bezit sendiri terdiri dari bezit benda dan bezit hale Bezit benda ialah 

bezil mengenai benda-benda ben.vujud, sedangkan bezit hak ialah bezil 

terhadap bendarbenda t.idak berwujud ataupun hak 63 

Saham sebagai suatu benda bergerak memberikan hak kebendaan 

yang memberikan kenikmatan kepada pemiliknya Kebendaan ;yang 

dimaksud menurut Pasal 529 KUH Perda1a harus dillhat seba.gai 

keseluruhan benda dilihat secara umum, baik bergerak dan tidak bergerak, 

juga berwujud maupun tidak benvujud. 

Jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka 

jelas bahwa salwn dapat dimiliki dengan hak mi1ik dan merupakan benda 

bergerak yang dapal di bezit. 

Cara memperoleh hak milik diatur dalarn Pasal 584 KUH Perdala 

yang menyatakan: 

'"Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan 
pengarnbilan untuk dintiliki, dengan perlekatan, dmgan kadaluwarsa, 
Qengan pewarisan. baik menurut undang~undang maupun menurut 
~urat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan 
suatu petistiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yaog dilakukan 
oleh orans yang berhak untuk bcrbuat terhadap bamn~ ito ... 

Pasal 1977 KUH Perdata pada dasarnya merupakan pengecualian 

dari ketentuan Pasal 584 KUH Perdata, di mana terhadap benda bergerak, 

bag! siapa yang menguasai benda bergerak terhadap dirinyalah dianggap 

sebagai pemilik benda bergerak tersebuL Letak porlindungan bukum 

menurut Pasal 584 KUH Perdata berbeda dengan perlindungan bukum 

menurut Pasall977 KUH Perdata yang mernberikan perlindungan bukum 

kepada pernbeli beritikad baik. 

61 Wohyono Darmabrnll.l dan Ari Wahyudi Hertanto, op. dt., hal. 53. 

Universitas 1odonesla 

' ' 

Interpretasi Orang..., Rhea Damara, FH UI, 2009



Dalam kallarulya dengan gadai saham, hak gadai hapus apabila 

saham yang digadaikan keluar dari kekuasaan si krerlitur. Apabila barang 

tersebut hilang dari tangan kreditur atau dicuri darinya, si kreditur berhak 

menuntu1nya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat (2) 

KUH Perdata, sedangkan apabila saham tersebut kernbali diperolehnya, 

hak gadai dianggap tidak pemah hilang""' 

Lebih !an jut Pasal 1152 ayat ( 4) KUH Peroata menyatakan, hak tidak 

berkuasanya si pemberi gadai atau debitur untuk bertindak: bebas dengan 

saham yang digadaikan tidak dapa! dipertanggungiawabkan kepada 

kreditur yang telah menerima saham tersebut dalam gadai, dengan tidak 

mengurangi pihak yang kehllangan atau kecurian barang itu, untuk 

menuntutnya kembali.65 

2.3. Tinjauan Umum Me.ngenai Akta 

2.3.1. Pengertian Aleta 

(3)< 

Mengenai arti atau definisi dari sualu akta dapat dilihat rnelaJui pendapat 

yang diberikan oleh beberapa pakar hukum, diantaranya adalah Prof. SubeJ...il 

yang mengatakan: 66 

"Akta adalah suatu tulisan yang sernata-mata dibuat untuk membuliikan 
sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu 
ditandatan,sani" 

A Pitlo berpendapat behwa: 67 

"Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai 
sebagai bukti. dan untuk diperganakan oleb orang, untak keperluan siapa 
surat itu dibuat •• 

o>.~ Kitob Undang-1.11U!ang Hukum Perdaw {Bwgerli}k Wetboek), op.. cit., Pasal 1152 nynt 

~sM. I3ahsan, op. cit., hall4, 

66 Subekti, op. ciL, hal. 178. 

61 Tcguh Sarnudra, Hukum Pembuklian Dalam Acora Perda(a, eel 2 (Bandung: All.llrlni, 
2004), hal. 37, sebagaimnna mengutip Pitlo., Pembuktian i)Qn DallllWmio, eel. \, (Jakarta; 
lntennasa,. 1978), hal. 52. 
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Menurut Sudikno Mertokusumo: 63 

••Akta adalah surat yang diberi tanda tangan. yang memuat peristiwa­
peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang 
dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pernbuktian,1

' 

Selain pendapat dari pakar huk-um-pakar hukum tersehut di atas, 

pengertian akta juga dapat ditemukan dalam Black's Law Dictionary yang 

menyebu!bn akta sebagai:" 

"1. Something thai IS done or carried out; an act or action; 
2. A writlen instrument by which land is conveyed; 
3. Af C011'1lf1(}1J Jaw, any instroment !hal IS signed, sealed, a!Uf 

delivered and that conve_ys some interest in property, .. 

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa akta dapat diartikan sebagai suatu surat. dokumen, ataupun alat yang 

menyatakan kebenaran suatu perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam 

media secara tertulis. 

Dengan demllcian akta dapat dipergWlakan sebagai sua!u bukti sehingga 

dapat menyempumakan perbuatan hukum seseorang, sebagai tanda,. data-data 

ataupun ldentitas subjek hukum dinyatakan secara legas di dalam akta dan 

ditandatangani oleh subjek huk-um yang bersangkutan, serta 1elah 

dilakukannya perbuatan hukum antara para pihak yang dinyatakan secara 

tertulis. 

Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata,. dapat dikemukakan adanya dua 

macam akta yang dikenal, yaitu: 

I . Ak1a Olentik 

Pasal 1868 KUH Perdata menyebu!bn: 

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk 
yang ditentukan undang-wtdang oleh at.au di hadapan pejabat 
umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." 

411 lbtfi., sebagaimtma IDetJSUtip dari Sudikno, Hulwm Acara Perdn!a Indnnl.fia, eeL I, 
(YOi!,Yilklirtli: Liberty.l977),hllL 101. 

(,II Bryan A Garmr, 6JJ. cit., hal, 444. 
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Menurut G.H.S. Lumban Tobing, apablla suatu akta hendak 

memperoleh stempel otentisitas, ma.ka harus memenuhi persyaratan­

persyaratan sesuai dengan Pasal 186& KUH Per data di alas, yaitu: 70 

a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overslaan) 

seorang pejahat umum; 

b. Akta itu hams dalam bentuk yang dilentukan oleh und.ang­

undang;dan 

c. Pejabat urnum oleh alau di hadapan siapa akta itu harus 

mempunyai wewenang untuk membuat ai1a itu. Pejabat umum 

pembuat akia yang dimaksud sclain nolaris adalah panitera, 

jurusita, pegawai pencatat sipiJ. haki.m, dan lain-lain. 

Dari uraian di atas dapat diketahui ada 2 (dua) macam ak"la 

otenlik, yartu:"~~ 

a Akta relaas atau akta pejabat 

A1.1a yang dibual "o~eh" (door) notaris yang menguraikan secara 

otentik sesualu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang 

dilihat atau disaksikan oleh pembuat al..ia itu, yakni notaris 

sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. 

Tennasuk di dalam akta relaas ini adaJah berita acara rapat: 

para pemegang saham dlllam penreroan terbatas, akta pencatatan 

budel, dan akta-akta lain yang dibuat oleh notaris dari apa yang ia 

lihat, saksikan, dl!ll lllarni saat menjlllankm! jabatannya 

b. Aldapartij 

Akt.a yang dibuat "'di hadapan., (ten oversraan) notaris yang 

berisikan suatu "cerita" dari apa yang teijadi karena perbuatan 

yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, aninya yang 

diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain tersebut kepada 

notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana 

ro GHS Lumban Tobing. PeratwanJabaftm }/ot(JJ'Js. (Jakarta: Erlangga. 1992). hal. 48. 

11 Ibid. haJ. Si. 
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pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan 

keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di badapan notaris, 

agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris di 

dalam suatu akta otentik 

Termasuk di dalam akta partij ini adalah petjanjian hibah, 

perjanjian jual beli, wasiat, kuasa, peljanjian kredit, dan uraian­

uraian lain mengenai keterangan-keterangan dari orang-orang 

yang bertindak sebagai pihak-plhak untuk menyatakan 

kehendaknya di dalnrn akta 

2. Akta di bawah tangan 

Pasall869 KUH Perdata menyebutkan: 

"Sualu al1a yang tidak dapal diperlal-ukau sebagai al1a otentik, 
baik lcarena lidak benvenangnya alau tidak cakapnya pejahal 
umum yang bersangl;utan maupun karena cacat dalam 
bentuknya, mempunyai kekualan sebagai lulisan di bawah tangan 
hila ditandatangani oleh para pihak.' 

Dari pasal tersebut di atas dapat diketahui akta di bawah tangan 

adalah aJ...'1a yang seng~a dibuat untuk pemhuklian oleh para pihak 

tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata~mata dibuat antara 

para pihak yang berkepeotingan Akta di bawah Iangan diatur dalarn S. 

1867 Nomor 29 untuk wilayah Jawa dan Madura, sadangkan untuk 

luar wilayah Jawa dan Madura diatur dalarn Pasal 286 - Pasal 305 

RBg (Rechtsreglement Bultengewesten), dialur juga pada Pasall874-

1880 KUH Perdata. Tennasuk dalam surat di bawah tangan menurut S. 

1867 Nomor 29 adalah sural-sural daftar (register), ca!atan rumah 

1angga, dan surat-sural Jainnya yang idbuat tanpa bantuan pejabat 

Pengertian al1a oteulik dan akta di bawah tangan juga dapal ditemukan 

dalarn UUJN, yang menyebutkan: 

L Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan 

Notaris menurut bentuk dan lata cara yang ditetapkan dalarn UUJN." 

71 Indonesia (b), cp. dt .• Pasall angka 7. 
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Benruk dan lata cara yang dimaksud mengacu pada Bab VII tentang 

Akta Notaris, Pasal38- Pasa165 UUJN. 

2. Akta di bawah Iangan adalah akta yang tidak memeouhl bentuk dan 

tala cara menurut UUJN. '13 

Menurul G.H.S. Lumban Tobing, perbedaan terbesar antara akta otentik 

dan akta di bawah tangan adalah: 74 

1. Akta otentik mempWlyai tanggaJ yang pasti, sedang mengenai tanggal 

dari akia yang dibuat di bawah Iangan tidak selalu dentilcian; 

2. Grosse dan alia otentik dalmn beberapa hal mempunyai kekuatan 

eksekutorial seperti putusan hakim,. sedang akta yang dibuat di ba\\'<lh 

tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial; 

3. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih 

besar dibandingkan dengan akta otentik 

2.3.2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik 

Pembub:tian dalam hukum acara mempunyai arti yang sangal penting 

bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari para pihak 

tersebut. Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian 

kepadahakim ten tang a.danya suatu peristiwa-periS1iwa tertentu.7s Untuk dapat 

membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, rnaka diperlukan aiat bukti yang 

diakui oleh undang-undang. Menurut Pasal 164 HIR, ala!·alat yang dapat 

dijadikan sebagai alat buk"ti antara lain: 

I. Bul:ti dengan surat (mlisan); 

2. Bukti dengan saksi; 

3. Persangkaan-persangkaan; 

4. Pengakuan; 

7J ibid., Pasal16 ayat (l) hurufl, Pasal 16 B.}'Ul (7), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 52. dan Pas:a! 

14 GHS Lumban Toblos. op. cit, hal. 54. 

'i$ Sudikno Mertokusumo, Hulalm Acora Perdata lndonesfa, .Edisi kcempat, (Yogyakarta: 
Liberty, i993),hal. 2L 
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5. Sumpah 

Sehubungan dengan bahasan dalam Tesis ini dan uraian sebelurrurya, 

pembuktian dengan sural (tulisan) dapat dilakukan melalui tulisan yang 

otentik (akta otentik) alliu dengan tulisan di bawah Iangan (akta di bawah 

tangan)'' Namun berbeda dengan akta di bawah Iangan, akta otentik memilii<i 

kekuatan pembuktian yang sempurna. 11 Kekuatan pembulctian suatu akia 

otentik dibedakan menjadi: 1~ 

1. Kekuatan pembuktian lahiriah 

Akta otentik memHiki kemarnpuan dari ai1a itu sendiri untuk: 

membuktikan sendiri keabsahannya sebagai ak1a otentik (acta publica 

probant sese ipsa). Apahila suatu akta kelihatannya sebagai akta 

otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dati kata~katanya 

seba.gai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu 

terbadap setiap orang dianggap sebagai ak1a olentik, sampai dapat 

dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak oten!ik. 

Menurut Pasal 1875 KUH Perdata, kemampuan Uti tidak dapat 

diberikan oleh akta di bawah tangan, karena akta di bawah tangan baru 

berlaku sah apabila para pihak yang menandalanganinya mengakui 

kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabiJa dengan cara yang sah 

menlliUt hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang 

bersangkutan. 

2. Kekuatan pembuktian fonnal 

Dengan kakuatan pembuktian fonnal ini oleh akta otentik dibuktikan, 

behwa pejabat yang borsangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, 

sebagaimana yang tercantum da1am akta itu dan seia.Jn dari itu 

kehenanm dari apa yang diuraikan oleh pejahat dalam akta itu sebagai 

16 Ki41b Untkmg..wttkmgHubmPerdata (lhuguif.fk Wet/JQelc). op. cit.. Pasalt867. 

71 Ibid. Pasa1I8i0" 

711 GHS Lwnban Tobing, Joe. cit. 
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yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya 

itu. 

Pada akta di bawab Iangan, kekualan pembuktian ini hanya 

meliputi kenyalaan, babwa keterangan ilu diberikan, apabila Ianda 

tangan itu diakui oleh yang menandatanganinya atau dianggap sebagai 

telab diakui sadeonikian menurut hukum. 

3. Kekualan pembuktian material 

Dalam kekuatan pembuktian ini, tidak hanya kunyataan babwa adanya 

peristiwa hukum saja, akan tetapi isi dari akta itu dianggap dibuktikan 

sebagai yang benar terhadap setiap orang. Bagl notaris yang membuat 

akta tersebu~ akta itu sebagal tanda bukti pula terbadap dirinya (preuve 

preconsliluee). 

2.3.3. Pengertian Pihak Dalam Akta 

Seseorang dapat dengan beberapa cara menjadi pihak dalam suatu akta 

notaris, yak:ni:7::~ 

1. Dengan kehadiran sendiri (In persoon) 

Babwa yang berkepentingan, hadir dan bertindak untuk diri sendiri 

untuk kepenlingannya 

2. Melalui atau dengan perantaraan kuasa (fk>or gemachligde) 

Dalarn hal tertenlu pihak yang berkepentingan dapat memenuhi 

kepentingannya dengan mernberikan kuasa kepada orang lain untuk 

bertindak atas nama dan untuk pihak yang berkepentingan tersebul 

Dalarn hal deonikian, maka yang mewakilinya disebut sebagal pihak 

dalam kedudukan selaku kuasa, sedangkan pihak yang berlrepentingan 

yang diwakilinya disebu; sebagai pihak melalui atau dengan 

perantaraan kuasa 

3. Dalam jabatan atau lredudukan (in hoeabnighelcf) misalnya sebagal 

waH, k:urator atau pe1aksana wasial 

'19 lbid., hal14R. 
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Terjadi apabila seseorang menyatakan, babwa ia berrindak di dalam 

akta yang bersangkutan bukan untuk dirinya sendiri,. akan tetapi untuk 

orang lain atau badan, yakni bukan untuk membela kepentingannya 

sendiri, akan tetapi kepentingan orang lain, seperti anak-anak di bawah 

wnur. direksi dari suatu perseroan terbatas, dan sebagainya 

Telab diuraikan pada pembabasan sebelumnya bahwa akta merupakan 

dokumen, yang dapal dijadikan sebagai alai buk1i, yang menyatakan 

kebenaran suatu perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam media secara 

tertulis. Salah satu perouatan hukurn yang diuraikan dalam akta dapat berupa 

perikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. 

Dalam kaitannya dengan perikatan lersebut, untuk dapal menjadi pihak 

di dalam akta alau untuk dapat melak"llkan sualu peljanjian, sangat erat 

kaitannya dengan syamt subyektif yaitu kecakapan pibak yang bersangkutan 

untuk melakukan suatu perikatan yang akan dituangkan ke dalam suatu 

petjanjian.80 Orang-orang yang dianggap tidak cakap hukum antara Jain: 91 

J. Orang~ orang yang belum dewasa yakni mereka yang bel urn mencapai 

umur genap dua puJuh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;az dan 

2. Mereka yang ditaruh di bawab pengampuan; 

3. Perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan 

pada umunmya sernua orang kepada siapa undang-undang telab 

melarang membuat perjanjian~perjanjian tertentu. 

Namun berdasarl<an Surat Edanm Mabkamab Agung No.l/1963 

tanggal S September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi 

digolongkan sebagai yang tidal< cakap. Mereka berwenang melakukan 

perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya 

1!ll Kltob Undrmg"'IJJ'fdong Hukum Pe~Yhta (B~rliik Werboek). ()J'- cit,, Pasal 1320. 

fl Ibid., PasaJ t no. 
10 !bid., Pasa1330. 
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Dalam kaltannya dengan akta, perlu diperhatikan hubungan antara pihak 

di dalam aida dengan penghadap di dalarn alia Menurut GHS Lumban 

Tobing, perkataan '(penghadap" harus diartikan da1am arti biasa, yakni orang 

yang da!ang menghadap kepada notaris'' ladi tidak termasuk di dalam 

pengertian tersebut bagi mereka yang diwakili di dalam alia, baik diwalkili 

secara lisan maupun secara tertulis, ataupun dalam kedudukan at au jab alan. 

Dengan demiklan, penghadap di dalam aida sudah tentu merupakan 

pihak di dabun akta yang bersangkutan. Narnun seseorang yang menjadi pihak 

di dalam aida belum tentu merupakan penghadap di dabun alia, karena jika 

kedudukan pihak tersebut diwakili oleh seorang l"UaSa, maka pihak tersebut 

tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang menghadap notaris. 

Berdasarkan Pasal 39 UUJN, untuk menjadi penghadap di dalam akta 

harus rnemenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Paling sedikit berurnur 18 (delapan betas) tahun atau telah menikah; 

dan 

2. Cakap melakukan perbuatan huk"Um 

2.3.4. Pengertian Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta 

Pasa154 UUJN menyebutkrut 

"Notaris hanya dapat memberikan, mempertihatkan, atru 
memharitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, 
kepeda orang, l:!lll!l. f2W<eJI<nll!!gan langsung pada alaa, ahli waris, atru 
orang yang memperolab hak, kewali ditantukan lain olah peraturan 
perundanguudangan." 

llerdasarkan ketentuan Pasal 54 UUJN tersebut, hanya orang yang 

berkapentingan langsung peda akta, yang dapat memperoleh salinan akta 

Dengan deudkian dapat dipahami dengan jelas babwa undang-undang tidak 

memperkenankan sernua orang untuk dapat me!ibat atau mengatahui isi akta­

aida yang dibuat oleh notaris. Hal ini sejalan dengan maksud rabasia jabatan 

soorang notaris yang wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai alia yang 

113 GHS Lumban Tobing. ap. cil., hal. 176. 

Universitas tndonesta 

Interpretasi Orang..., Rhea Damara, FH UI, 2009



48 

dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 

dengan sumpahljanjijabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang~undang. M 

Namun terdapat perkecualian agar pihak ketiga dapat memperoleh isi 

akta, grosse akta, salinan ak"ta alau kutipan akta, yaitu dalam hal untuk 

kepentingan proses peradilan. Untuk kepentingan proses peradilan, pen)>idik, 

penuntut umum. atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah 

berwenang untuk:!) 

l. Mengambil fotokopi minuta alia dan atau surat-surat yang diiekatkan 

pada minuta alia atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; 

2. Memanggil notaris untuk hadir dalam petr'leriksaan yang berkaitan 

dengan akta yang dibuatnya atau prolokoi notaris yang berada dalam 

penyimpanan notaris. 

PerkecuaJian yang Jain dapat ditemukan dalam Pasal 848 Her.1Jene 

Indon~isch Reglement (HIR) yang menyebutkan: 

"Barangsiapa selama dalam suatu proses: hendak memperoleh tunman 
atau kutipan sesuatu akta, di mana ia tidak pemah merupakan pihak, 
harus mengajukan tunlutannya agar diberikan dengan paksa dengan 
suatu al'1a pengacara kepada pengacara,. 

Dengan demikian. hanya dengan pendapat dari hakim, seseorang yang 

bukan pihak da1am a.k1a dapa1 mempunyai kepentingan pada akta itu. orang 

yang bersangkutan dapat mengajukan tuntulan untuk memberikan kepadanya 

salinan dari aL."'ta itu secara paksa,. sebagaimana diatur dalam Pasa1 848 HlR 86 

Sehubungan dengan orang yang berkepentingan !angsung pada akta, 

salah satu peraturan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 54 UUJN 

adalah Pasal 848 HIR Jadi, orang-orang yang bukan pihak dalam ak1a 

maupun pihak yang tidak rnemiliki kepentingan langsung 1erhadap akta dapat 

memperoleh grosse, l"lltipan danlatau salinan ak1a hanya dengan cara }'ang 

diatur dalam Pasal 848 HIR. 

tt Indonesia (b), op. cit., Pasal16 ayttl (1) huruf e juncto Pnsal4 aynt (2). 

" Ibid, hW 66. 

u GHS l.umban tobing. op. cU., hal. 264. 
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Mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan 

langsung pada alia, dikenal beberapa pendapat yaitu antara lain:87 

l. Menu rut Hoge Raad dalam arrestnya tgl20 Juni 1913 (W.P.N.R. 2278, 

N.J. 1913) menyebutknn bahwa orang yang berkepentingan langsung 

pada akta adalah hokan mereka yang mempunyai kepentingan pada 

akta, akan tetapi mereka yang mempm1yai hak alas akta, artinya yang 

mempunyai hubungan hnkam dengan akta, yang bersumber dari 

penugasan yang diberikan kepada notaris untuk membual akta ilu 

(pandangan sempit); 

2. Menurut Libourei, orang yang berkepentingan langsung pada akta. 

tidak terletak pada jawaban alas pertanyaan siapa yang berhak atas 

a>:ta, akan tetapi dalam jawaban alas pertanyaan siapa yang 

mempunyai kepentingan, yaknl kepentingan langsWlg pada akta 

(pendapat luas). 

3. Menurut Eggens~ orang yang berkepentingan 13rlgsung pada akta 

adalah mereka bagi siapa isi akta itu diperuntukkan. mereka yang 

menjadi pihak pada isi ab.1:a,. sekalipun rnereka tidak ikut sebagai 

penghadap dalam akta yanng bersangkutan Dengan demikian bukan 

pihak-pihak dalam akta, akan tetapi pihak-pihak pada akta 

Untuk dapat memahami siapa saja yang dimaksud dengan orang yang 

berkepentingan langsung pada alda, ada baiknya melihat rumusan pasal-pasal 

lain dalam UUJN mengenai dallar akta, daftar klapper, dan rabasia jabatan 

notaris. 

Salah satu pasal rersebut adatab Pasal58 ayat (2) UUJN mengenai dallar 

akta (dahulu disebut sebagai repertorium) yang dibuat oleh notaris: 

"Dolam dallar akta, Notaris setiap hari mencatat sernna akta yang dibual 
oleh atau di hadepannya, baik dalam bentulr minum akta maup!Dl 
originai~ tanpa sela-sela kosong, masing-rnasing dalam ruang yang 
ditutup dengan garis-garis tinta., dengan mencantumkan nomor uni~ 
nomor bulanan, tanggal. sifat aL1a, dan nama semua orang ,mng 
bertindak baikuntukdirinva send;rt maupun sebagai kuasa orang lain," 

lf1 !bid., hal263. 
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Kemudian Pasal 59 ayat (2) UUJN mengenai dafulr klapper sebagai 

kutipsn dari dafulr ak!a, berbunyj: 

"Daftar kJapper memuet nama ~,emua orong mng menghadap dengan 
menyebutkan. di be!akang tiap-tiap ll!Ul1a, sifa~ dan nomor akta, atau 
sural yang dicalat dalam dafulr akta dan dafulr sural di bawab tangan" 

Pengadaan daftar akta dan daftar klapper untuk akta-akta yang dibuat di 

badapan notaris sangat per!u, selain untuk memberikan keyakinan tentang 

adanya akta itu dan tanggal akta itu sendiri. juga untuk memudahkan 

pencarian akta. Nama-nama yang horus dan dapat dimasukkan dalam daftar· 

daftar tersebut adalah nama dari semua orang yang bertindak sebagai yang 

berkapenticgan dalam akta yang dibual oleb notaris itu, baik yang bertindak 

untuk diri sendiri maupun dengan perantaraan seorang kuasa alaupun 

mewak.ili orang lain 81 Sehingga orang~orang di luar pihak: yang 

berkep<ntingan dalarn ak!a, seperti sakti-saksi pengenal, pente~emah, atau 

orang lain yang ikut menghadap sebagai saksi pada pembuatan akta (makelar 

atau pengacara) tidak perlu dicantumkan di dalam daftar akta atau dafulr 

klapper. 

Apabila notaris memasukkan nama-nama orang yang tidak 

berkepentingan tersebut ke dalam dafulr akta dan selanjutnya dalam dafulr 

klapper, maka semua orang yang ditulis narn.anya tersebut dapat memperoleh 

isi akt~ grosse akta, salinan akta atau kutipan akta Hal ini bertentangan 

dengan rahasia jabatan notaris di mana notarls wajib merahasiakan segala 

sesuatu mengenai akta yang dibualnya dan segala keterangan yang dipero!eh 

guna pembuatan akta ""'uai dengan sumpahljanji jabatan, kecuali ditentukan 

lain oleh undang-undang. 39 

Tim Kesatuan Sikap dan Pemebaman Dalam Pelaksanaan Undang­

Undang Jabatan Notaris (berdasarkan SK PP-INI No.: 333/SK/U/2005, 15 

Februari 2005) - te!ab membuat kcsepaktatan bersama pada tanggal 30 Juni 

&II Ibid., bal292.. 

$1ndooesia (b), op. cit., Pasali5 ayat (1) buruf c. 
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2005 mengenaJ siapa yang dapat disebut sebagal orang yang berkepentingan 

langsung pada alcta, yaitu:96 

1. Untuk diri sendiri yaitu yang langsWlg menandatangani dan menjadi 

pihak dalam ak1a alau yang mernperoleh hak atau penggantinya; 

2. Untuk pihak yang diwakili dalam al1a baik berupa badan maupun 

orang; 

3. Penerima kuasa yang menandatangani akta dan dalam kuasanya 

disebut boleh mengambil sa1inan akta; 

4. Pihak yang rnerointa dibuatkan akta, khususnya untuk akta relaas. 

Menurut G.HS. Lwnban Tobin~ yang dimaksud dengan orang yang 

langsung berkepentingan pada akta sebaiknya selalu dikembalikan kepada 

pengertian "pihak" (porti]). yakni mereka yang menugaskan kepada notaris 

untuk membuatkan ala! bukii notari!. Perkalaan pihak dalam hal ini harus 

diartikan sebagai "pihak dalam al.ia" dan bukan sebagai "pihak pada akta". 91 

2.4. lnterpretasi Tentang Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta 

Dalam Kasus Beckett Pte. Ltd. vs. Notaris llmiawan D. S.., SH. 

2.4~1. Kasus Posisi 

Kasus ini bermula dari PT Asminco yang memperoleh fasilitas bedit 

dari Deutsche Bank berdasarkan Bridge Facility Agreement ("BFA"). 

Sehubungan dengan fasilitas kredil yang didapatkan oleh PT Asminoo, 

Deutsche Bank mendapat jaminan gadai berupa:" 

1. 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro; 

2. 40% saham milik PT Asminoo dalam PT IBT; 

3. 99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asminco; dan 

4. 74,2% seham milik Beckett Pte. Lid. dalam PT Swehara 

90 Putusan Majelis Pet~gaw3S Pusat, op. cit., hal 21. 

91 GHS Lumban Toblng. op. cit., haL 268. 

91 Supra ht11t 5. 
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Pada saat jatuh tempo PT Asrninco tidak dapat meiUllliSi hutangnya 

sehinggn dinyatakan tidak mampu membayar. Pihak Deutsche Bank kemudian 

me1aksanakan eksekusi gadai atas saham-saham tersebut, terrnasuk saham 

rnilik Beckett Pte. Ltd., melalui jual beli di bawah tangan. Pelaksanaan 

eksekusi gndai saham tersahut kemudian dituangkan dalam akta-akta yang 

dibuat oleh dan di hadapan Notaris flmiawan D. S., SH. yaitu dalam A~ia 

Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham Seiring 

dengan gugalan Beckett Pte. Ltd. terhadap Deutsche Baak di PN Jakarta 

Selatan alas keberatannya ternadap prosedur ekaebtsi gadai yang dilakukan 

Deutsche Bank terl1adap saham-sahamnya dan saham-saham perusahaan 

afiliasinya,. Beckett Pte. Ltd. membutuhkan salinan akta dari Akta Berila 

Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham tersebut untuk 

diajukan sebagai bukti di dalarn persidangan 93 

Berikut ini adalah riugkasan singkat mengenai Kasus Beckert Pte. Ud. 

dengan Notaris Jlmiawan D. S., SH. berdasarkan krono1ogi waktu: 94 

I. Tanggnl24 Oktober !997 

Dibuat dan ditandatanganinya BFA antara PT Asrninco (debitur) 

dengan Deutsche Baak (kreditur) untuk fasilitas !credit sebesar US$ 

100 juta 

2. Bu1an November dan Desember I 997 

Sebagai jarninan alas fasilitas pinjarnan dari Deutsche Bank tersebut, 

dibuatlah akta-aktaShare Pledge Agreement (Peljanjian Gadai Sebam) 

dimana saham-sahem yang dijaminkan adalah: 

a 40% sabarn rnilik PT Asrninco dalam PT Adaro; 

b. 40% saham rnilik PT Asrninco dalam PT !BT; 

c. 99,95% saham rnilikPT Swabaradalam PT Asrninco; dan 

srJ Putusan Majelis Pengawas Wilaysh Nolaris DKJ Jaknrt.a, lac. ciL. 

~ "Oadai Saham Kemlmli Mcnuai Sengketa"", loc. cit.; "Bctbekal Kesepaka!.a.n, Ek.'Wll.'llSi 
Bisa diJ.alru.kan Tertutup, Ek.sekusi Oadai Sabam"', loc. cil.~ "Pengadilan Singapura Tolak Gugatan 
B«kett", 41ttc:/Jwww hukunK'!<Iine.e<."nt!Jele.H.;n.Jfid-I 7662&6'!"'Be!ila>. 24 SeptembQr 2007~ 
''Pembeli Saham Beritikad 'Bait Harus Dilindungi", 
~l"\n\·.l!ulnm\l\ID!inecomfdctail,l+'>J:''id=l2666&.gl=Bcril!:f>. 16 April 2005: "Upaya Hukum 
Terltadap Ptnetapan Pengadilan Negeri Jadi Pt:rdebatan", 
<h!91://w\\\V httk\lllWillirte.c<:~mAletail.u::p'!jd"" j 2438&ci""Hcri.ta>, l $ Mnrcl. 2005. 
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d. 74,2% saharn milik Beckett Pte. Ltd. dalam PT Swabara 

Dalam Share Pledge Agreement itu disepakati, jika terjadi kelalaian 

dari PT Asminco, Deutsche Bank tanpa memperoleh keputusan 

pengadilan manapwt, boleh menjual semua atau sebagian dari agunan 

yang digadaikan dalam lelang (penjualan umum) atau (sejauh 

diperbolehkan undang-undang) secara tertutup alias di bawah tangan. 

3. Tanggal 7 November 1997 

PT Asminco mendapa1kan pencairan pertama atas fasilitas kredit yang 

diberikan oleh Deutsche Bank. 

4. Tanggal 7 Agustus 1998 

Adalah tanggaJ jatuh tempo, sebagaimana ditentukan dalam BFA, yang 

dihitung sejak 9 bulan setelah tanggal pencairan pertama fasilitas 

kredit dari Deutsche Bank. 

PT Asminco belum dapat membayar lunas hutang-utangnya 

sehingga oleh Deutsche Bank, PT Asminco dinyatakan gaga! bayar 

setelah jatuh tempo. Atas pemyataan Deutsche Bank tersebut, PT 

Asminco meminta dilakukannya penjadwaJan pembayaran hutang 

hingga tiga tahun berturut-turul 

5. Awal bulan Desember 2001 

Setelah melalui dua kali perundingan, yakni pada tanggal 30 Mei 2000 

dan 26 Desember 2000, guna memberikan kesempatan bagi Asminco 

untuk mengupayakan pengembalian hutangnya sampai dengan tangga1 

29 Juni 2001, Deutsche Bank menyatakan menolak memberikan 

penjadwalan pembayaran hutang kepada PT Asminco. 

6. Tanggal 6 Desember 2001 

Deutsche Bank mengajukan penetapan eksekusi gadai saham ke 

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan 

7. Tanggal11 Desember 2001 

PN Jakarta Selatan mengeluarkan 12 penetapan eksel-usi gadai saham, 

bahwa Deutsche Bank dapat melaksanakan eksel .. :usi gadai saham 

dengan melakukan penjua1an di bawah tangan, dengan alasan 

permohonan itu sudah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata. 
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8, Tanggall5 Februari 2002 

Setelah mengantongi 12 penetapan PN Jakarta Sela!an, Deutsche Bank 

dan para pembeli saham-saham yang dieksekusi ke hadapan Notaris 

Jlmiawan D, S,, SH. untuk dibuatkan Aida Berita Acara Eksekusi 

Gadai Saham dan Aida Jual Beli Saham yaitu sebagal beri~'llt: 

a Temadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro yang 

dijual kepada PT Dianlia, dibuat: 

i. Akta Nomor 17 tanggal 15 Februari 2002; dan 

ii. M1a Nomor 18 tanggal15 Februari 2002 

b. Terhadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT IBT yang 

dijual kepada PT Dianlia, dibuat: 

i. Aida Nomor 19 tanggall5 Februari 2002; dan 

ii, Akta Nomor 20 tanggal15 Februari 2002 

c. Terhadap 74,2% saham milik Beckett Pte. Ltd, dalam PT 

Swabara yang dijua.l kepada PT Mulhendi. dibuat 

i. Akta Nomor 21 tanggal 15 Februari 2002; dan 

ir. Akta Nomor 22 tanggal 15 Februari 2002 

d. Terhadap 99,95% saham mllik PT Swabara dalam PT Asminco 

yang dij ual kepada PT Akabiliru, dibuat: 

i. Akta Nom or 23 tanggal i 5 F ebruari 2002; dan 

ii. Akta Nomor 24 tanggal15 Februari 2002 

9. Tanggall9 Februari 2002 

PN Jakarta Sela!an mengabulkan permohonan Deutsche Bank yang 

menyalakan salt eksekusi gadai saham pada tanggal 15 Ferbuari 2002. 

Alasannya adalah eksekusi gaai saham telah dilakukan sesuai dengan 

peraluran penmdang-undengan yang berlaku dan para pembeli sebagai 

pemegang saham yang salt dan dengan demikian berhak dan 

berwenang melakukan tind.akan dan menikmati segala hak sebagai 

pemegang saham. 

I 0. Tanggal 7 Mei 2003 dan 22 Mei 2003 

Sehubungan dengan saham-sahenmya, Beckett Pte. Ltd. melayangkan 

surat .kepada Notaris llmiawan D. S., SH. meminta salinan resmi atas 
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Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham 

untuk dijadikan bukti di dalam persidangan di PN Jakarta Selatan 

Beckett Pte. Lld. memang sudah memilik.i fotokopi Akta Berita 

Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yang 

dimaksud. Mengenai dokwnen-dokumen fotokopi sebagai alat bukti 

sudah lumrah diajukan dalarn persidangan. Namun agar fotokopi 

tersebut sah sebagai akta otentik sehingga memiliki kekuatan 

pembu1.1..ian yang sempuma maka harus dapat diperlihatkan salinan 

aslinya Demikian penegasan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609 

KJPdt/1985 yang menyatakan bukti fotokopi yang tidak pemah 

diajukan atau tidak pemah ada surat aslinya, harus dikesampingkan 

sebagai surat bukti. Penegasan ini menunjuk pada ketentuan Pasal 

1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian 

suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta asli itu ada, 

maka salinan-salinan sena ikhtisar-ikstisar itu sesuai dengan aslinya 

yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya. 95 

11. Tanggal 22 Mei 2003 

Notaris Ilmiawan D. S., SH menyatakan menolak memberikan salinan 

Akta Berita Acara Eksekusi Gada.i Saham dan Alia Jual Beli Saham 

dimaksud dengan alasan bahwa: 

a Deutsche Bank, PT Dianlia, PT Akabiliru, dan PT Mulhendi, 

selaku orang-orang yang berkepentingan langsung pada alia 

tersebut di atas tidak mengizinkannya untuk memberikan salinan 

Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Ak'1a Jual Beli 

Saham tersebut~ dan 

b. Beckett Pte. LTd bukan orang yang berkepentingan langsung 

pada akta sehingga salinan akta hanya dapat diberikan kepada 

orang-orang yang berkepentingan langsWlg pada alia 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris. 

12. Tanggal25 September 2003 

93 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdnta Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuklian tkJn Putusan Pengadilan, (Jokarta: Sinar Graflka, 2005), hal. 588-589. 
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Notaris Umiawan D. S., SH pada tanggal 25 September 2003 meminta 

petunjuk dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ("PN Jakarta Barat") 

mengenai tindakannya yang teJah menolak mernberikan saiinan alia 

Akia Barita Aoora Eksekusi Gadai Saham dan Alia Jual Beli Saham 

kepada Beckett Pte. Ltd. 

13. Tanggall6 Oktober 2003 

Melalui surat Nomoc W7.Db.Hk04.10.4!19/2003, PN Jakarta Barat 

menyatakan tmdakan penolakan memberikan salinan a\...ia dari Akta 

Berita Acara Eksekusi Gadai Saharn dan Akla Jual Beli Saham yang 

dilakukan oleh Notaris Ihniawan D. S., SH adalah se.suai dengan 

ketentuan Pemluran Jabalan Nouuls Pasal 40 s:erta tidak melanggar 

kaidah dan norma etika profesi notaris. 

14. Tanggal4 Maret2005 

Satu dan lain ha1 sehubungan dengan masih dibutuhkannya salinan 

akta Akia Berita Aoara Eksekusi Gadai Saharn dan Akia Jual Bd i, 

Beckett Pte. Ltd. kembali mengirimkan surat unluk kedua kalinya 

kepada Notaris Ilmiawan D. S., SH. berisi pemberitahuan dan 

peringatan balm·a 1indakan Notaris Ilmiawan D. S.7 SH.. adatah 

tindekan yang menghalang,halangi dan atau menunjukan keberpihakao 

dan atau bekeJjasama dengan pihak~pihak yang disebut-sebut sebagai 

orang-orang yang berkepentingan langsung pada akta sehingga dapat 

diancam sebagai tindekan yang melanggar UUJN dan Kode Etik 

Notaris. Menurut Beckett Pte. Ltd., ia adalah pihak yang paling 

berkepentingan dalam cksekusi gadai saham rniliknya oleh karena itu 

ia berhak atas salinan akta dari Akta Berita Acara Eksekusi Gadai 

Saham dan Akta Jual Beli Saham, 

15, Tanggal7 Maret 2005 

Notaris llmiawan D. S., SH, membalas surat Beckett Pte. Ltd. tersebul 

dengan tetap menolak memberikan saJirum Akta Berita Acara Eksekusi 

(':radai Saham dan Akta Jual Bell Saham yang diminta oleh Beckett Pie. 

Ltd, dengan alasan yaog sama, yekni Beckett Pte. Ltd. bukan 

merupakan orang yang berkepentingan langsuog pada alia 
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Notaris Ihniawan D. S., SH. juga memperkuat alasannya dengan 

melampirkan fotokupi sural PN Jakarta Barat Nomor: 

W7.Db.Hk.04.!0.4!19/2003 tanggall6 Oktober 2003. 

16. Tanggal I o Maret 2005 

Beckottl'te. Ltd. melaporkan Notaris Ilmiawan D. S., SH. ke Majelis 

Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta ("MPW DKI Jakarta') untuk 

memohon pemeriksaan terhadap dan menyatakan Notaris llmiawan D. 

S., SH.: 

a Melanggar Peraturan Jahatan Notaris (S. 1860:3) khususnya 

terbadap Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana dirnaksud dalam 

Pasal 17 dengan tidak menjalankan jabatan secarajujur. seksama, 

mandiri dan tidak berpihak dan Pasal 40 dengan tindakan 

menolak memberikan Akla kepada pihak yang berkepentingan 

(Beckett Pte. Ltd.), atau dengan setelah berlakunya Undang­

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 

melanggar Pasal4, Pasall6 huruf(a), dan Pasal54; 

b. Melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 

mengenai Kewajiban yang harus dilaksanakan Noiaris dan Pasal 

4 mengenai Larangan bagi Notaris, 

17. Tanggal22 Maret 2006 

Atas laporan Beckett Pte. Ltd. kupada MPW DKI Jakarta, berdasarkan 

Putusan Nomor: 0 1/LM/11112006, MPW DKI Jakarta menyatakan 

Beckett merupakan pihak dalam akta atau pihak yang berkepentingan 

langsung dalaro Akta Nomor 21 tanggal 15 Februari 2002 dan Ak1a 

Nomor 22 langgal 15 Februari 2002 yang keduanya memuat saham­

saham Beckett Pte. Ltd.. Sedangkan terhadap akta-akta lain yang 

mernuat saham-saham anak perusahannya, Beckett bukan pihak dalam 

alda, sehingga tidak mendapat saJinan akta dari: 

a. AktaNomor 17tanggall5 Februari 2002; 

b. Akta Nomor 18 tanggall5 Februari2002; 

c. Akta Nomor 19 tanggal 15 Februari 2002; 

d. Akta Nomor 20 tanggall5 Februari 2002; 
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e. AktaNomor23tanggal15 Februari2002; 

( Aida Nomor 24 tanggall5 Februari 2002; 

18. Tanggal9 Agustus 2006 

58 

Keberatan dengan basil putusan MPW DKI Jakarta, Notaris Jtmiawan 

D. S., SH. mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat Notaris 

("MPP'~ yang tereatat dalam register Nomor: 

M.OJ.Bandin!ifVIIJ/2006. 

19. TanggallO November 2906 

Berdasarkan Putusan Nomor: 01/B/Mj.PPN/2006, MPP membatalkan 

Putusan MPW DKI Jakarta tanggal 22 Maret 2006 Nomor: 

Olii..Millll2006 dan menyatakan sependapat dengan sural PN Jakarta 

Barat Nomor: W7.Db.Hk.04.10.4ll9/2003, tanggall6 Oktober 2003. 

Dengan dernikian MPP berpendapat bahwa tindakan penolakan 

membarikan salinan akta yang dilakukan olak Nolaris llmiawan D. S., 

SH. ada1ah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris 

serta tidak me1anggar ka.idah dan norma etika profesi nol.aJis, 

Ketentuan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris ini sama dengan Pasal 

54 UUJN dimana UUJN merupakan pcraturan yang berlaku saat ini, 

mengganlikan Peraturan Jabatan Notaris. 

2.4.2.. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dan Putusan Majelis 

Pengawas Notaris 

2.4.2.1. Suntl Pengadilan Negeri Jakarta llaFal 

Dalatn sural Nom<>r W7.Db.Hk04.10.41l9/2003 tertanggal 16 

Oktober 2003 yang ditujukan kepada Notaris Ilmiawan D. S., SH., 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan: 

Maljawab sural Saudara tertangga! 25 September 2003, perillal 

sebagaimana tersebul pada pokok sura~ bersama ini kami jelaskan bahwa 

tindakan Slllldara dengan tidak memberikan akt>-akta yang dimaksud. 

1clah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia Pasal 40. serta 

tidak melaaggar kaidak dan norma etika profesi Nolaris. 
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2.4.2.2. Pulusan Majelis Pengawas Wila,W Notaris DKI Jakarta 

Terhadap laporan Beckett Pte. Ltd. atas tindakan Nolllris llrniawan 

Dekrit Supatmo, SH., dalam Putusan Nomor: OIILM/111/2006, tertanggal 

22 Maret 1006, Majelis Pengawas Wilayah Nolllris Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta memutuskan: 

I. MEnyatakan Beckett P!e. Ltd. merupakan pihak dalam aktalpihak 

yang berkepentingan langsung dalam Alcta Nomor 21, 1anggal 15 

Februari 2002 dan M~a Nomor 22, langgal 15 Februari 2002 yang 

kedua akta tersebut dibuat di hadapanloleh llimiawan Dekrit 

Supatmo, SH. Sedang lerhadap al1a-akta yang lain sebagai berikut: 

a. Mia Nomor 17, langgal 15 Februari 2002; 

b. Ak1a Nomor 18, 1anggall5 Februari 2002; 

c. AlctaNomor 19, langgall5 Februari 2002; 

d. Akta Nomor 20, 1anggal15 Februari 2002; 

e. Akla Nomor 23, 1anggal!5 Febmari 2002; dan 

r. Akta Nomor 24, langgal 15 Februari 2002, 

Beckett Pte. Lid. bukan pihak dalam akta 

2. Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH dapat mengeluarkan Salinan Akta 

Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Ak1a Jual Beli Saharn 

tersebut kepad.a Beckett Pte. Lid. yaitu Akta Nomor 21, tanggall5 

Februari 2002 dan Mia Nomor 22, langgal 15 Februari 2002 yang 

kedua ak1a ternebut dibuat olehldihadapan llmiawan Dekrit 

Supatmo, SH. sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jahatan Nolllris. 

2.4.2.3. Putusan Majelis Peogawas Pusat Notaris 

Tedladap permolmnan banding Nolllris llmiawan Dekrit Supalrtii>, 

SH. atas puousao Maje1is Pengav.11S Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 

O!ILMIIII/2006, tettanggal 10 November 2006, d.alam Putusan Nomor: 

01/B/Mj.PPN/2006, M!!ielis Pengawas Pusat Notaris memutuskan: 

L Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk memeriksa permohonan 

dari Pembandingfrer1upor dan Pembanding/Pelapor; 
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2, Menyatakan permobonan banding dari Pembanding/Terlapor dan 

PembandinWJ>elapor dapat diterima; 

3. Menyatakan Majelis Pengawas Notaris tidak henvenang Wltuk 

menfsirkan 'pihak yang berkepentingan' dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 

4. Membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI 

Jakarta tanggal 22 Maret 2006 Nomor: Ol/LMIIIU2006 dan 

seianjutnya memutuskan sendiri 

Pernbanding/Terlapor dan PemhendinWJ>elapor; 

permohonan 

5. Majelis Pemeriksa Pusat Notaris sependapat dengan surat 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nornor: 

W7.DbJik04.10.411912ll03, tanggat 16 Oktober 2003, sebagai 

lembaga yang berwenang untuk melak-ukan pengawasan terhadap 

Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jahatan Notaris. 

2.4.3,. AnaJisis 

Pasal 54 UUJN yang menyebutkan notaris hanya dapat rnemberikan, 

rnemperliharkan, alau memberitahukan isi akta. grosse akta, salinan al..1a atau 

kutipan alia, kepada orang yang berkepentingan langsWJg pa:da akta,. ahli 

waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan Jain oleh 

peraluran perundangw>dangan Pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu 

yang dapat diberikan, diperlihalkan, atau diheri!ahukan isi akta, grosse akta, 

salinan akta atau kutipan akta, menunjukkan bahwa undang-undang tidak 

memperkenankan semua orang Wltuk dapat melihat atau mengetahui isi akta­

akta yang dibual olah notaris. 

Untuk dapat mernahami dengan bail< siapa yang dapal disebut sebagai 

orang yang berkepentingan langsung pad a akta dalam kasus Beckett Pte. Ltd. 

dengan Notaris llmiawan D. S., SH. ini harus dilihat dari transaksi hutang 

piutang dengan jaminan gadai saham antara PT Asmiru:o dengan Deutsche 

Bank Saham-sahaln yang digadaikan sebagai jaminan pelunasan hutang PT 

Asminco antara lain: 
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L 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro; 

2. 40% saham milik PT Asminco dalam PT IBT; 

3. 99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asrninco; dan 

4. 74,2% saham milik Beckett Pte. Ltd. dalam PT Swabara 

Pengertian gadai dapat ditemukan dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang 

berbunyi sebagai berikut: 

"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu 
benda bergerak, yang diserahkan keeadanva oleh seorang berutang atau 
seorang lain alas namanya, dan yang numberikan kekuasaan keoado. si 
berpiutang itu untuk mengambil pe/unasan dari benda lersebut secara 
didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnva; dengan 
kekecualian biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah 
dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah benda itu digadaikan. 
biaya-biaya mana hams didahulukan". 

Dari rumusan pasal tersebut di alas, dapat diketahui bahwa dalam gadai. 

pemberian jaminan gadai saham harus dilakukan oleh pihak yang berv.:enang 

untuk melakukannya. Dalarn hal in.i, Beckett Pte. Ltd. selaku pemilik saham 

dalam PT Swabara, memiliki kebebasan dan J...-uasa (atau dengan kata lain 

berwenang) untuk menjaminkan sahamnya dengan gadai secara sukarela 

kepada Deutsche Bank untuk pelunasan hutang PT Asminco. 

Gadai adalah sah apabila benda gadainya diletakkan di bawah 

penguasaan kreditur (pemegang gadai).96 Dengan demikian, saham milik 

Beckett Pte. Ltd. harus diserahkan ke dalam kekuasaan Deutsche Bank agar 

gadai sahamnya salt Ak.ibat diserahkannya saham yang menjadi benda 

jaminan kepada Deutsche Bank. maka terjadi penguasaan alas saham yang 

digadaikan. Dengan kata lain, Deutsche Bank memiliki hak kebendaan yang 

absolut atas saham-saham itu, yaitu suatu kedudukan berkuasa alas saham­

saham untuk mengambil pelunasan piutangnya. Hak menguasai ini timbul dari 

adanya pengalihan secara fisik dan yuridis saham milik Beckett Pte. Ltd. yang 

digadaikan tersebut. Namun penguasaan benda gadai oleh Deutsche Bank 

tidak menyebabkan benda gadai itu beralih atau menjadi milik Deutsche Bank, 

96 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op. cit., PosaJ. 1152. 
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sehingga Deutsche Bank tidak dapat memakai, menikmati apalagi memitiki 

saham~saham tersebut 

Timbulnya hak Deutsche Bank untuk melakukan eksekusi untuk 

mengambii pelunasan piulangnya adalah pada saat PT Asminco cidera janji 

melaksanakan kewajibannya dalam tenggang wahiu yang ditentukan dalam 

BFA, setelah adanya peringatan untuk membayar'' Faktanya hingga tanggal 

jatuh tempo, yakni tanggal 7 Agustus 199&. dan setelah diberi peringatan 

untuk rnembayar, PT Asminco belum dapat membayar lunas -hutangnya. 

Deutsche Bank kemudian menyatakan PT Asminro dalam keadaan gaga! 

bayar pada tabun 200 I, 

Dengan telah lalainya PT Asminco membayar hulangnya, DeuLscbe 

Bank memitiki kewenangan dan kuasa untuk melakukan eksekusi atas saham­

saham yang digadaikan kepadanya sebagai peiunasan hutang PT Asminco. 

Termasuk yang menjadi objek eksekusi gadai saham tersebut adalah saham­

saham milik Beckett Pte. Ltd. Meslcipun Deutsche Bank bukan pemilik saham 

selayaknya Beckett Pte. Ltd .• namun dengan adanya peija:njian gadai saharn, 

kedudukan tersebut lidak menghaJangi Deutsche Bank untuk dapat menjuai 

benda gadai (saham~saham) yang telah memiliki k-uasa alas saham-saham 

tersebut Bahwa hal menjadi tidak berkuasanya Becken Pte. Lld., untuk 

bertindak bebas dengan barang gadainya, tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepada Deutsche Bank yang teJah menerima barang tersebut dalam gadai. 98 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mesk:ipun Deutsche Bank 

bukan pemilik saham, dengan adanya pcqanjian gadai saharn. Deutsche Bank 

dapat menjual saham-saham tersebut seakan-akan saharn-saham yang 

digadaikan itu adalah rnJIHmya sendiri. Bahwa hal menjadi tidak berkuasanya. 

Beckett Pte. Ltd,, untuk bertindak bebas dengan saharunya, tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada Deutsche Bank yang telah menerima saharn­

saham tersebut dalam gadai.~ 

!nlbid., Pasnl1155. 

98 Ibid., Pasal1152 ayal (4). 

9'1 Ibid, Pascl I !52 ayal (4). 

Universitas Indonesia 

Interpretasi Orang..., Rhea Damara, FH UI, 2009



OJ 

Pelaksanann eksekuSI gadai sabam yang dilakukan oleh Deutsche Bank 

tersebur. kemudian dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Eksekusi Gadai 

Saham dan Akla Jual Bel! Saham yang dtbuat oleh dan di hadapan Notaris 

llmiawan D" S", SH", yaitu: 

L Terhadap 40";1, saham milik PT Asminoo dalam PT Adaro yang dijual 

kepada PT Dianlia dibuat: 

a Akla Nomor 17tanggall5 Februari 2002; dan 

b" Al1a Nomor 18tanggall5 Februari 2002" 

2, Terhadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT IST yang dijual 

kepada PT Dianlia, dibuat: 

a< Ak1a Nomor 19 tanggal 15 Februari 2002; dan 

b, Ak1a Nomor 20 tanggal 15 Februari 2002 

3, Terbadap 74,2% saham milik PT Beckett dalam PT Swabara _yang 

dijual kepada PT Mulhendi, dibuat: 

a Akta Nomor 21 tanggall5 Februari 2002; dan 

b" Akla Nomor 22 tanggal15 Februari 2002 

4, Terhadap 99,95% saham rnilik PT Swabara dalam PT Asminco yang 

dijual kepada PT Akabiliru, dibuat: 

a. Akta Nomor23 tanggal15 Februari 2002; dan 

b. Akta Nomor 24tanggal15 Februari 2002, 

Salinan ak1a dari Akta Berita Acara Eks.ekusi Gadai Saharn dan Al.:ta 

Jual Seli Sabam tersebut di ataslah yang diperlukan Beckett P!e< Ltd, uotuk 

dijadikan sebagai alat bukti persidangan di PN Jakarta Selatan,, yakni dalarn 

perkara gugatan terhadap Deutsche Sank 

Seperti telah disebutkan sebelumnya. pengaturan mengenai salinan al1a 

dalam Pasal 54 mengandung pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu yang 

dapat diberikan, diperlibatkan, atau diberitahukan salinan akta Hal ini 

menunjukkan bahwa undang-undang lidak memperkenankan semua orang 

untuk dapat melihat atau mengetahui isi akta~akta yang dibual oleh notaris. 

Dengan kata lain, pembatasan ini berkaitan end dengan rahasia jabatan 

soorang notaris yang wajib merahasiakan segala sesuatu mengenal akta yang 
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dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai 

dengan sumpahljanji jabatarutya 100 

Mengenai hanya "orang yang berkepentingan langsung pada akta" yang 

dapat memperoleh salinan akta, Hoge Raad dalam arrestnya tgl 20 Jwli 1913 

(W.P,N.R. 2278, N.J. 1913) menyebutkan bahwa orang yang berkepenlingan 

langsung pada akta adalab bukan mereka yang mempenyai kepentingan pada 

akta, akan telapi mereka yang mempunyai hak atas akt:a, artinya yang 

mempunyai hubungan hukum dengan ak"ta, yang bersumber dari penugasan 

yang d iberikan kepada notaris untuk membuat akta itu, 

Selain dalam arrest Hoge Raad. Tim Kesatuan Sikap dan Pemahaman 

Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jabalan Nol:uis (berdasarkan SK PP-L'll 

No,; 3331SK/ll/2005, 15 Febru:ui 2005) - telab membuat kesepakalan 

bersama pada tanggal 30 Juni 2005 mengenai siapa yang dapat disebut sebagai 

orang yang berkepentingan langsung pada alia. yaitu: 101 

1 . Untuk diri sendiri yaitu yang iangsung menanda!angani dan menjadi 

pihak dalam akia al.au yang memperoleh hak atau penggantinya; 

2. Untuk pihak yang di\vakili dnlam a11a baik berupa badan maupun 

orang; 

3. Penerirna kuasa yang menandatangani akta dan dalam kuasanya 

disebut boleh mengambil salinan al1a; 

4. Pihak yang merninta dibuatkan akta, khususnya untuk al1a. relaas. 

Sehubungan dengan arrest Hoge Raad dan kesepakaum bersarna Tim 

Kesatuan Sikap dan Pemahaman Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jabalan 

Notaris tersebut, secara tidak langsung berkaitan erat dengan akta otentik yang 

berupa al1a partif- Di mana akia partil merupakan alcta yang dibuat ~di 

hadapan•• (ren overstaan) notaris yang berisikan suatu cerita dari apa yang 

teljadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, 

artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak: lain 1ersebut kepada 

100 Supm note 85. 

lQl Supra nate 9L 
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notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain 

itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterungan itu atau 

melakukan perbuatan itu di hadapan notaris, agar ketera.ngan atau perbuatan 

itu dlkonslantir oleh notaris di da1am suatu akta otentik. un 

Oleh karena itu, alas Akta Berita Acara EkseL'Usi Gadai Saharn dan Aleta 

Jual Beli Saham yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris llmiawan D. S., SH., 

yang dapat disebut sebagai partij pada Akta Berita Acara Eksekusl Gadai. 

Saham dan Al.ia Jual Beli Saham tersebut adalah: 

1, Deutsche Bank sebUm pemegang gadai dan karenanya merupakan 

penjual saharn; 

2. PT Dianlia selaku pembeli saham; 

3. PT Akabiliru selaku pembeli saham; dan 

4. PT Mulhendi selal:u pembeli saham. 

Keempat perusahaan tersebutlah, menurut arrest Hoge Raad, yang 

memiliki hubungan hukum dengan alia, di mana hubungan hukwn lersebut 

bersumber dari penugasan yang dlberikan mereka kepada Notaris Ilmiaw<l.ll D. 

S., SH. untuk membuat Al..ia Berita Acara Eksekusl Gadai Saham dan Ak1.a 

Jual Beli Saharn.103 Hubungan huk:wn pada al"ta inlJah yang tidak dimillki 

oleh Beckett Pte. Ltd .• meskipun yang menjadi objek eksekusi gadai saham 

tersebut adalah saham-sahamnya dan saham-saham milik perusahaan 

afiliasinya 

Beckett Pte. Ltd. memang memiliki kepentingan lerhadap transaksi 

eksekusi gadai saham mengingat saham yang dieksekusi sel>agai pelunasan 

hutang PT Asminoo adalah saham-saham milikuya diUl perosahaan­

perusahaan afiliasinya. Namun terhadap saham·sahamnya yang telah 

digadaikan tersebut, Becken telah "kehilangan" kekuasaan untuk bertindak 

atas saham-saham dirnaksud. Dengan hilangnya kekuasaaan Beckett terhadap 

HI~GHS Lurnban Tobing, op. cit., hat 48. 

m Ibid., hal. 263. 
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benda gadai maka Beckett tidak lagi memihki kapasitas penuh sebagai pemilik 

saham. 

Berdasarkan analisis tersebut di atas dapat dipahami, Beckett Pte. Ltd. 

bukanlah orang yang berkepenlingan langsung pada a1.U sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54 UUJN, karena Beckett Pte. Ud. tidak mempWlyai 

hak atas alia, yaitu tidak memiliki hubungan hukum dengan A'k1a Berita 

A car a Eksekusi Gadai Saham dan Al"a J ual Beli Saharn yang dibuat oleh dan 

di hadapan Notaris: I!miawan D. S .• SH.. 104 

Bila karena satu dan lain ha1 Beckett Pte. Ltd. hendak: mendapatkan 

salinan aida atas Aleta Berita Acara Eksel...Llsi Gadai Saham dan Akta Jual Beli 

Saham maka ia dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan peneta.pan 

pengadilan agar dapat rnemperoteh sallnan akta atas Akta Berita Acara 

Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham sebagaimana diatur dalam 

Pasal 848 ffiR. w' 

104 lbid., hal. 268. 

IllS ibid, hal 264. 
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3.1. KllSIMPULAN 

BABIII 

PENUTUI' 

Beckett Pte. Ltd. bukan merupakan orang yang berkepentingan lang5ung 

pada akta terhadap Akia Berita Acarn Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli 

Saham yang dibuat oleh Notaris llmiawan D. S., SH. Meskipun saham-saham 

yang dieksekusi oleh Deutsche Bank adalah saham-saham miliknya dan saham· 

saham milik perusahaan afiliasinya. Beckett Pte. Lid. tidak mempunyai hak atas 

akta, yaitu tidak memiliki hubungan hul.-um dengan Akta Berita Acara Eksekusi 

Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham. Hubungan hukum dengan akta 

bemunber dari penugasan yang diberikan kepada Notaris llmiawan D. S., SH. 

untuk membuat alia itu.1m; 

Ketiadaan hubungan hukum dengan Akta Berita Acara Eksekusj Gadai 

Saham dan Akta Jual Beli pada Beckett Pta Ltd. sudah tcljadi sejak 

diserahka.nnya saham~saharn miliknya kepada Deutsche Bank metalui jaminan 

gadai saham untuk pelunasan hutang PT Asminoo. Dengan digadaikannya 

saham-saharn tersebut. Deutsche Bank selaku penerima gadai, menjadi penSuasa 

pula atas saham-saham milik Becken Pte. Ltd .. 

Hak menguasai inl timbul dari adanya pengalihan secara fisik dan yuridis 

saham yang digadaikan dari Beckett Pte. Ltd. selaku pemilik saharn kepada 

Deutsche Bank yang merupakan kreditur. Pengalihan secara fisik dun yuridis ini 

memberikan kewenangan bagi Deutsche Bank Wltuk. bertindak sebagai penguasa 

atas saham tersahut Bahwa hal menjadi tidak berl.-uasanya Beckett Pta Ltd., 

untuk bertiadak bebas deogan b!lfang gadainya, tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada Deutsche Bank yang telah menenma benda 

JOt.GHS Lumban Tobing, op. cil., hal. 263 & 268. 
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tersebut dalam gadai. t07 Oleh karena itu, terhadap sabam·sehamnya yang teleh 

digadaikan tersebut, Becket! Pte. Ltd. teleh kehilangan kekuasaan w>tuk 

bertindak atas saham-sahamnya Dengan hilangnya kekuasaaan tersebut maka 

Beckett Pte. Ltd. tidak lagi memiliki kapasitas penult sebagai pemilik sabam. 

Bila karena satu dan lain hal Beckett hendak mendapatkan salinan akta dari 

Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Sabam dan Akta Jual Beli Sabam maka 

menurut PasaJ 848 HIR, tata caranya adalah dengan mengajukan permohonan 

untuk mendapatkan penelapan pengadilan. Hanya dengan keputusan dari hakim, 

Beckett Pte. Ltd. yang bukan merupakan pihak dalam Akta Berita Acara 

Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Sabarn, mempunyai kepentingan 

langsung atau tidak lan,gsung untuk mengetahui isinya ataupun memperoleh 

salinan ak1a dari Akia Berita Acara Eksekusi Gada.i Sabam dan Akia Jual Be1i 

Saham tersebul108 

Jadi, untuk dapat disebut ~ebagai orang yang berkepentingan langsung 

pada akta menurut Pasal 54 UUJN, orang yang dimaksud harus mempunyai 

hubungan atas akta yang bersumber dari dari penugasan yang diberikan kepada 

notaris untuk membuat akta itu, Dengan kala lain., orang tersebut harus 

merupakan pihak di dalam akta 

3,2, SARAN 

PermasaJaha.n mengenai intecprelasi suatu istilah dalam perundaog­

undangan tidak hanya terjadi dalam kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris 

Ilrniawa.n D. S., SR ini saja.. Istilah-istilah dalam perundang-undangan kerapkali 

men.imbulkan perbedaan interpretasi antara pihak yang satu dengan pihak 

la!nnya dan tidal.: sedikit dari perbedaan tersebut berujung dengan keterlibatan 

meja hijau atau pihak ketiga Jainnya untuk menyelesaikannya 

Dalarn kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH. dapat 

dilihat dengan jelas bagaimana istilah orang yang berkepentingan langsung pada 

akta dalarn Pasal 54 UU!N menimbulkan perbedaan interpretasi di antara 

H
11 lbid, Pasalll52:l}'ut (4); Wahyooo 

le~t Ibid .• hal. 264. 
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keduanya. Namun sangat disayangkan setelah melalui PN Jakarta Barat hingga 

sampal di hadapan MPP, inlerpretasi terhadap siapa yang dapat disebut sebagai 

orang yang berkapentingan langsung pada aicta balum juga jelas bagi para pihak 

yang bersengketa Hal ini dapat dilihat dalam surat dan putusan-putusan yang 

dikeluarkan oleh masing-masing lembaga tersebut. yang tidak memberikan 

penjelasan lebih lanjut mengenai istilah "orang yang berkepentingan langsung 

parla ak1a". 

Demi menghindarl sengketa atau konflik di kemudian hart definisi yang 

jelas mengenai suatu istilah dalam perundang-undangan mu!lak diperlukan. Hal 

ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami maksud dan 

tujuan dari perundang~undangan itu sendiri. Oleh karena itu, menurut penulis, 

rulanya penjelasan lebih lanjul mengenai Pasal 54 dalam UUJN sangatlah 

penting. Dengan kala lain, diperlukan arlanya perubahan terhrulap UUJN, 

khususnya mengenai ketentuan Pasal 54 UUJN. 

Khusus mengenai istilah ••orang yang berkepentingan Iangsung pada al-ta" 

menimbulkan keragu-raguan tersendiri pada notaris di masa yang akan datang, 

ada baikny.a notaris yang bersangl..-utan memohon pendapat danlatau 

pertimbangan dari Majelis Pengawas Notaris selaku. lembaga yang mempunyai 

ke\\>-enangan dan kewajiban untuk me1aksanakan pembinaan dan pengawasan 

1erhadap notaris, atau pendapat danlatau pertimbangan dari lkatan Notaris 

Indonesia selaku perkumpulanlorganisasi bagi para notaris. Pendapat dan/atau 

pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dan/atau Ikatan 

Notaris Indonesia itu dibarapkan memberikan tilik terang agar pihak lain yang 

merasa berkepentingan atau dirugikan., seperti Beckett Pte. Ltd.~ sew~amya 

dapat mengerti rnaksud dan tujuan dari perundangan-undsngan khususnya 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut. 
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Jakarta,/6 Oktober 2003 

Kepada Yth. : 

Sdr. ILMIAWAN DEKRIT S., SH. 
Jl. Meruya llir No. 24 
Komp. Qaryab Thayyibah Blok A 
Di -

_Jakarta Barat 

Menjawab surat Saudara tertanggal 25 September 2003t 

peribal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini 
kami jelaskan bahwa tindakan Sauda.ra dengan tidak 

memberikan akta-akta yang dimaksud, telah sesuai dengan 
Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia pasal 40, serta 
tidak melanggar kaidah dan norma etika profesi Notaris. 

Demikian harap menjadi maklum. 
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J.l.uu.ts rEJ«;AWAS Wl!.A'(AR NOT/JUS DAEAAH KiftrSUS IBUl>:OTA.JAicARTA 

DEI!'Ait't'EMEI't miKUM DAN ifAK ASASl M.AI'«JSiA 
ICANTOR W'll.AY..ui D..\UtAH ~'ltUSUS mUKOT AJAKART A 

JtMT. fury4oo f{o.l41)SJ(;.,. Tctp.OU-80001\14 o:rt..119 .. Fu.80ml!. 

SALINAN PUTUSAN 

Nomor : OlfL~:£/IID'2006 

Maj-::lis P~was Wilayab Nota.-is DK.I Jalwu selanjumya disebut )1AJELIS yan,g­

k.tanggotaannya tmiiri atu': 

L MULKI MA.NlLtV>l, Sfi..MJ-.1 

Z. ~'URMAN RlZAL, S!L 

3. SUMARNl AL4M, SH.MH. 

4. RATU RUSMIATI, SH. 

5. PROF. WAliYONODARMABRATA., SH.MH. 

6. DR. AGOS SAliDJONO, SH.'MH.CN. ··-
7. NflLL Y ICA.ID..m.A SAR.EAL, SR 

8. R. MUHAMMAD HENDARMA WAN, Sft 

9. DR FEUX: OEN'iOENO SOEBAGJO, SHLLM. 

Waki!Kerua 

Al:!Elmt3. 

Anggota 

Aogg:ou. 

~gora 

Mggou 

·Anggota 

Pada hari ini, Rabu ~gal 2.2 Mara 2006, pul:u.! I 1.00 Waktu lndctnesia Batal. 

~m~t di !(aruor Wilaya.b Dcpart~en Huh.-um dan Hak Asasi ~..anusU DKI Jakarta, 

1\t..uEUS tdah ~ngambil puttts.;;Jl atas fapOran masyarakar denga.n permasafahan 

~bcrikuc 

BECKETT 1'1.e.Ltd badan bukurn asiog }"2.ng didirikan m;:nurut fiukum ~ 
Sffi.,oapura dan bdcedudukan di Smgnpum b<tbntor di 4 Shenton Way 

#044)3.SGX Centre 2 Singap~.~:r.~ 0611807, untuk sclanjutnJ"3: disebut 

~BECKETT", te!ah · mr:mbc:ri l.:uasa kepa&. OTIO COR.!"{ELIS 

K4.LlGIS, SH. Adtm:at/Penasehat Hul.um bcrkantor di Jaian 

Majapa.!Ut 18~20 Komplek Majapah:it Pennai. Blok B 122·123. Blok C 

101, Jabna 10160 berduark::an Surat Kuasa Tanggal 12 Maret 2005, 

untuk selanjutnya diseb-ut sebagai PSLAPOR 

' 
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I. 

1\-:lehpor kan: 

ILMlA WAN DEIQUT SU!'A1MO, SII., Noraris bertempat kedudu!:an di Jalaut> 

!larat berkantor di II. Raya Meruya llir No. 24 Kompleks Qruyah 

Thayylbah Blok A No. 24 Jakarta Barat l 1630, untuk selanjumya 

disebut sebagai TERIAPOR 

M.'-JEL!S rersebut U:lah : 

l. membaca surm lapor:m masya."llkat dan surat-surnr Iainnya yang 

ll!fk:ait dati rELA.I'OR; 

1. mempelajari Laporan Hasil P::meriksaan Tim Pemeriksa yang 

dibenruk oleh Majelis yang memeriks.a dan Il):!Ocie!l.gar k~ 

.I'.EL.u'OR dan TERLA.I'Oit 

TENT A!'!(; MKOK PERI\1ASAL4.H.AN 
... 

&h1,1,-a PELArOR dengan SUiat Japocannya tertanggal I 0 N!arer 2005 

No. 3&5/0CK..IIIJ2005 peri.bal faporan dan mollon pemeriksaan yang 

diregister dalam Agenda Nom or; 1355/QCK VUJ2005. 

Telah rnengemu.kak;ul hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahvta TERLAI'OR telah menerbitkan akta-akta : 

(1) Nomor 17. tanggall5 Pcbruari 2002: 

(1) Nomor 18, tanggall5 Pebruari 2002; 

(3)Nomm 19,tanggal15 Pebruari2002; 

(4 )Nomor20, taugga! 15 Pebruari 2002; 

(5) Nomor 2!. tmggal l5 Pebruari 2002; 

(6-) Nomor22;tanggal l:S Pebruari 2002; 

{7) Nomor 23. tanggal15 Pebruari 2002; 

(8) Nomor24, tanggall5 Pebruari 2002; 

2, Bahwa k:edelapan Ak"ta dimaksud pada butir l adalah .6-..kta-Akia yang 

terkait .deogan Akta Berita Acara fksekusl Gadai Saham dan Akta Jua! 

Beli Saham. 
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... ~ ........... <414: f'\.lU<i .ijenta A.cara bksekusi Gadai Sa.ham dan Akta Jual 

Beli Sabam dimaksud tel»h dilak»bn £ksol<usi Atas Sabam·Sabam Milik 

BECKiqiT!. yang telah dijrunink:an sehubungan dengan hutaog piutang 

oleh anak perusahaan parla tururum derajat ke-diUI. 

4. Babwa oleh kan:nanya PELAPOR b<rdasarlrnn fal.u kepemiliklm sah:un­

saham adaiah pihak yang berkepentingan langsung dengan hpemiliklm 

saham-sahamnya pada anak pemsabaannya.. tennasu.l.:: berkepentingan 

laogsung aras kepemilikan sah.am-saham oleh anak perusahaan 

BECKKETT pada a.nak perus.ahaan di ba\\1lhnya lagi, 

5. Bahwa Yan Aput &. Rekan. pada wak-ru iru beniadakdaiam lreriudukarinya 

-selalu Ku.asa Hul.-um B:ECKKt:.lT. se»agaimana dcl.am BID-":1 I dan 2 

tclah mengupayzlam untuk memperoleh. Al.-u~Ah1a dima.ksud peda burir l 

dari lERLA.I'OR 

6. Bahw:a TERL.A.:POR sebagaimaoa Bul.-ti 3 secara nyata dan fal-rua! tida.k: 

mandiri, hal mana t!dak petlu dibuk.tikan lagi dengan a!at bul-ti lain, 

de:ogan meminta iz:in kepada pihak yang tidak mempu:nyai kewenangan 

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris, yakni dengan 

uraian TERI...APOR sebagai. berik:ut : 

"Adapun tanggapan dari pihak yang berkeper>Jingan !angsung rer:;ei;ur 

seluruhnya m.enolak member ikon "=in. h!pada sa,;va .... ". 

7. Bahwa P£LAPOR sel.ak-u k-uasa hukum l<arcnanya benindak unruk dan 

atas nama BECK.KETI, sebagatmaoa, dalam buk"ti L~7 kernbali 

mengupayakan kepada TERLAPOR unwk metnp.!fOleh N..ia-AJ..."ta 

sebagaimana dimaksud pada burir 1 . 

8. Battwa TERLAPOR sebagaimana temyata dalam Bul."li L~ kembali 

secara nyata dan faktual, hal mana tidak perlu Wbuktikan l.agi deogan alat 

buldi lain. menolak memberik.an Akta dlmaksud, antara lain menyatakan : 

'" ... yang kami sompaikan h:,padu. Kantor Ad:vokat dan Konsultan Hukum 

YA.N APUL dan Rekan pado prinsipttytl berdasarkan Surar Kerua 

Pengtulilan Negeri Jakarta Barar tertanggal 16 Oktober 2()03 
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Nomor W-7.Db.Hk.04./0.4419l2003 teltrh sesuai dengan Peroturan 

Jabatan Notaris di Jruioneskl serra tidak melanggar kaidah dan norma 

EtikaProfesi Noraris". 

9~ Bahwa tindakan TERLI\.POR dengan meogajukan Stmlt kepada 

Peo.gadilan Ncgeri Jakarta Barat agar Pengadilan Negeri J.ak.arta Barat 

memberikan penilaian atas tindakan menolak memberika:n Al"'i:a terkair 

eksekusi gadai sabam milik BECK.KEIT, "bill salah "'- icm= 

sesuai dengan Kcde Erik 1katan Notaris fudooesla .Pasa! 7, tela.b 

meneg.aslam bahwa pengawasan dan pelaksanaan Kode Enk dilal:ukan 

oieb P::o.gums Da=rnb Ika:tan Nowis Indon::si~ d:!.o Majelis Ke:hormzr.a.I:! 

Daetah pda tingkat peruuna. 

· Sernentara jika dibaca buku '"1tu1."1.Ull Notaris Indonesia Suaru p_::njetas.a.t{', 

karaogan R. Soqondo NotoW..enljo, Edisi l Cetakan kedua, halnman 

J95, menguraika:u secara jelas dalam hat ada kCragt,~~vuan Notaris 

memberikan salinar:l atau 1.-uripan, sebaiknya minta suaru keputusan 

(JJeschikking) kepada Pengadilan, bukan mi'ihon suatu pengarahan 

terlladap tindakan yang telah dilakukan Notaris. 

10. Bahwa di samplng itu, membaca surat TER..LAPOR kepada Peogadtlan 

N~geri Jakarta Barat secam jelas dan fak.-rual telah mengarahkan 

sedemikian rupa - dan seam fak1u.al juga tcJah berpihak - menempatk:an 

BECK.KETT, sehagaj bukan pihak yan,g berk:=pentin&an langsWlg di mana 

1ERLAPOR sec.ara jclas m.:ngarahk.an dan menempatkan pihak yang 

berkepenti.ngan lang.sung adaiah : 

(I) DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT; 

(2) PT. MULIIENDI S£NTOSA ABADI; 

(3) PT. A!CAlliLURU; 

(4) PT. DIANLIA SETY AMUKTJ. 

l J- Bahwa upaya TERL<\.POR da.Jam mengarahkan dan mempengaruhi 

Pc:ng.adilan Negeri Jakarta Bamt secara jelas juga dapat dicerm:ati dari 

uraian TERLAPOR dalam suramya tersebut, antara lain deugan kata-kata 
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dimiliki sebagai pemegang saham keparia penerima gadaL., ". 

12. Bahwa Swat l'ERLAPOR kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara 

sepibak dan beru!aDg-ulang menyatakan : 

"., .............. BECKKEJT buktm pihak yang berkepentingan langsung ..... ,. ". 

13. Bah <A-a pernyataan TERL..UOR merupakan pernyaman yang ridak sesuai 

dengan dokrrin dan yurisprudeosi ylillg ada mengenal ketenruan Pasal 40 

Pernlll!IDl Jabatan Nomis (S.i860-3). 

I4. Bahwa P. Ve.l!ema daiam buku:Dya "Hei Reglemem op be nm:.arisambt in 

·Ned:riands lodie" .rneny-..Dutk.ao per:u:l.apat Bertling, bah-.. .... a yang dimaksud 

dengan "yang langsuog berk-.,eotingan" ialah ridak banya piliak:-pihak 

dalam Akta melaink:an pula mereka yang mendapai. sesuatu bak sec.ara 

langsung dan Ak1a, juga mereka. yang menrlapa!k:an sesuaru hak dan suatu 

vonis Pengadilan di Amsterdam llletl&f!takan bahlh'a yang dimaksud 

dengan berkepent:iagau ialah mereka dalam sekaHpuu tidak dibuktikan 

deng:an pembuktian yang sempuma, melalnkan dengan perl..iraan 

{vermoeden) dapat Wbuktikan bahwa dari isi A!..i.a iw didapat suaru bak, 

k:egt.lru!Sn atau keuntungal:l. 

15.llahwa be<da=kan fulda bukum p;hak DEUTSCHE BANK 

A.KliENGESELLSCF..AFT yang disebutkan TERLAPOR semata-tnata 

sesungguhnya hanyalah pihak pemegang gadai, bukan pemili~ saham, 

pemilik sabam sdalah BECK.KEIT, karenanya adalah pihak yang 

berkepentingan la:ngs.ung aras kepcmilib:an barang berupa sahmn­

sahatnnya. 

16. B.ahwa di hw dati pada. !tu. TERLAl'OR d.alam suratnya kepada 

Peogaditan Negeri Jakarta Barat juga telah rnenempatkan diri sebaga.i 

pib.ak yang ter!ibat langsung dalam transaksi dan telah uu::rnberika.n 

peniJaian atas su.atu perjanjian. deogan w:aian pada butir 2, 3 dan 4 swat 

dimaksud. 
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17. Bahwa kemudian TERLAPOR juga secara faktual dan jelas hal mana 

tidak perlu dibuk:tikan dengan alat bul'1i lain. telah mcnunjukan sikap dan 

perilaku keberpilmkan dan tidak rnandiri, dirnana TERLAPOR harus 

meminta izin kepada pihak lain, sementara fal..u hukum, BECKKETI 

adalah pemihk saham. 

18. Bahwa kemudian fakta hukum ju.,aa mernmjukkan t£RI...APOR baru 

memima itin dari Pengadilan Negeri Jakarta Barzt 5 (lima) bula!! set:t:lah 

sumtD:ya kepada Y AN APUL & Rekan yang: menyatak2.n bahwa 

BECKKETT sebagai buk.an piliak yang berkepeotingan !aogsuog_ 

19. Bahwa sehub~ dengan hal tetsebut. kami m-engajukan laporm ini dan 

mohou petn:::riksa.an tethadap dan menyax.a.bn ElaAPOR : 

( l} Me:langgar Pr:rarutan J.abatan Nowis (S. 1860·3) khususnya t~adap 

SumpabJJanji Jabatan seOagaimaoa dimaksud dalam Ah"ta Pasal 17 

dengan tidak menja!ankan jabatan secara jujur, seks.am.a,. mandiri dan 

tidak berpibak dan Pasal 40 deug;m tindakan menolak memberikan 

Akta 1..-epada pihak yang berkepeotingan {BECK.KETIJ, ar..au dengan 

setelah berlakukanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris, melanggar Pasa! 4, Pasai 16 huruf(a), dan Pasal 54. 

(2) Melanggar Kode Etik lkat.an Notaris f.ndonesia khususny.:1 Pasal ; 

mengenai Kev.ajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan Pasal 4 

IJU:Dgenai Latangan bagi Notaris. 

20. Berda$arkan hal-hal tersebut. PELAPOR telah m~ngajukan pctmohonan 

lrepada Majelis Pengawas Wilayah dantatau Pengurus Pusat Ikatan Notaris 

Indonesia sesual kewenangan yang dimiliki untuk seiama Laporan dan 

Pc:rmobonan Pemeriksaan inl sedang betj:aJan meojaruhkan sanksi 

pemberttentian s:emenl.lml. dan a:pablla laporan ini terbukti menjatuhkan 

sanksi pero.berhentian deng.m tidak bormat. Dalam hal Majelis Pengawas 

Wilaya.h dan/atau Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mempunyai 

pertimbangan Jain. mohon pertimbangan yang seadil..adHnya. 
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.ua..<Y'I<~ p«<Ja lilllggat n Agustus 2005 MAJELIS te1ah mengadakan rapat dan 

mengambil keputusan membentuk Tim Pemeriks.a berkaitan dengan laporan 

PELAPOR techadap TERLAPOR 

llL Bahwa pa<la Tanggal 6 Ok1ober 2005 PELAPOR dan TERLAPOR telah 

didet::tgar keterai:tgannya (}leh Tim Pemeriksa sebagai berikut : 

t K....,._ PELAPOR' 

----Bennu.!a dari adanya hutang piutang, dimana DETJTSP.E 

6A.J.~1<. A..lCTIENGESELLSCHAFT selai-u kredirur rel.ah ~nandatangani 

Pe!janjian Gadai Saham dcug:an BECKETI, Pre, Ltd. selaku Garamor at.au 

pemberi Gadai untuk -menjamin peng...'"nlbaiian ptnjaw211 (loan). Pacta saar 

masih da1am negosia.si tiba-tibz BECKETI diberitahu, bahwa sahamn~~ 

telah dijual secar.! diba:wa.b tangan oleh DEtJTSCHE BA-~X 

AK11ENGESELLSCF..AFT yang pada v."ak"'tu iru diwakili oleb .iruasanya 

AMIR SYAMSUDIN, SH. yang lllan.a ada 12 (dua betas) Penetapan yang 

dikeluarkao Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tahun 2001, yang 

membenarkan jual bell secara dibaw:ah tangan tetsebut Oleb karenaoya 

BECKETT seiaku pemilik. salwn yang dijual perlu mengetahui sahanmya 

1elah clijual kepada siapa ? (Bukti Pene1apan tcrlampuJ 

---_;Bah1Ntl BECKETT rnengajukan pennohonan penetapan kepada 

Pr:ngz.dil.an Tioggi Jakarta tmtuk membatalkan -p!netapan yang dik·duarkar. 

Pengadilan Negeri Jakana Selat31lT dan posisi terak:hir Pengadllan Tingg-i 

Jakana membatalkan putusan Pcngadilan Negeri Jakarta Sela:tnn 1ers.:but 

(BW..-ri Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta terlampir), 

----Adaptm hubungan Nowis ILM!A WAN DEKRIT SUPATMO, 

SH. dt:ng:an Pcngacara AM1R SYAMSUDfN, SR. yaitu sehubunga.n 

dengan Penetapan yang dikeluarkan Peng:adilan Negeri Jakarta Nomor :n 
sampai denga."1 36fPdtP/20021PN.Jak.Sel. dan re:munya te!ah diterbitkan 8 

(ddapan} Akta dari Notaris yaitu: 

(1) Al.."ta Nomor 17, tangga.!l:5 Pebruari 2002~ 

(2) Akta Nnmor 18, tanggall5 Pebruari 2002; 

(3) Akta Nomo' !9, tanggal 15 Pebnwi 2002; 

(4) Akta Nomor 20, taiJ,ggal 15 Pebruari 2002; 
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I,JJ t\.lua t-.omor .t!, tanggat D t'ebruan £00:.!'; 

(6) Akta Nomor22, tanggai15Pebruari 2002; 

(7) Akla Nomor 23, tangga!15 Pebruari 2002; 

(&} Akta Nonwr24, tanggall5 Pebruari 2002. 

Dimana Akta~Akta tetsebut terk;ait dengan Akta Berita Acara Eksek:usi 

Gru:W Sabam dan Akta Jual Beli Saham milik BECKETT yang seharusnya 

penjualalmya molalui ''PUBLIC SALE" katena kepemingan BECKETT 

juga barus di!tndlmgi. 

----Atas dasar hal 'tersebut. maka l_lELA.POR telah meminra 

kepada TERL..<\POR agar ma:::rbitkan da,., memberikan k...~ 

PJ;:IA!'OR salimuJ dari 8 (clclapan) Akta sebogaimane dimaksud, oamun 

jawaban dan l'ElU.APOR sesuai denpn sw-at yang dik.irimkan k..""P3da 

\J'BL4.PO'R :adalah bah""'-a tindakan unruk tidak m..--mberikan salimm Akia 

se.bagaimana di.maksud a.daiah bt::nar. karena relab sesuai deng:m Peraruran 

Jabaran Notaris. hal ini berdasarkan aw Peoe~apan Pengadilan Negeri 

Jakatu Barnt 

----Bahw..t TERLAPOR sedemikian rupa telah melakukan 

tindakan mengbalang~balangi dan/atau menunjukan keberpihakan daniatau 

secara be~ pihak yang disebmk.an oleh Nmaris sebagai ''pib.ak­

pihakyang berkepentingan"" . 

.Babwa BECKETT adalah pi!llik )'ang paling berkepenti11gan dengan 

Eksekust Ga.dai saham milik:nya, 

Namun BECKETT tidak dapat mcmpero\eh Al'ta-Ak'ta seba,oaimana 

dimaksud dalam 8 (delapan) Ak"ta terseb1lt Dan kami mengangg<tp bahwn 

rindakan TERLAl"OR mcrupakan tindakan yang tidl!.k berdas.at. Ol.!h 

karena. ltu PELA.POR menghendaki T£RL.-'\POR mau membetikan atau 

menerbitkan Alrut-Akta dlmal;ud kepada PELAPOR sebagai 1...-uasa 

BECKETT. 

2. Keterangan TERLAl"OR : 

----Berdasarkan surat permolionan yang telah disampaikan 

k"!"da TERLAl'OR cleh pcngacan PELAPOR ya.i1u YAN APUL& 

Rekan pada tlhun 2003 dan OTTO CORNERLIS KAL!G!S parla tabun 

2005, yang pada intinya ada!ah pennohonan pada TERLAPOR uutuk 
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menerbitkan atau memberlkan sa:linan AkiA·AkU antara lain No. 17 sld 24 
-

yang kesemuanya tcrtanggal 15 Pebruari 2002 yang dibuat o!eh 

TERJ..Al'OR berkaillm dengan ekselrus[ gadai sabBm aJJ!ara lain mllik 

BECKETI (hilnya AJcta-AJcta No.2! dan 22) oleh DEliTSCEE BANK 

AKTIENGESELLSCHAFT. AtlS dasar hal tersehut TERLAI'OR !elah 

m...""lDinta tanggapan kepada piliak yang berkepentingao langsung atas 

l"nnohonan dari pihak peng>cara BECKETT dari mendapalkan -pan 

babwa seluruh pihak·pihak }'mlg berkepenringan langsung relah menolak 

unlllk membt:rikan izia kepada TERL..UOR. t1.D.IUk menerbitka.n salirlan 

Aiu-AJ...-xa dimaksud. Hal in.i rel.ah disampaikan TERLA.POR kepada paa 

~BECKETT. 

----Bahwa Seeara k:ronologis, anura lain BECl<EIT tela.h 

memberikan jam.inan berupa gadai ata!> saharo miliknya., ten=nasul: l.:uasa 

pcoah untul: meqjual, kepada DEUTSCHE BANK 

AKTIENGESELLSCHAFT sellagainwla rdah dinyamkan dalam al:ta gada~ 

saham. 

Kuasa tersebut dapat segl!r.l dila.ksanak:an jtka terjadt ci<krn janji, tanpa 

memperoieh suatu pennintaan untuk pembayarnn atau pembe:ritabuan 

:ma..ksud dan tanpa memperoieb suatu penet:apan, pUUlsan atau legitim.asi dati 

pccgadilan manapun., selurubnya ridak rlapat dibatalk.ac dan te.opa syarat 

menghapus, denga.n segera a:tau pada wakru lainoya yang di1t:Iltukan sendiri 

oleh DEUTSCl:l.E BANK AKTIENGESELLSCHAFT tmtuk menjual 

seluruhnya atau sebagian se.::ara di muk.a umwn atau di ba>A>-ah tangan 

Ata.S dasar ti."la gadai saham tcrsebut, beriJ..-ut 1..-uasa yang tdah diberikan 

kepadanya, DEUTSCHE BANK A.K:TIENGESELLSCHAFT mdaksana.kan 

hak tmtukmelaksanak:an eksekusi gadai saham secarajual befi. 

Untuk keperluan haknya berdasarkan Ak:l..a Gadai Saham, BECKETT telah 

memberilcan kewcnangan dan kua...a penuh yang tidak dapat dibatallw.n dan 

1anpa syarat kej>'da DEUTSCEE BANK AKTIENGESELLSCHAIT dan 

kuasanya untuk menydesaibn dan mclaksanakan tuju.an ters~but dan unruk 

mdaksanakan dan tnelakukan setiap dan seluruh tindakan yang dianggap 

perlu oleh DEliTSCEE BANK AKT!ENGESELLSCHAFT arau pilmk lain 

yang d.ipe.r1uka.n atau pada wak:tunya untuk melaksanakan eksekusi 
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hak~hak.nya terse:bur. Oleb karenanya, dalam pem.ikiran saya, bila 

BECKETT Ielah memberik:m k-uasa!l)'a kepada pihak ler1entu untuk 

menjual, dalarn hal ini DE!ITSCI!E BANK AKTIENGESELLSCHAFT 

berdlisarkan Akta Gadai Sabern, apakah diperlukan lagi lruasa lain lagi, 

ualam hal ini aualah para pengacarn BJ;lC!CEIT '· 

·----Bahv.1i pihak Pengaca.ra t"'.J.ah men:tojokan TERLA.POR serta 

fe!'I.JS-menerus mewima TERL..UOR untuk rucoyera.hkan etau menerbit.l;:an 

salirum Ak1a·Akta tmebuc AlJis tindakan ini kemudian TER.LA.POR 

mt:minta. peudapat dari Kerua Pengadilan Nege.-i Jakarta Barat sebagai 

Pengawas Nmaris, dan m::=Lalui suramya pada tanggal 16 Ok"lobet 2003 tdail 

dlja1.4-ab bahwa tindahm yallg saya lal"'Uk:an tmruk tidak memberikan 

al..;:a..akta dimaksud adalah teiab sesuai dengan Pera1.1ll'2n Jabatan Notaris 

sena tidak melanggar .Kaidah dan NormaEtika sebapi Ncnzris. 

·----BahY.-a 1Iibak P~ telah memiliki fotocopi dari Sa!inan 

Akta-Akta dimaksud dan seberulnya mereka juga mengetahui siapa piha.\: 

yang telah menjual saham Klienny~ Keberadaan TE~J\.l'OR, untuk tidak 

Itlemberikan Salinan Ai.1a-A.kla dimak.rud adalah semara-mata menjaga 

tegaknya Profesi dan sumpah jabatan TERLAPOR sebagai Notaris, untuk 

tidak memberikan salinan a.faa kepada siapapun. kecuali hanya kepada 

piha:k~pihak yang betkepentingan Iangsung. TERLAPOR. berkewajiban 

maahasiakan .se_ga.la sesuaru mcogcnai akt.a y<;ng dibuatnya dan seg.a!a 

keterangan ;-ang diperoleh guna pembuatan al'12. sesua.i dengan piha.t: yang 

betkepentingan ru.htlah para piliak yang tmdir langsWlg dlbadapan 

TERLAPOR. dan karenanya i'.anya me:te:kala!t }"Mg berlmk ataS salit1an 

akta~al.-'12. dimaksud dan/atau pihak yang diberikan kuasa oleh pihak yang 

langsung tercaorum dalam Akta. 

Bahwa Profesi dan Sumpah Jabatan TERLAPOR sebagai 

NQtariS wajib dilindungi Undang-Undang dc:mi tw::apainya kGpastian 

buk·urrt 
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TENTAJIIG PERT!MBAJIIGAN HUI-.'"lfl\1 

----i\o!enimhang, bahwa maksud dan tujuan PELAPOR seperti 

tersebut di atas. 

----Meoimbaog, ba.hWa pada pokok:nya TERLAPOR menol.a.k 

me:mberik:an salinan al1a..akta yang peroah dibuamya terutama akla-akta 

sebagai berikut: 

l.Akm.Nomor 17,tanggaJ 15Pebruari1002; 

2. Akta: Nomor 18. taDgg:ai 1:5 Pebruari 2002: 

3. Akta N!)mOf i9, ta.l'.lggall5 Pebrua..;_ 2002; 

4, Akta.Nomor20, ranggall5 P~bruari2002; 

5. Aba Nomor 21, t.a.Ilgga115 Pebrua.-i 2002~ 

6, Akta Nomor 21, tang:gal 15 Pebruari 2002; 

7. Akta Noo:nor 23, Wlggall5 Pebruari 2002: 

8. Akta Nomor 24, tan,ggailS Pebruari 200]. 

Dengan a1asan : ................. , ............................... , •• : .. ., .......... , ... . 

a 'IER.LA.POR telah metninta' tanggapan kepada pihak-piha.k yang 

berkepentingan: JaogsUJ)g dan pibak"'Pihak tersebut menolak untuk 

memberikan izi.n menerbltkan s.alinan alctarah1.a dimaksud 

b. TERLAPOR. 1e!ah meminta pendapat Pengadilan Nege:ri Jakarta Barat 

seba.gai Peoga'vas Notaris meiaJui suratnya tertanggal Hi Ol-rober 2003 

dan telah dijawab ofeh Pengadilan ~egeri Jakarta Barat bah\)1,':1 tindakan 

yang TERL.4.POR W.."!Jku untuk tidak memberikan ak'ta·ah.-.a dlmaksud 

adalah telah sesua.i dengan Pemruran Jahatan Notaris sena tidak 

melang:g:ar Kaidah dan Nonna E•ika seba.gai Notaris. 

----Mccimbaug, bahwa pada waktu pembualan Akl3 dlltadapan 

TElU..A.l'OR pengawasan Notaris berada pada Penga.dUan Negeri Jakarta 

Bar:at berdasarkan Keputusan Bersama Kerua Mahkamah A,.aung dan 

Menteri Kehakiman Repubtik Indonesia Nomor KMA1006JSKBJV1YI987 

tenta.Dg Tata cara Pengawasan, Penlndakan dan Pembelaan Diri Noraris, 

sedangkan Pengru:iilan Negeri Jakarta &rat 1dah menyatakan bahv.a apa 

yang diiakukan TERLAPOR tetah sesuai dengan Peraturan Jabatart Notaris 

di Indonesia serta tidak melanggar Kaidah dan Norma Etika Profesi Nota.ris. 

' 
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------Meoimbaog, bahwa pada akta Nomor 21 dan 22 tang.,aal 15 

Pebruari 2002, BECKETT adalah pemilik saham dari saham-saham yang 

dijual berdasarkan akta-akta 1ersebut, maka berdasarkan Pasa1 54 Undang­

tmdang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris, 

BECKETT adalah pihak yang berkepentingan langsung d.alarn al-ra-akta 

rersebut, sedln~kan pada akta Nomor 17, 18, 19, 20, 23, d2.a 24 tanggall5 

Pebruari 2002 pemilik sahmnya adalah buka.n BECKETT oleh karenanya 

BECKETT bukan pihak yang berkepenringan langsung t;;:rha.ci2.p aJ..."ta 

terse bur. 

----Menimbang, bab,..-a baik P.EL~OR maupun TERL.UOR 

masing-me.sing et:ap berpegang 1eguh pada pendapamya 

----Mempeobatikan, Hasil rapai-rapat Tim Pemerik5a 

~---Memperhatik:an, Laporan basil pemeri.k5a.a.n oleh !Ull 

Pemeriksa.. 

----,Meagi.ugat akan pasal-pasal dari Peraturan Jabatan Nmaris 

S.1860-3 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris sena ketentuan hul.-um laimiya yang bersangk-utan : .................... . 

MAJELIS DENGAN SECARA MUSYAWARAR DAN 

MUFAKATMENGAMB!LPUTUSAN '························- .. ························· 

1. Menyatakan PELAPOR merupakan pihak dalam aJ..."ta!pihak yang 

berkep.=nti.ngan langsung daiam AJ...L.a Nomor 21, tangga1 15 Pebruari 

2002 dan AJ...L.a Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002 yang kedua aJ...1a 

tersebut dibuat dihadapan/oleh TERLAPOR Sedang terhadap aJ...La.aJ...u 

yang lain sebagai beriJ..."1lt : ... , .... , 

a Akta Nomor 17, tanggall5 Pebruari 2001: 

b. AJ...la Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2001; 

c. Aida Nomor 19, tanggall5 Pebruari 2002; 

d. A.J...la Nomor20, tangga\15 Pebruari 2001; 

e. AlLa Nomor 23, tangga\15 Pebruari 2002; 

f. Akta Nomor-24, tangg:al 15 Pebruari 2001. 

PELAPOR bukan pihak dalom ak1a. 
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L. TERI..Al'OR dapat mengeluartan Salinan A.lcta Berila Acara Eksekusi 

Gadai Saham dan Akt.a Jual Beli saham tersebut kepada P£LAPOR 

yaitu Akta Nomor 21, taDggal 15 Pebruari 2002 da.'l Akta Nomor 22, 

tanggai 1.5 Pebruari 2002 yang kedua a.kta rersebut dibllat 

oleh/dihadapan TERLAPOR sesuai kecentuan pasa! 54 Undang-undang 

Nomor 30 Tahlltl2004 Temang Jabata.'1 Notaris. 

----Demikian ilipuruskan dal.am tapa;: ~L-\.JELIS. pada hari R.abu, 

tanggal 22 M=t 2006 denpn K..'"tUJ! sidaog Drs. l<fu1.Kl MM'RA.PL 

SH.MM, Ketua M.<WELJ5 borsama NURMAN RlZAL, SH. Wakil K'rua 

f\.1:\JELIS .dan pam Anggou MAJELIS s=na Sekrera.'is l\L4.JI.LIS. 

KETUA SEK.RET . .UUS 

~. 
R.IIENRJ ~fULIO~O. SH. 
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PUTUSAN 

Nomor; Olfll/Mj.Pl'N/2006 

DENGAN RAK!iMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS, 

Majelis Pemeriksn Pusat Notaris yang mcmer!ksn permohonan bnnding 

atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor; 

01/LM/lll/2006, tertanggal 22 Maret 2006, menjatuhkan putusan dalam 

perl<ara: 

Nama 

Tempnt/tgllahir 

Pekerjaan 

Agama 

Alamat 

Hm:iawan Ockril Sup<Jtmo, SR 

KeOiri, S juli 1959 

Notaris 

Jslam 

jill<m Ray a Meruya llir Nomor 24, Kompleks 

Qaryah Thayyibah Ulok A No, 24, 

Jakarta Barnt 11630. 

Dahulu disebut Terlapor, sekarang disebut Pembanding: 

Nama 

Pekerjaan 

Alarnat 

mclawan. 

Beckkett Pte.~ Ltd,, yang diwakili oleh kuasa 

hukumnya Otto Cornelis K.aligis, SH. 

Advok£1tjPenasehat Hukum 

Jalan Majapahit 18~20, Kompleks Majapahit 

Permai Blok B 122·123, Blok C 10!, 

jakarta 10160; 

Dahulu disebut Pelapor, seknnmg disebut Tcrbanding; 

Interpretasi Orang..., Rhea Damara, FH UI, 2009



2 

Majelis Pemcriksa Pusat Notaris tersebut; 

Setelah membaca Penctopan Kctun M;Jjcl:is Peng<:~was PuS<!t Notaris 

Nomor: M.02-MPPN.03.01-Tnhun 2006 tanggal 04 September 2006 tentang 

Pembentukan Majeiis Pemeriksa Pusat Nutaris; 

Seteiah mcmbaca bcrkas pcrkara banding Nomor: M~ 

01/BANDING/MPPN/Vlll/2006, tanggal 09 Agustus 2006; 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

Menimbang,. buhwa Tcrlapor dilaporkun oleh Pelapor, Beckkett Pte., 

ltd., sebuah perusahaan badan hukum asing yang didirikan menu rut hukum 

Negara Singapurn dnn berkedudukan Ji Singapura bcrktmtor di 4 Shenton Way 

#04-03.5GX Cent:re 2, Singapura 068807, me.lah.ti l<:uasa hukumnya Otto Cornel is 

Kaligis, SH. sesuai dengan suratnya Nomor : 385/0CK111/2005, tanggal 10 

Maret 2005, dengan alasan*aJasan sebagaj bt!rikut: 

"Bahwa Terlapor tel<lh menerbitkan akta-akta Nomor 17, tanggal 15 

Pebruari 2002; Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002; Nomor 19, tanggal 15 

Pcbruari 2002; Nomor 20~ tanggal IS Pcbruari 2002; Nomor 21, tanggal 15 

Pebruari 2002; Nomor 22, tang gal ~5 Pcbruuri 2002; Nomor 23, tanggal 15 

Pebruari 2002; Nomor 24, tanggal15 Pcbruuri 2002''. 

"'Bahwa kcdelapan Akta dimaksud ad<:~lr.h Akta-akta yang terkalt dengan 

Akta Be rita Acara Eksckusi Gadai Sa ham dan Akta J ual Bcli Saham". 

"Bahwa diantara Akta Berita Acara Eksekusi Gadni Saharn dan Akta Jual 

Beli Saham dimaksud telah diJakukan Eksekusi Atas Saham-Saham miiik 

UECKKETT, yang tclah dijaminkan sehubungan dengan hutang piutang o]eh 

anak perusahaan pad a turunan derajat ke-dun". 
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"Bahwa oleh karenanya Pelapor, berdasarkan fakta kepemilikan saham-

saham adaiah pihak ycmg berkepentingan h.mgsung dengan kepemilikan 

saham-sahamnya padn anak pcrusoha<:nmya1 termasuk berkcpcntingan 

langsung atas kepemilikan saham-saham oleh anak pcrusahaan BECKKE.TT 

pada anak perusahilan di bawa1mya lagi". 

Bahwa Yan Apul & Rekan, pada waktu itu bertindak dalam 

kedudukannya selaku Kuasa Hokum BECKKEIT, scbagaimana daiam Bukti 1 

dan 2 telah mcngupayakan untuk mempcroleh Akta-Akta dimaksud pada butir 

1 dati Terlapor. 

Bahwa Teriapor sebilgairnana 13ukti 3 sec-ara nyata dan faktual tidak 

' mandiri, hal mana tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukH lain, dengan 

meminta izin kepada pihak yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimt1na 

yang diann dalam Peraturan )<~.batan Notaris, yakni dengan uralan Terlilpor 

sebagai berikut : "adapun tanggnpmt drrri pilmk yang berkepenlingrrn Inngsung 

icrscbul sclurniwya wenolnk m~mberilum iz.in kepadn 511ya ..• , " . 

Bahwa Pelapor selaku kuasa hukum karenanya bcrtindak untuk dan atas 

nama BECKKEIT, sebagalmana dalam bukti L-7 kembali mengupayakan 

kepada Terlapor untuk memperoleh Akta-Akta. sebagaimana dimaksud pada 

butir 1. 

Bahwa Terlapor scbagaimanl!l tcrnyata dnlam Bukti L-6 kemb<:lli secara 

nyata dan faktuat hal mana tidak periu dibuktlkan lagi dengan alat bukti lain, 

menolak memberikan Akta dimaksud, antara lain menyatakan : " .... yang knmi 

sampnikan kepadtl Kanter Advolmt dim Krmsultnn J-lukum Yan Apul dun Reknu pada 

prinsipnya berdasnrkan Sunil Kctua Pengadilan Negeri }tlkarla Bnmf ferianggal 16 

Oktcber 2003 Nomvr W-7.Db.Hk.04.10.4419/2003 telt.il! sesuai dengan Peraturan 

' ' 
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Jabatan Notaris di Indonesia scrta lidnk n1etonggnr koidnh dnrr nonnn Etikn Profesi 

Notaris". 

Bahwa tindakan Terlapor dcngnn rncngajukan surat kepadi:l Peogadilan 

Ncgeri Jakarta Barat agar PengaJilan Ncgcri jakarta 13arat mcmbcrikun 

penilaian atas tindakan menoiak membcrikan Akta tcrkait eksckusi gadai 

saham mllik BECKKETT, telah salah alamat, karcrm scsuai dengan Kode Etik 

Ikatan Notaris Indonesia Pasal 7, teluh mcnegaskan buhwn pengawasan dan 

pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Pengurus Daerah lkatan Notaris 

Indonesia dan Majeiis Kehormatan Duerah pada tingkat perlama. 

Sementara jika dibaca buku "Hukum Notaris Indonesia Suatu 

Penjelasan"~ karangan R SocSondo Notodisocrdjo, Edisi I, Cetakan kcdua, 

halaman 195, mcngurnikan secara je!as dalam hal ada kcragu-raguan Notaris 

memberikan salinan atau kutipan, sebaiknya minta sualu keputusan 

(beschikking) kepada Pengadiian, bukan mohon suatu pengarahan terhadap 

tindakan yang tefah dllakukan Notari.s, 

Bahwa disamping itu, mcmbaca surat T~rlapor kepada Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat secara jelas dan faktual telah mengarahkan .sedemikian 

rupa ~ dan secara faktual juga telah bcrpihak - menempatkan BECKKETT~ 

sebagai bukan piha.k yang berkepentingan langsung di mana Terlapor secara 

jelas mcngarahkan dan menempatkan pihak yang berkepentingan langsung 

adaiah: 

(1) DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT; 

(2) PT. MULHENDI SENTOSA ABAD!; 

(3) PT. AKABJLURU; 

(4) FT.OIANIL!ASETYAMUKTL 
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Bahwa upaya Ter1apor dalam mengarahkan dan mempengaruhi 

PengadiJan Negeti Jakarta Barat secilfa jt.!las juga dapat dicermati dari uraian 

Terlapor dalam sumtnya tcrscbutr antara lain dengan kata-kata " , . ... IeJalt 

menyerallkrm scliap drm seltuu11 lmk dan lt!t.'WCmmg ynng riimillki sebagai pemegahg 

sahnm kepnda pfllerimn gndni ... :'. 

Bahwa surat Terlapor kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara 

sepihak dan bcrulang-ulang mcmyatakan : " .. , BECKK£1T bukan piimk yang 

berkepentingan langsu11g .... "', 

Bahwo pernyataan Terlapor merupakan perny<~taan yang tidak sesuai 

dengan doktrin dan yurlsprudensi yang ada mengcnai ketentuan Pasal 40 

Peraturan Jabatan Notaris (SJ86a-3). 

Bahwa P. Ve!lema dalam bukunya "Hct Reg!emeul op Ju: IJOtarisambl in 

Nederlands lrrdie" m<!nyebutkan pendapat Bertling. bahwa yang dimaksud 

dengan "yang langsung bcrkcpentingan" i:a!ah tidak hanya pihak-pihak dalam 

akta, melainkan pula mercka yang mendapat sesuatu hak secara Iangsun~ dari 

aktar juga mereka yang mendapatkan kepentlngan dari aktar· meskipun tidak 

mendapatkan sesuatu hak dan suatu vonis Pengadilan di Amsterdam 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berkepentingan ialuh mereka dalam 

sekalipun tidak dibuktikan dengan pembuktian yang setnpurna, melainkan 

dengan perkiraan (vermoedeu) dapat dibuktikan bahwa dari isi Akta ltu didnpat 

suatu hak, kegunaan atau kcuntungan. 

Bahwa bcrdasarkan fakta hukum pih~:~k DEUTSCHE BANK 

AKTTIENG£SELLSCHAIT yang discbutkan Teriapor semata-mata 

sesungguhnya hanyalah pihak pemcgang gadai, bukan pemi!lk saham, pemilik 

' ' 
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saham adalah BECKKETf, karenanya Cldalah , pihak yang berkepentingan 

langsung atas kepemilikan barang berupn .saham-sahamnya. 

Bahwa di Iuar dari pad a ihlr Terlapor dulam sumtnya kepada Pengudilan 

Negeri Jakarta Barat juga telah mencmpatkan diri sebagai pihak yang terlibat 

langsung dalam transaksi dan telah n"ll!mberikan pen.ilaian atas suatu perjanjian, 

dengan uraian pada butir 2, 3 dan 4 s.urat dimaksud. 

Bahwa kemudian Terlapor juga sccara faktual dan jelas hal mana tidak 

perlu dibuktikan dengan alat bukti lain,. telah menunjukan sikap dan perilaku 

keberpihukan dom tidak mamiiri, dimana Teriapor harus mcminta izin kepada 

pihak lain, sementara fakta hukum, BECKKEIT adalah pemilik saham. 

' 
Bahwa kemudian fakta hukum juga menunjukan Terlapor baru meminta 

izin dari PcngadHan Negeri Jakarta Barat 5 {lima) bulan setelah suratnya kepac..lo 

Yan Apul & Rekan yang menyatnkan bahwa BECKKETT sebagai bukan pihak 

yang bcrkepentingan langsung. 

Bahwa sehubungan dengan hnJ terscbuts kaml mengajukan Japoran Jni 

dan mohon pemeriksaan terhadap dan menyatakan Teriapor: 

L Melanggar Peraturan Jabat.an Notaris (5.1860-3) khususnya terhadap 

Sumpah/Janji Jabatan se:b.lgalman~ dimaksud dalam Akta Pasal17 dengnn 

tidak me:njalankan jabatan secara jujur~ seksama, mandiri dan tidak berpihak 

dan Pasal 40 dengan tindakan menolilk membcrikan Akta kepada pihak 

yang berkepentiOgan (BECKKETI)F ahm dengan setelah bcrlakunya 

Undang-Undang No.30 Talmn 2004 Tentang j:abatan Notaris, mdanggar 

Pasal4, Pa.sal16 huruf (a), dan Pasal54. 
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2. Melanggar Kode Etik lkatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 mengenai 

Kewajiban yang harus clilaksnnakan Notaris dan Pasal 4 mengenai Larangan 

bagi Notilris. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pdapor telah mengajukan permohonan 

kepada Majeiis Pengawas Wilayah dan/atau Pengurus Pusat lkatan Notaris 

Indonesia sesuai kewenangan yang dimiliki untuk selama Laponm dan 

Pennohonan Pemeriksaan ini sedang berjalan menjaruhkan sanksi 
,• ) 

pem~rhentian semetltara dengan tidak hormat. Da1a,rri hal Majelis Pengawas . . 

Wilayah dan/ a tau Pengurus Pusat l~atan Notaiis Indonesia mempunyai 
-·~-·· -- -

pertimbangan lain~ mohon pertj,mbangiln yang seadi1-adilnya. 

Menimbang,. bahwa pada t;mggal 6 oktober 2005 Terlapor teJah dldengar 

keterangannya oleh Tim Pemeriksa sebagai berikut: 

Berdasnrkan surat permohonan yang telah disampaikan kcpada Terfapor 

oleh Pengacara Pelapor yaitu Yan Apul & Rekan pada tahun 2003 dan Otto 

ComeJis Kaligis pada tahun 2005, yung pada intinya adalah pcrmohonan 

Terlapor untuk menerbitkan atau membcrikan salinan Akta~Akta ttntara lain 

No.l7 s/ d 24 yang kesemuanya tertanggal15 Pebruari 2002 yang dibuat oleh 

Terlapcr berkaitan dengan eksekusi gadai saham an tara lain mlUk BECKKEIT 

(hanya Akta-Akta No. 21 dan No. 22) olch DEUTSCHE BANK 

AKTJENGESELLSCHAFT. Atas dasar hal tersebut Terlapor telah meminta 

tanggapan kepada pihak yang berkepentinegan langsung atas permohonan dari 

pihak pengacara BECKKETT dan mendapatkan tanggapan bahwa seluruh 

pihak-pihak yang berkepentingan langsung teiah menolak untuk rnemberikan 

izin kepada Tcrlapor, untuk mcnertibkan saHnan Akta-Akta dimaksud. Hal ini 

telah disamp.aikan Terl.:ipor kepada para pengacara B£CKK£1T. 
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Bahwa secara kronologis, antara lain BECKKEIT telah memberi.kan 

jaminan berupa gadai <ltas snham miliknya, tc:rmasuk kuasa penuh untuk 

mcnjual, kcpada DEUTSC!-!E BANK AKTIENGCSELLSC!-!AIT sebagaimana 

telah dinyatakan dalam Akta gadai s;;oham. Kuasa tersebut dapat segera 

dilaksanakan jika terjadi ddera janji, tanpa memperoleh suatu perrnintaan 

untuk pembayaran atau pemberHahuan maksud dan tanpa memperoleh suatu 

penetapan.. putusan a tau legitimasi dari Pengadilan manapun, seluruhnya tidak 

dapat dibalalkan dan tanpa syarat menghapus, dengan segera atau pada waktu 

lainnya yang ditentukan s:endiri oleh DEUTSCHE BANK 

AKTIENGESELLSCHAIT untuk menjual seluruhnya atau sebagi;m secara dj 

muka umum a tau di bawah tnnga:n. 

Bahwa atas dasar g<Jdai saham tcrsebut, bcrikut kuasa yang telah 

diberikan kepadanya, DEUTSC!-!E BANK AKTIENGESELLSC!-!AFT 

melaksanakan hak tJntuk melaksanakan eksckusi gadai S<lham secara juaJ bcl.i. 

Untuk kcperluan haknya berdasarkan Akt.a Grulni Saham, BECKKETT te)ah 

memberik<.1n kewenangan dan kuasa penuh yang tidak dapat dibatalkan dan 

tanpa syarat kepada DEUTSCHE BANK AKTJENGESELLSCHAIT dan kuasanya 

untuk menyeiesaikan dan me!aksanakan tujuan tersebut dan untuk 

melaksanakan dan meiakuknn setiap dan seluruh lindakan yang dianggap 

perlu oleh DEUTSCHE BANK AKTIENG£SELLSCHAFT atau pihak Jain yang 

diperlukan <ltau pada waktunya untuk mclaksanakan eksekusi hak-haknya 

tersebut. Oleh karenanya, da1am pemikiran saya, bila BECKEIT teiah 

memberikan kuasanya kepada pihak tertentu untuk menjual, da)am ha1 ini 

DEUTSCHE BANK AKTJENGESELLSCHAFT berdasarkan Akta Gadai Saham, 
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apakah diperlukan lagi kuasa lain lagi, dalam hal ini adalah para pengacara 

BECKKETT?. 

Bn.hwa pihok Pcngm:ara tclah mcm~)joknn Tcrlapor :>¢ria tcrus-mencrus 

meminta Terlapor untuk menyerahkan atau menerbitkan salinan Akta·Akta 

tersebut. Atas tindakan inl kernudian Terlapor meminta pendapat dari Kehla 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Pengawas Notaris, dan melalui 

suratnya pada tanggal 16 Oktober 2003 telah dijawab bahwa tindakan yang saya 

Jakukan untuk lidak membcrikan akta-akta dimaksud adalah teiah sesuai 

dengan Peraturan jabatan Notaris sert<l tidak melanggar Kaidah dan Norma 

Etika sebagai Notaris. 

Bahwa pihak Pengacara"telah memiliki fotokopi dari SaHnan Akta-Akta 

dlmaksud dan sebetulnya mereka juga mengetahui siapa p.ihak yang telah 

menjual saham Kliennya. Keberadaan Terlapor, untuk tidak memberikan 

Salinan AktawAkta dimaksud ada1ah semata-mata menjaga tegaknya profesi dan 

sumpah jabatan TerJapor sebagai Notatis, untuk tidak membcri.kan salinan akta 

kepada slaptipun, kecuali hanya kepada pJhak-pihak yang berkepentingan 

langsung. Terlapor berkewajiba:n merahasiakan segala sesuatu rnengenai akta 

yang dibuatnya dan segala keterangnn yang diperoleh guna pembuatan akta 

sesuai dengan p!hak yang berkepentingan adal.ah para pihak yat~g hadir 

langsung dihadapan Teriapor, dan katcnanya hanya merekalah yang berhak 

atas salinan akt<H:)kta dimaksud dan/ a tau pihak ynng diber.ikan kuasa oieh 

pihak yang 1angsung tercantum dalam Akta. 

Bahwa Profcsi dan Sumpah Jabatan Ter1apor sebagai Notaris wajib 

dilindungi Undang-Undang demi terciptanya kepastian hukum. 

I 
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Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2005 Pelapor telah didengar 

keterangannya oleh Tim Pemeriksa sebagai berikut: 

Bermula dari adanya hutang piutang, dimana DEUTSHE BANK 

AKTIENGESELLSCHAFT, seJaku Garantor atau pemberi Gadai unhtk menjamin 

pengembalian pinjaman (loan). Puda saat masih Ualam negosiasi tiha-tiba 

BECKKETT diberitahu, bahwa saharnnya telah d.ijual secara dibawah tangan 

olch DEUTSCHE BANK AKT!£NGESELLSCHAFT yang waktu itu diwaki!i oleh 

Amir Syamsudin, SH. sebagal kuasa hukumnya,. ada 12 {dua belas) Penetapan 

yang dikeJuarkan Pengadilan Negeri jakarta Selatan Tahun 2001; yang 

membc.t~arkan jual bell secara dibawah tangan tersebut. Oteh karenanya 

BECKK£IT setaku pemilik saha~ yang dijual per1u rnengetahui sahamnya telah 

dujual kepada siapa? {Bukti Pcnetapan lerlampir). 

Bahwa BECKKEIT mcngajukan pennohonan penetapan kepada 

Pengadilan Tinggi Jakilrta Selatan, dan poslsi terakhir Pcngadilnn Tinggi Jakarta 

membatalkan putusan Pengadilan Ncgcrl ]ilkarta Selatan tersebut (Bukti 

Pcnetapan Pengadilan Tinggi Jakarta Terlnmpir). 

Adapun hubungan Notaris Umiawan Dcktit Supatmo, SH. dengan 

Pengacara Amir Syamsudin, SH, yai~u sehubungan dengan Penetapan yang 

dikeluarkan Pengadilan Negeri jakarta Selatan Nomor 33 sampai dengan 

36/l'dt.P/2002/PN.jak.Sel. dan tcntunyo tclah diterbitkan 8 (delapan) Akta dari 

Notaris yaitu: 

1. Akta Nomor 17, tanggall5 Pebruari 2002; 

2. Akta Nomor 18, tanggal15 Pebruari 2002; 

3. Akta Nomor 19, tanggal15 Pebruari 2002; 

4. Akta Nomor 20, tanggal15 Pebruari 2002; 
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5. Akta Nomor 21, tanggall5 Pebruari 2002; 

6. Akta Nomor 22, tanggal15 Pebruari 2002; 

7. Akta Nomor 23, tanggal15 Pcbruari 2002; 

8. Akta Nomor 24, tanggallS Pebruari 2002. 

Akta~Akta terscbut tcrkait dengan Aktu Bcrita Acara Eksekusj Gadai Saham dan 

Akta Jual Beii Saham miiik llECKKETT yang seharusnya pcnjualannya melalui 

"Public Sate>~ karena kepentingan BECKI<E£1 juga harus dilindungL 

Bahwa atas dasar hal terscbut, maka Peiapor telah meminta kepada 

Terlapor C~gar menerbitkan dan memberikan kepada Pelapor salinan dari 8 

(delapan) Akta sebagaimana dimaksud, namun jawaban dari Terlapor sesuai 

dengan surat yang dikirimkan"kepada Pel.apor adal::~h bahwa tindakan untuk 

tidak memberikan salinan Akta sebagaimana dimaksud adalah benar, karena 

tclah sesuai dengan Per.aturan jab.ntan Noturis, hal ini berdasarkan atas 

Penetapan Pengadilan Ncgerl Jakarta Barat. 

Bahwa Tcrlapor sedemikian rupa teiah melakukan tindakan 

menghalang-halangl dan/atau menunjukan keberpihakan dan/atau secara 

bersama-sama pihak yang disebutkan oleh Notaris sebagal "'pihak-pihak yang 

berkepentingan". 

Bahwa BECKKETT adalah pihak yang paling berkepentingan dengan 

Ekseku&i Gadai saham miliknya. Namun, BECKKETT tidak dapat rnemperoJeh 

Akta-Akta sebagaim~ma djma.k$ud da!am 8 (delapan) Akta terscbut. Dan kami 

menganggap bahwa tindakan Terlapor merupakan tindakan yang tidak 

berdasar. Oleh karena itu Peiapor menghendakl Tcrlapor mau memberlkan a tau 

menerbitkan Akta-Akta dimaksud kcpada Pelapor sebagai kuasa BECKK£1T. 

. 
' ' 
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' 
Mcnimbang. bahwa terhadap laporan/pengudunn terscbut, Majdis 

Pcngawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, telah mengambil putusan, yaitu 

putusannya tanggal22 Maret 2006 No.Ol/LM/lll/2006 yang amarnya berbunyi: 

1. Menyatakan Pelapor merupakan pihak dalam akta/pihnk yang 

berkepentingan langsung dalam Akta Nomor 21, tangg;al 15 Pcbruari 2002 

dan Akta Nomor 22, tangal 15 Pebruari 2002 yang kedua akta tcrsebut 

dibuat dihadapan/ ofeh Teriapor. Sednng terhadap akta-akta yang lain 

sebagai berikut: 

a. Akta Nomor 17, tanggal15 Pcbruari 2002; 

b. Akta Nomor 18, tangga115 Pebruari 2002; 

' 
c. Akta Nomor 19, tanggallS Pebruari 2002; 

d. Akta Nom or 20, tJnggal15 Pcbruari 2002; 

e, Akta Nomor 23, tanggall5 Pebruari 2002; 

f Akta Nomor 24, tanggallS Pcbruari 2002; 

Pelapor bukan pihak dalam akta. 

2. Terlapor dapat mengeluarkan Sallnan Akta BerHa Acara Eksekusi Gada) 

Saham dan Akta Juai Beli .saham tersebut kcpadn Peiapor yaitu Akta Nomor 

21, tanggallS Pebruari 2002 dan Akta Nomor 2.2_ tangga115 Pebruari 2002 

yang kedua akta tersebut dibuat oleh/ dihadapan Terlapor sesuai k~tentuan 

Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tent;mg Jabatan Notaris. 

Menimbang. bahwa atas putusan tersebut di atas, Terlapor tclah 

memohon pemeriksaan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris di 

Jakarta, melaiul Majclis Pengawils Wilayah Notaris DKl Jakarta yang 

disampaikan kepada Maje!is Pengawas Pusat Notaris pada tanggal 09 Agustus 

2006 dengan surat tanpa nomor dan tanpa tanggal, beserta memori banding 
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Terlapor/Pembanding, tercatat dalam register Nomor M-

Ol.Banding/Vlll/2006, tangga! 09 Agustus 2006. 

Mcnimbang. bahwa memori banding dari Terlapor/Pembanding adalah 

meno1ak Putusan Majelis Pengawas Witayah Notaris DKl Jakarta Nomor 

01/LM/IU/2006 tanggai 22 Maret 2006, dcng.:m alasan~alasan sebagai berikut: 

1. Bahwa Pembanding telah menerim<t Pemberitahuan Putusan d.an Salinan 

Rcsmi Putusan No.Ol/LM/I!J/2006 tanggol 22 Maret 2006 pada hari jum'at 

tanggal 21 Ju!i 2006. 

2. &hwa Pembanding tclah mcngujukan banding pacla hari Kamis, tanggal 27 

Juli 2006, dengan demikian permohonan bnnding tersebut tclah diajukan 

menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) 

hari kalender terh.itung scjak putusan diterima berdasarkan Pasnl 33 

Peraturan Menteri Hukum dan Hnk Asasi Manusiil m No.M-{)2.PR.OS.10 

Tahun2004. 

3. Bahwa Memori &nding ini diajuk;m Pembanding pada tanggal 4 Agustus 

2006 sehingga masih dalam tenggang waktl.l 14 (em pat belas) hari kalender 

terhitung sejak banding dinyatakan, 

4. Bahwa Memori Banding ini t!iaj1,1kan berkaitan dengan adanya Putusan 

Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKl Jakarta Nomor : 01/LM/IH/2006 

tanggal22 Maret 2006 yang amarnya seb01gai berikut: 

1) Menyatakan Pe1apor metupakan pihak dalam akta/pihak yang 

berkepentingan langsung dalam Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 

2002 dan Akta Nemer 22; tangal 15 Pcbruarl 2002 yang kedua akta 

tersebut dibuat dihadapan/oleh Teclapor. Sedang terhadap akta-a.kt<1 

yang lain sebngal berikut: 
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a. Akta Nomor 17, tanggallS Pebruad 2002i 

b. Akta Nomor 18, tanggal15 Pebruari 2002; 

c. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pt.!bruad 2002; 

d. Al<ta Nomor 20, tanggaf 15 Pebruari 2002; 

e. Akta Nomor 23, tanggal15 Pebruari 2002; 

f. Akta Nomor 24. tanggal 15 Pebruari 2002; 

Pelapor bukan pihak dalam akra. 

2) Terlapor dapat mengeluarknn Salimm Akta Berita Acara Eksekusl Gadai 

Saham dan Akta )ua1 OeH saham tersebut kepada Pelapor yaitu Akta 

Nomor 21, tanggal 15 Pcbruari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 

Pebruari 2002 y<.m.g kedua akta tersebut dibuat o1eh/dihadapan Terlapor 

scsuaJ kelentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

Ten tang Jabatan Notaris. 

5. Bahwa Terbanding (maksudnya Terl<lporjPembandiflg) menerima Surat 

Panggilan dari Mnjelis Pengawas Wilayah untuk hadir didengar 

keterangannya me!alui Surat Panggilan Nomor W'l.UM.Ol.l0-623.2005 

tertanggal 6 Mei 2005 yang didasarkan Sur.at Laparotn Tcrbmding 

No.385/0CK.Ill,l2005 tertanggallOMaxet 2005. 

6. Bahwa Terbandtng (maksudnya Tedapor{Pembanding) kembali ~cnerima 

Surat Panggilnn dari Majelis Pengawas Wiiayah untuk hadir dan didcngar 

keterangannyn melaiui Sural Panggilan Nomor W7.UM.01.10~1829.2005 

tertanggal 30 September 2005 yang didasarkan Surat Laporan Terbanding 

No.385/0CK.IIJ,I2005 tertanggallD Maret 2005. 

7. bahwa pada haiaman 2 putusan tentang pokok pennasalahan a11gka I 

Romawi disebul:kan: 
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"Ba!Jwn PELAPOR deugrm sural lnpcrmtnyti lerttmggnl 10 Maret 2005 

No.J85/0CK.Iil/2005perilta11nponm .. ,,, .... (dsl)". 

Bcrdasarknn hal tcr;:;.cbut makil Jasar adnnya laponm aJalah Surat Pclapor 

tertanggal 10 Maret 2005. 

8. bahwa pada halaman 7 putusan angka Romawi III di.sebutkan: 

"baJmJO. pada tanggal 6 OkWber 2005 PELAPOR telah didengnr kdem.ngamrya aleh 

Tim Pemeriksa .. , ... (dst);" 

9. bahwa pemeriksaan pada wnggal 6 Oktober 2005 tersebut didasarkan atas 

sural Panggilan No. W.7.UM.01.10-1829.2005 tertanggal 30 September 2005 

yang didasarkan Surat Laporan Terbanding No.l355/0CK.VH tertanggal26 

juli 2005; 

Berdasi'!rkiln hal~hal diatas, maka terlihat Majelis Pengawas Wilayah telah 

keliru membuat puh..tsan didasad oleh keter<mgan-keterangan Pembanding 

dan Terbanding berdasarkan 1aporan Terbnnding tertanggaJ 26 Juh 2005 

padahal Majelis Pengawas Wilayah sendiri menyatakan bahwa putusan 

didasarkan laporan Terbanding tanggal10 Maret 2005. 

10. Bahwa surat panggilan tidak memenuhi syarat administrasi. Surat panggilan 

pertama yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada 

Pembanding dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal 

pemeriksaan yaitu tanggal 6 Mej 2005 namun faktanya sur.at panggihm 

tersebut Pembanding terima pada tanggal4 Mei 2005. 

11. Bahwa berdasarkan kctentuan Pasal 22 ayat {2) Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-02.PR.08.10 Tahun 

2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, 
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' 
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tnta Cara Pemcdksaan Majelis 

Pengawas Notaris ("PERMEN") disebutkan bahwa: 

"pemtwggilar: dilakukan deugan sumt oie!J sekrelaris dalam ltlflktu paling lnmbal 5 

Pemanggilan Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pembanding tidak 

dilakukan berdasarkan ketentuan yang berl<:tku yaitu paling lambat 5 (lima) 

hari kerja sebclum sJdang dllakuk;m. Hal jnj menunjukkan proses 

pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Wilayah tidak memcnuhi 

syarat administrasi yang berlaku dom tcrkcsan s.1.nga1 tergesa-gesa. 

12. Bahwa Pembanding tidak pemah menerima surat lnporan Terbanding. 

Bahwa apabila terdapat pC'ngaduan atas dugaa,n terjadinya Pelanggilran 

Kode Etik Notaris atau pelanwran pc-lnksanaan jabatan Notar1s atau 

pelanggaran lainnya yang dilakukan seorang Notaris~ seharusnya Majelis 

Pengawas Wilayah mcmpertemukan atau sekurang-kurangnya memberikan 

inlormasi kepada Notaris yang bersangkutan tentang adanya pengaduan 

tersebut guna pembela;m dlri Notaris yang bersangkutan. 

13. Bahwa dalam hal lni Pembanding berlruk melakukan pembelaan diri atas 

dugaan yang telah disampaikan olch Terbanding baik pada saat 

disampaikannya laporan awal maupun pada saat Terbanding/Pelapor 

memberikan keterangan dimuka Majel1s Pengawas Wilayah. Hak untuk 

melakukan pembelaan diri tersebut telah diatur dalam pasal 74 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN") 

yang berbunyi: 

"'Nofaris berltak unluk meml,ela diri daltwt pemeriksatm dah1rn sidang Mnjelis 

Pengawas WUaynlr". 
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Faktanya Pembanding tidak petnah mengetahui apa yang menjadi 

keinginan T crbanding selaku Pclapor~ apakah mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan pasal 21 ayat (2) atau pasal 21 ayat (3) PERMEN serta 

apa yang menjadi dasar laporannya tersebut mcngingat Pembanding tidak 

pernah memperoleh tcmbusan surnt yang disampaikan kepada Majelis 

Pengawas Wilayah atau informasi lairmya. 

14, Bahwa pcmeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Wilayah melewati 

batas waktu 30 (tiga puluh) hari kaJender. Bahwa laporan yang diajukan 

Terbanding tanggal 10 Maret 2005 langsung kepada Majelis Pengawas 

Wilayah karena pada wakhl laporan diajukan ~·1ajeHs Pengawas Daerah 

' 
bclum terbentuk. sehingga · menurut Pasal 38 PERMEN rnemgenut adanya 

laporan tersebut tugas d<Jn kewenangannyu dilaksanakan oleh Majclis 

Pengawas Wilayah. 

15. Bahwa dalarn hal melaksanakan tugas dan kewenangan MajeHs Pengawas 

Daerah, maka acara pemeriksaan juga seharusnya sesuai dengan acara 

pemeriksaan Majelis Pengawas Dilerah yang itu sudah memeriksa laporan 

tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Japoran diterima dan 

sudah harus menyelesaikan pemeriksaan dan mengcluarkan putusannya 

dalam jangka waktu 30 harl kalender sejak laporan diteri~ sesuai 

ketentuan Pasal26 ayat (4) PERM EN ynitu: 

"Putusan diucapkan dalam jmrgka 111flklu pali1lg 1nmba130 (lig11pulul1) Jmri knlendcr 

Faktanya pcmeriksaan terhadap Pcmbanding di Majelis Pengawas Wilayah 

ternyata memakan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan yaitu sejak 

laporan Terbanding tanggai 10 Maret 2005 sampai putusan dari Majelis 
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' 

Pengawas Wilayah tertanggal 22 Maret 2006.Dengan demikion terbukti 

bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Wilayah 

terhndap Pembanding tclah mclewuti jangka waktu yang ditcrttukan. 

16. Bahwa salinan Putusan Majelis Pengaw<:~s Wilayah dilaparkan kepada 

Pembanding melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalcnder. 

Bahwa berda.sarkan Pnsal 27 ayat (5) PERMEN, Salinan Putusan Majclis 

Pengawas Wilayah dilaporkan kcpadu Mentl!ri, pelapor, tedapur, Majclis 

Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Jkatan Notaris Indonesia dalam 

jangka waktu paling lambat 30 (tiga pufuh) hari kalender tcrhitung sejak 

putusan diucapkan. Dcngan demikian saiinan putusan Majelis Pengawas 

' Wilayah terhadap Pembanding tertanggal 22 Maret 2006 seharusnxa telah 

diterima oleh Pembanding paling lambilt tungg:at 22 AI2ril 2006, namun 

faktanya salinan putusan baru diterima Pcmbanding tanggal 21 Juli 2006 

yang berarti 4 bulan sctelah putusan dibacakan. 

17, l<eputusan Majelis Pengawas Wilayah bertentangan dengan surat 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bahwa Pembanding telah meminta 

pendapat PengadHan Negeri Jakarta Barat sebagai Pengawas Notaris 

melalui surat tertanggal 16 Okt_ober 2003 mengenai apakah tindakan 

Pembanding yang menoJak untuk memberikan akta-akta yang diminta 

Terbanding merupakan pelanggaran terhadap kaidah dan norma etika 

profesi Notaris. 

18. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2003 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

membalas surat dari Pembanding rnelalui suratnya Nomor 

W7.Db.Hk0U0.4119/2003 yang menjelaskan bahwa tindakan Pembanding 

yang tidak memberikan akta-akta xang diminta olch Terbanding telah sesuai 
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' 
dengan Peratutan Jabatan Notaris di Indonesia, serta tidak meJanggar 

kaidah dan Norma Etika Profesi Notaris. 

Dengan demiklan kcputusan Majclis Pcngaw<Js Wilnyah jelas bertentangan 

dengan surat dari Ketua Pengadilan Negcri Jakarta Barat selaku Pengawas 

Notaris berdasarkan Keputusan Bers<:~ma Ketua Mahkamah Agung dan 

Menter! Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 

tentang Tata Cara Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris yang merupakan 

ketentuan hukum yang berlaku sebelum berlakunya UU]N. 

19. Bahwa terhadap pokok persoa1an yang diajukan Terbanding telah diperiksa 

dan diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakart!i Barat selaku 

Pengawas Notaris, berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah 

Agung dan Mcntcri Kehakiman Rcpublik Indonesia Nomor 

KMA/006/SKB/VII/1987 tentang T<tta Cara Penindakan dan Pembelnan 

Diri Notaris yaitu melalui suratnya Nornor W7.Db. Hk04.10.4119/2003 

tertanggall6 Oktober 2003. 

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasa! 16 UU No. 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris {"'UU}N") Notarls dalam mcnjalankan jabatannya 

berkewajiban antara lain: 

a. bertindak jujur, seksama1 mandiri, tidak berpihak.. dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. 

b. merahasiakan segala sesuatu mengcnai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pernbuatan akta sesuai dengan 

surnpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan Jaln. 

21. Bahwa pada bagian Penjelasan pada PasaJ 16 UUJN hurui e Notaris 

berkewajiban untuk merahasiakan segala sesua!:u yang berhubungan 
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dengan akta dan surat-surat lainnya untuk melindungi kepentingan scmua 

pihak yang terkait dengan akta tersebut. 

22. Bahwa kcwajiban untuk mcmhasiakan .segala S¢~uatu mengcnai akta yang 

dibuat Notaris juga sesuai dcngan ketentuan · pasal 4 UUJN mengenai 

sumpa.h/janji jabatan yaitu: 

"Bafmlll saya nkn11 memJursinknu isi akla drm kcterrmgnn yang diperoleh dnlam 

pelaksnnann jabatnn snytt". 

Atas dasar tersebut maka sudah menjadi kewajiban apabila Pembanding 

merahaslakan segaJa sesuatu mcngenai nkta yang Uibuatnya berdasarkan 

ketentuan undang-undang dan karena tcrikot surnpilh jabatan dem.i 

-meHnduogi kepentingan se!nua pihak yang terkidt dengan akta tcrscbut. Hal 

ini bertujuan untuk men<cgah segala bcntuk penyalahgunaan baik terhadap 

akta itu sendiri maupun terhadap isinya~ juga Jemi mendptakan kepastian. 

ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam 

akta serta pertanggungjawaban kepada Tuhan YME terhadap sumpah yang 

telah diucapkan. 

23. Bahwa Terbanding tidak mempunyai kepentingan atas akta. Bahwa 

Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah 

pada halaman 12 putusannya yang menyatakan bahwa BECKKEIT 

(Terbanding) adalah pemi!ik dari sah.nm~saham yang dijual berdasnrkan 

akta Nomor 21 dan Nomor 22 sehingga berdasarkan ,Pasal 54 UUJN 

Becckkett adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam akta~akta 

tersebut. 

24. Bahwa berdasarkan ketcntua.n Pasaf 54 UUJN Notaris hanya dapat 

memberikan~ memperlihatkan, memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan 
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akta atau kutipan akta kepada orang yang berkcgentingan Jangsung pada 

aktn, ah1i waris, atau orang yang memperoleh hak, kccuali ditentukan lain 

oleh peraturan .P£:t'unda:ng-undan,g.an. 

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 43 UUJN yang dimaksud dengan" 

pihak yang berkepentingan"' <ldal~b v.cnghn:dap atau pihak yang diwakili 

oleh ~nghadap. 

25. Bahwa Tim Kesatuan Sikap dan Pemahaman Dalam Pelaksam.um Undang-

Undang )abatan Notaris berdasarkan SK PP-INI Nomor 333/SK/ll/2005 15 

Pebruari 2005 juga telah membuat kesepal<atan bersama padn tanggal 30 

Juni 2005 bahwa yang dimnksud dengnn pihak yang berkepent\ngan 

langsung pada akta adalah: 

J) Untuk diri sendiri yaitu yang langsung menandatangani dan mcnjadi 

pihak dalam akta atau yang memperoleh hak atau penggantinya. 

2) Un.tuk pihak yang diwakili dalam akta baik berupa badan maupun 

3) Penerima kuasa yang menandatangani akta dan dalam kuasanya disebut 

boleh mengambil salinan akta. 

4) Pihak yang merninta dibuatkan ~kta, khususnya untuk akta relas. 

Oengan dernikian oleh T erbanding tidak memenuhi syarat yang di~ntukan 

oleh ketentuan hukum tentang "pihak yang berkcpentingan", rnaka 

permintaan dari Tcrbanding untuk menerbitkan atau memberikan salinan 

Akta yang dibuat oleh Pembanding jelns dilarang oJeh undang-undang. 

26. Bahwa pada uwalny$ Beckkett (Terbanding) tclah menjadikan saham 

miliknya sebagai jaminan hutang berupa gadai saham dan menjadikan 

DEl.ITSCHE BANK AKTIENGESELlSCHAFr sebagai pemegang hak gadai. 
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Sehagaimana telah dinyatakan dalam akta gadai saham, DEUTSCHE !lANK 

AKTIENGFSELLSCHAFr se!aku l"'mcgang hak gadai daEat menjual 

seiuruh atau sebag.ian saham tcrscbut, tanpa pcrlu suatu permintaan atau 

ge:rmohonan terlebih dahulu apabHa debitur cidera janji. Dengan lain 

perkataan Pemegang Gadai dcngan atas kekuasaan sendiri (Hak Pemegang 

Gadai untuk menjuai barang gadai tanpa title eksckutorial disebut PARATE 

EKSEKUSI). Pemesang gadai berdasarkan Parnte eksekusi menjual barang 

gadai seakan~akan seperti menjual barangnya sendiri. Pemegang Gadai 

dengan ha\< tcrsebut mem_Qunyai sarana pens;ambllan nelunasan ):ang: 

dlsederhanakan dan di_£'!ermudah. 

27. Bahwa atas permohonan y3ng telah disampaikan kepada Pernbanding olch 

pengacara Terbanding yaitu Yan Apul & Rekan pada tahun 2003 dan Otto 

Cornelis Kaligis pad.il tahun 2005 yang memohon Pemhanding untuk 

menerbitkan atau mernberik;m salinan Akta-akta antnra lain No.l7 sf d 24 

yang semuo.nya tertanggal 15 Februad 2002 yang dibuat oleh Pembanding 

berkaitan dengan eksekusi gadai saham oleh DEUTSCHE BANK 

AKTIENGFSELLSCHAFf, Pembanding telah meminta tanggapan kepada 

pibak yang berkcpentingan langsung atas akta~akta tcrsebut sesuai 

ketentuan yang berlaku. Dan temyata pihak-pihak yang berkepentingan 

langsung tersebut yaitu DEUTSCHE BANK AKTlENGFSELLSCHAFr, PT 

MULHENDJ SENTOSA ABADI, PT AKAB!LURU, dan PT D!ANL!A 

SETY AMUKTI tidak membedkan izin kepada Pembanding untuk 

menerbitkan saHnan a.kta~akta dhnaksud kepada Terbanding. 
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2!1. Ba11Wa berdasarkan ketentuan Pasa166 UU)N dalam hal untuk kepentingan 

proses peradilan, pcnyidik, penuntut umum, atau hakim dengan 

pcrsctujuan Majelis Pcngawa~;. Dacl'<th. bt.:rWl.'JWng untuk: 

1) Mengambii fotokopl Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan 

pada Minuta akta nta.u Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, 

2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemcriksaan yang berkaitan 

dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam 

penyimpanan Notaris. 

3) Pengambilan fotokopi Minuta <1kta atau surat-surat dibuat berita acara 

penyerahan. 

Dengan demikian oleh karena Pcmbanding tidak mcmperoleh izin dad 

pihak yang berkepcntingan atas akta-akta tersebut kepada Terbanding. 

Bahkan untuk kepentingan proses peradilan·pun Notaris hanya dapat 

memberikan fotokopi akta saja, jika dimintakan oleh penyidi.k,., pcnuntut 

umum, atau hakim. 

29. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah melebihi wewcnang da1am memeriksa 

pengaduan/.laporan dan daJam menjatuhkan putusan. Bahw<t laporan yang 

diajukan o1eh Terbanding/Pe!apor ke Majelis Pengawas Wilayah adalah 

memohon supaya dilakukan pemeriksaan terhadap dan me~yatakan 

T erlapor (Pembanding): 

1) Meianggar Peraturan Jabatan Notaris (5.1860·3) khususnya terhadap 

SumpahiJanji Jabatan s:ebagalmana dimaksud dalam Akta Pasal 17 

dengan tidak menjalank;m jabatan secara jujur, seksama, mandid dan 

tidak berpihak dan PasaJ 40 dengan tindakan menoiak memberikan akta 

kepada pihak yang berkepentingan,. lltau dengan setelah berlakunya 

I 

I 

Interpretasi Orang..., Rhea Damara, FH UI, 2009



24 

Undang~undang No.30 tahun 2004 tentang' Jabatan Notaris, melanggar 

Pasal4, Pascl16 huruf (n), dan Pasal54. 

2) Melanggar Kode: Etik lkatan Notarls Indonesia khususnya Pasa1 3 

mengenai Kewajiban yang horus dilaksanakan Notal'is dan Pasal 4 

mengenai Lanlngan bagi Notari.s, 

De.ngan mclihat dan mcmbandingkan isi laporan Tetbanding dan putusan 

dad Majelis Pengawas Wilayah terlihat jelas bahwa isi ,eutusan Majelis 

Pen~awas Wilavah melebihi dari aga yang dilaporkan dan diminta oleh 

Tcrbanding. Tuduhan Pelapor a"dalah pelanggaran Peraturao Jabatan 

Notilris dan Pelanggaran Kode Etik, namun MajeUs Pengawas Wiloyah 

bukannya memberikan perfflgatan atau ~anksi tapi justru memutuskan 

bahwa Pelapor merupakan Pihak d01lam aktn dan menyntakan bahwa 

Tcrlapor dapat mengeluarkan salinan Akta kepada Pelapor yang fi) tidak 

pcmah dimintakan oleh Terbanding, dan (ii) jelas merupakan suatu 

\ .. 
"hukumanLsanksi" bngi pihak·pihak lain (pihak ketiga) yaitu DEUTSCHE 

BAN!< ARTIENGESELLSCHAFT, PT MULHENDI SENTOSA ABADI, PT 

Al<ABILURU, dan PT DlANUA SETY AMUKTI. 

30. Bahwa berdasarkan Pasal 70 UUJN kewenangan Majelis Pengawas Daerah 

antara Jain : 

1) Menyelenggarakan sidang untuk memcriksa adanya dugaan 

pelangganm kode etik Notaris atau peJanggaran pelaksanaan jabatan 

Notaris; 

2) Mener.ima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugD<m 

pelanggaran kode etik Notaris atau pehmggaran ketentuan dalam 

I 
Undang-undang ini. 
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Sedangkan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan Pasal 73 

UUJN antara lain sebagai berikut: 

l) Mcnyclcnggarakan sldang: untuk mcmcriksa dan mcngambi! kcputusnn 

atas laporan masyarakat yang disampaikan mcialui Majclis Pengawas 

Wilayah; 

2) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan 

di atas; 

3) Memberikan sanksi bcrupa teguran lisan (!tau tertulis; 

4) Mengusulkan mcmberikan sanksi terhadap Notaris kepa.da Majclis 

Pengawas Pusat beru pa : 

' 
-pemberhentian semcntara 3 {tlga) bulan sampai dengan 6 (cnam) bulan 

atau; 

~pemberhcntian dengan tidak hormat. 

Bcrdasarkan kctetuan tcrsebut Majelis Pcngawas WHayah betwenang 

untuk menjatuhk.an sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan jabatan Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas 

Wilayah ini diketahui o!eh Terbanding yang dnlarn lapomnnya tidak 

meminta haJ~hal diluar pclangg~ran kode etik Notaris, namun temyata 

·,·~, Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan tcguran atau sanksi tapi 

justru memerintahkan ' . . 
Nolaris untuk menyerahkan akta yang 

dibuatnya dan bahkan menciptakan suatu keadaan hukum baru 

dengan adanya amar putusan yang menyatakan Terbanding sebagai 

Pihak dala:m Akta! 

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas terbukH bahwa sepanjang 

pemeriksaan Pembanding oleh MajeHs Pengawas terdapat ban yak hal-hal yang 
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bertcntangan dengan ketentuan yang beriaku antara lain Pasal 4, Pasal 16 Ayat 

{1) huru! c dan Pasal 54 UUJN dan PERMEN serta bertentangnn dengan 

Kesepakatn.n Bcrs.<nul Tim Kcsatu.:~n Sikap J;;m Pcrnahoman dalan1 Pclnksanaan 

UUJN 

Dengan demikian Pembanding rnohon kcpada Majelis Pcngawa$ Pusat 

yang memeriksa perkara ini untuk mengeluarkan puhxsan sebagal bcrikut: 

1. Menerima permohonan banding darl Pembanding; 

2. Membatalkan Putusan Majelis Pengawas WiJayah Nomor. 01/LM/III/2006 

tanggal22 Mace! 2006; 

3. Menyatakan bahwa Pemba~ding tidak melanggar UU No. 30 Tahun 2004 

ll?.fltang Jabatan Notaris dan Kode Etik lkatan Notaris Indonesia; 

4. Menyatakan f>ahwa tindukan Pcmbanding dengan tidak mcmberikan 

saHnan akta yang dibuatnya kepada Terbanding sudah tepat dan sesuai 

dengan Surat Ketua Pengodiian Negeri Jakarta Barat Nomor 

W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 te't.mggall6 Oktober 2003 dan Undang-Undang 

Jabatan Notaris menglkat Terbanding (Beckkett) bukanlah pihak yang 

berkepentingan langsung pada akta. 

Atau apabila Maj<:lls Pengawas Pusat berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil~adilnya {ex nequa et bono); 

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mnjelis Pengawas WHayah DK.I 

Jakarta Nomor : 01/LM/lll/2006, tanggal 22 Maret 2006, Pelapor tidak 

menyampaikan kontra memori banding untuk menanggapi memori banding 

dari Terlapor, tetapi PclapOr mengajukan banding pada tanggal 11 Agustus 

2006 dengan menyampaikan memori banding sebagai berikut: 
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Bahwa Pembanding/Pelapor sangat keberatan atas putusan MajeHs 

Pengawas tcrsebut di atas knrena Majelis tidak rnemberikan pertimbangan 

hukum yang cukup dan keliru, scpetti yang akan Pembanding/Pelapor uraikan 

dibawah ini: 

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan majelis, dinyatakan bahwa 

Teclapor/Terbanding menolak mcmberi saUnan akta-akta yang pernah 

dibuatnya masing~masing akta Nomor: 17 sampai dengan Akta Nomor: 

24, masing-masing tertanggal 15 februari 2002. karena 

Tedapor{ferbanding teJnh me.minta tanggapan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan h:mgsung dan pihak-pihak tersebut menolak untuk 

memberikan iz:in menerbitKan salioan akta-akta dimaksud. 

Tanggapan: 

Bahwa tindakan Terlapor/Terbanding yang mcm.inta tanggapan kepada 

pihak~pihak lain dan pihak-pihak lain tcrsebut menolak untuk membedkan 

izin menerhitkan saHnan akta-akta tcrscbut adalah tlndakan Tcrlapor/ 

te:rbanding yang secara nyata dan faktuai melanggar Pasal 16 ayat {1) butir 

"'d" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi: 

" Dalam menjalankan jnbnlnmtya, Nolan·:; berkcwajiban ; 

a. 

b. 

c. 

d. mernberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang~Undang ini, 

ke(uali ada aJasan untuk mc.nolaknya; 

e. dst. ... 

dalam penjelasannya Pasall6 ayat {1) butir "d"' menegaskan: 
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' " Yang dimaksud dengnn " alnStm untuk menolaknya '' adaiall alasan yang 

numgakibatkau Nolnris tidak berpilmk, seperti ndnnya Iwbungan daraiJ atau 

semcudauya deugau Nvlaris ainu dcmgan suawijistrinyn, salail snlu pi!Jak yang 

tidak mempuuyai kcmampuan bcrtindak utrtUk mclakukau perbuatnn, a tau 

ita/lain yang tidak diperbole1Jkau undt:wg-undau~'· 

Demikian tindakan Tcrlapor/Terbanding yang menolak untuk memberikan 

iz.in mencrbitkan saHnan akta-akta kepada Pelapor/Pcmbanding karena 

Terlapor/Terbanding telah meminta tanggapan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan limgsung dan pihak-pihak tersebut menolak untuk 

memberikan izin mencrbitkan salinan akta-akta dirnaksud jdas 

membuktikan Tedapor/Teibanding tidak mandiri dan berpihak dalam 

menjalankan tugasnya karenanya melanggar Sumpah Jabatan sebagaimana 

terurai da!am Pasal4 Undang·Undung Nomor 30 Tahun 2004 dan diuraikan 

lebih lanjut dalam Pasal16 ayat (1) huruf "a"; 

2. Bahwa tcrlaporfrerbanding yang rneminta pcndapat Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat sebagai Pe-ngawas Nota.ris me1alui suratnya tertanggal 16 

Oktober 2003 dan surat tersebut telah dijawab o1eh Pengadilan N~geri 

jakarta Barat bahwa tindakan yang Teclapor{ferbanding Jakukan untuk 

tidak memberikan akta-akta dimaksud adaiah telah sesuai dengan 

Peraturan Jabatan Notaris serta Hdak melanggar Kaidah dan Norma Etika 

sebagai Notaris. 

Tanggapan; 

Bahwa tindakan TerlaporjTerbanding yang meminta pendapat Pengadilan 

Negeri jakarta Barat sebngai P~ngawas Notaris unt:uk tldak rnemberikan 

akta-akta yang di maksud adalah tindakan yang tidak tepat, karena 

sebagaimana. dimaksud dalam "Hukum Notarls Jndoncsia Suatu 

v 
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Penjelasan" karangan R. Soegondo Notodisoerdjo, Edisi I, Cetakan kedua, 

halaman 195, dikutib sebagai berikut : bahwa da1am haJ ada keragu-raggan 

Notar:is daJam memberikan salinan atau kutipan, sebaiknya minta suatu 

keputusan {beschikking) kepada Pengadilan.. bukan mohon sualu 

pengarahan terhadap tindakan yang telah dilakukan Notaris. 

3. Bahwa daJant pertimbangan hukum putusan disebutkan bahwa akta 

Nomor : 21 dan 22 tanggal 15 Februari 2002, PelaporjPembanding adalah 

pemilik saham dad saham-saharn yang dijual berdasarkan akta-akta 

tersebut, maka berda:sarkan Pasal 54 Undang~Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Undang-Undang Notaris, PelaporjPembanding adalah pihak 

yang berkepentingan Iangsuhg dalam akta-akta tecsebut, sedangkan pada 

akta nomor 17# 18~ 19_.. 20, 23 dan 24 tanggal 15 februari 2002 pemiHk 

sahamnya adalah bukan Pelapor/fcmbanding oleh karenanya 

Pelapor/Pembanding bukan pihak yang berkepentingan Iangsung 

terhadap akta terseb ut. 

Tanggapan: 

Bahwa pertimbangan putusan Majelis yang mcnyatakan bahwa ukta Nomor 

17.r 18, 19, 20, 23 dan akta 24 tertanggall5 Februari 2002 tidak berhubungan 

Iangsung dengan Pelapor f Pembanding karen a pemi.lik sahamnya bukan 

Pelapor/Pembanding sehingga pihak PelnporfPembanding bukait pihak 

yang berkepentingan langsung terhadap akta tersebut adatah tidak 

berala.san, sebab akra-akta tersebut Wrhubungan langsung dengan 

Pelapor /Pembanding. 

Bahwa Pelapor/Pembanding adalah pihak yang berkepentingan langsung 

dengan seluruh akta~akta yang diminta oleh Pelapor/Pembanding masing­

masing No.17 sampai d~ng•m No.24, yang keseluruhannya tertanggai 15 

u' 
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Februari 2002, karena l'elapor/Pcmbanding adalah pcmilik dan pcmegang 

saham yang menggadaikan seluruh saham-saham yang dimiltkinya yakni 

sejwnlah 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) snham yang mewakili 

74,2 % (tujuh puluh empat 2/10 persen) di dalam PT. Swabara Mining & 

Energy; - selanjutnya PT. Swabara Mining & Energy adaluh pemilik dan 

pemcgang saham yang menggadaikan seluruh s!lham~saham yang 

dimilikinya yaknl sejurnlah 6.499 (enam ribu empat ratus sembilan puluh 

sembUan) saham yang mewakili 99,95 % (sembilan puluh sembilan 95/100 

pcrscn) di dalam PT. Asrnim:o Utama; sclanjutnya PT. Asminco Utama 

ad~iah pemilik dan pcmcgang saham yang mcnggadaikan seluruh saham­

saham yang dimilikinya yakni sejurnlah 20.320 (dua puluh ribu tiga ratus 

dua puluh) saham yang mewakih 40 % (empat puluh persen) di daJarn PT. 

Adaro Indonesia, demikian juga PT. Asrninco Bara Utama adalah pemilik 

dan pemegang saham yang menggadaikan seluruh saham-saham yang 

dimilikinya yakni sejurnlah 10.000 (sepuluh ribu) sa ham yang mewakili 40% 

(em pat puluh per.sen) di dalam PT. Indonesia Bulk Terminal; 

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohov{Pembanding adalah pemegang 

saham tidak l;mgsunfit<:rafiliasi pad a l"T. Asminco Sara Uta rna, PT. Adaro 

Indonesia d.an PT. Indonesia Bulk Terminal; 

Bahwa landasan hukum pemilik tidak langsung/ terafiliasi 

Pemohon/Pembanding. karenanya adalah pihak yang mempunyai 

kepentingan langsung dengan akta-akta No.17 sampai dengan No.24, yang 

keseluruhannya tcrtanggal 15 Februarl 2002, dibuat dan diterbitkan oleh 

Tetlapor/Terbanding, bertitik tolak pada kctcntuan peraturan perundang­

undangan berikut : 

• L 
Interpretasi Orang..., Rhea Damara, FH UI, 2009



31 

a. Undang .. undang Nornor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas 

("UUPT') 

Bab IV Pasal 56 UUPT tcntang L.aporan Tnhumm dan Pcnggun.aan Uba 

berbunyi sebagai berikut: 

"Dalam woktu 5 bufau setelllh lalnm buku Pcrsen.JtW diltrtup, Direksi 

menyusun Jnporan tahunmr ut;.luk r/injukrm RUPS, y:mg memuat sckl.mmg­

kurangrrya: 

1) Perhitungan tahunan yang terdir! dari .... dan seterusnya ...... ; 

2) Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu brrup, dl 

samping neraca dart masing-maslng Perseroan tersebut; 

3) 

4) ... , dst. 

Penjelasan Pasal56 huruf b UUPT tersebu5t di atas mengemukakan: 

"Yang dimaksud dengan "neraca gabungan" adaiah neraca kosolidasi, 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku" 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemyataan Standar Akuntansi 

Keuangan ("PSAK") No. 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi, yang 

dikeluarkan oleh lkatan Akuntan Indonesia menyatakan sebagai berikut: 

"PSAK ini mengahu' ~nyajian Iapcran keuangan konsolidasi dari suatu 

keJompok perusahaan di bawah pengendalian suatu induk perusahaan." 

Selanjutnya dalam PSAK No.4 diatur mengenai definisi: 

1) Kelompok {grup) perusah.!lant yaitu kumpu)an induk perusahaan dan 

seluruh anak perusahaannya; 

2) Induk perusahaan (parent company) adalah perusahaon yang 

memiliki satu a tau 1ebih anak perusahaan; 
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3) Anak perusahaan termasuk cucu/ ddt pCrusahaan. 

b. Ketentuan Undang-Undang No. S Tnhun 1995 tentang Pasar Modal 

("UU Pasal Modal"). 

Pasall angka 1 UU Pasal Modal mengcnai deiinisi afi1iasi 

bemyanyisebagai berikut : 

"Afiliasi adalah : 

1) ...... --

2) ........... .. 

3) """""·---

4) Hubungan antara pcrusahaan dan pihak, bajk langsung maupun 

tidak lungsung, mcO"gendaiikan atau t.Hkcndalikan oleh pcrusahaa.n 

tcrsebut; 

5) Hupungan antara dua pcrusahaan yang dikcndaUkan, baik 

Jangsung maupun tidak langsung. olch pihak yang sama; a tau 

6) Hubungan antara perusahan dcngan pcmegang saham utama."' 

Berdasarkan fakta-fakta ketentuan hukum di atas~ Pdapor/ 

Pembanding dapat membuktikan bahwa PelaporjPembanding 

adalah pemcgang snham tidak Jangsung atau terafilias.i dengan PT. 

Asminco Barat Utama, PT. Adaro Indonesia serta PT. Indonesia 

Bulk Terminal. sehingga Pe1apor{Pembanding mempunyai 

kepentingan dengan akta·akta No. 17 sanlpai dengan No. 24 .. yang 

keseluruhannya tertan.ggal 15 Februari 2002T dibuat dan diterbitkan 

oleh Terlapor / Terbanding tersebut. 

Bahwa sclain itu~ karena kedudukan Pelapor/Pembanding selaku 

pemegang saham itulah yang menyebabkan PelaporfPembanding 
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. 
mau dan sedia menggadaikan keseluruhan saham-sahamnya untuk 

kepentingan afiliasinya (anak perusahaan pada derajat kedua, yakni 

PT. Asminco l3aru Utama) yang terkait pada transaksi hutang-

piutang; jika tidak ada hubungan kepemHikan saham itu niscaya 

PeiaporjPembanding tidak mungkin menggadaikan keseluruhan 

saham-saham rnHiknya dan mengizinkan direksi PT. Swabara Mining 

& Energy yang diangkat berdasarkan RUPS yang dillindari Pelapor/ 

Pembanding untuk juga menggadaikan saham-saham mHik PT. 

Asmincho Bara Utama yang ada di PT. Adaro Indonesia dan PT. 

Indonesia Bulk Terminal; 

' Bahwa dengan rnenpunyai kepentingan langsung terhadap 

kepemiJikan saham-saham pada anak perusahaannya termasuk pada 

cucu dan ddt, maka tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut lagi 

Pelapor/Pembanding berhak mcndapatkan seluruh akta yang 

berkaitan dengan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta 

Jual Beli Saham, sehingga bukan saja Akta Nomor 21 dan 22 

tertanggaJ 15 Fcbruari 2002 tetapi juga PelaporjPembanding berhak 

mendapatkan akta-akta ma~Ing-m;tsing Nomor: 17, 18, 19, 20, 23 dan 

akta Nomor 24 yang keseluruhannya tcrtanggaf 15 Fcbruari 2002. 

Berdasarkan uraian Pcmbanding/Pelapor St>pcrti terscbut di ataS, mohon 

Majelis Pengawas Pusat Nota.ris Daerah Khusus Jakarta yang memeriksa dan 

mengadiii perkara a quo tersebut memberikan putusan sebagai berikut 

1, Mencrima permohonan Banding Pembanding/Peiapor yang diajukan oleh 

Pembanding; 

2. Mengabulkan permohonan Pembanding/Pelapor untuk seluruhnya; 
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3. Membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus 

lbukota Jakarta No. 01/ LM/ 111/2006, tanggal 22 Maret 2006; 

4. Mcnyatakan bahwa Pcmb;:mding/Pclapot mcrupakan pihak dan pihak yang 

berkepentingan lansung atas akta scbagai bcrikut: 

a. Akta Nomor 17, tanggal15 Pebruari 2002; 

b, Akta Nomor 18" tanggal15 Pebruari 2002; 

c. Akta Nomor 19, tanggal15 Pebruari 2002; 

d, Akta Nomor 20, tanggal15 Pebruari 2002; 
( 

e. Akta Nomar 21, tanggal 15 Pebruari 2002; 

I. Akta Nomor 22, tanggal15 Pebruari 2002; 

' 
g. Akta Nomor 23, tangga115 Pebruari 2002; 

h. Akta Nom or 24, tnnggal15 Pebruari 2002. 

Dirnana akta-aktn terse but di atas Jibuat Jihadapan/ oleh Tcrlapoc 

5. Menyatakan bahwa pihak Pcmbandlng/Pelapor berhak untuk mendapatkan 

salinan resmi atas akta-akta masingRmasing nornor: 17~ 18, 19, 20, 21~ 22, 23, 

dan Akta Nomor 24 yang keseluruhannya tertanggaJ 15 Februari 2002; 
,,_ 

6. Menyatakan bahwa pihak Terbanding/Terlapor wajib membetikan salinan 

resmi atas akta-akta masing-masing nomor: 17, 18, 19, 20~ 21, 22, 23, dan akta 

Nomo.r 24 yang keseiuruhannya tertanggal15 Februad 2002 tersebut kepada 

Pelapor / Pembanding; 

7. Menjatuhkan sanksi kepada Terbanding/Terlapor sesuai dengan 

kewenangan yang dirn:llki Majelis berdasarkan peraturan dan Undang-

Undang yang berlaku, 

Atau dalam hal Maje.lis Banding mempunyai pertiminlngan lain, mohon 

pertimbangan yang seadil-adilnya. 
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Meni.mbang bahwa Terbanding Terlapor telah menyampaikan kontra 

memori banding yang intinya scbagai bcrikut; * 

1. Bahwa Terbanding mcnolak dengan tegasdalil mcmori banding pada butir 3 

yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tcrbanding yang mem.i.ota 

tanggapan kepada pihak-pihak lain dan pihak-pihak lain tersebut menolak 

untuk memberikan iz.in mcnerbitkan salinan akta-akta tersebut mcrupakan 

pelanggaran Pasal16 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004. 

2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1} butir d Undang-Undang Nomor 30 

tahun 2004 tersebut justru menguatkan alasaan OOgi Terbanding untuk tidak 

rnenyerahkan akta-akta dimaksud kepat.lu Pembanding oleh karena adanya 

-alasan bagi Terbanding untuk melakukan tindakan te-rsebut. 

3. Bahwa berdasark<m ketenh.lan Pnsal 54 UUJN Notaris hanya dapat 

memberikan, memperllhatkan, memberitahukun isi akta.. grosse akt:a, st~!inan 

nkta atnu kutipan akta kepada orang- yang berkct:entingan inngsung gada 

akta, ahH waris, atau oranu yang mcmperoleh hak. k(.>cuuli ditentukan lain 

oleh peraturan perundang~undangan. 

Dan berdasarkan Penjelasan Pasal 43 UUJN yang dimaksud dengan "pihak 

yang berkepentingan" adaluh pcnghadop ntau pihak y.nng diwakili oleh 

penghadap. 

4, Bahwa Tim Kcsatuan Sikap don Pemuhaman DaJam Peiaksunaan Undang-

Undang )abatan Nota.ris berdasarkan SK PP-INI Nomor 333/SK/11/2005 

tanggal 15 Pebruari 2005 juga telah membuat kescpakatan bersama pada 

tanggal 30 juni 2005 bahwa yang dimaksud dengan pihak yan~ 

berkepentingan Jangsung pada akta adalah: 

' . 
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1) Untuk diri sendiri yaitu yang langsung mellandatangani dan rnenjadi 

pihak dalam akta a tau yang mcmperoleh hak ata.u penggantinya. 

2) Untuk pihak yang diwakili Jalam ukta b;:lik lx~rupa baJan mnupun 

orang. 

3) Penerima kuasa yang menandatangani akta dan dalam kuasanya disebut 

boleh mengambil salinan akta. 

4) Pihak yang meminta dibuatkan akta, khususnya untuk akta relas. 

Dengan dem.ikian oleh karena Pembanding tidak mcmenuh.i persyaratan 

yang ditentukan oleh ketentuan hukum tentang ''pihak yang 

berkepentingan" atas aktaKakta terse but, maka Terbanding jelas mempunyai 

-alasan untuk menolak permi'ntaan Pembanding untuk menyerahkiln akta-

akta tcrsebut paJanya karena Notaris hanya men.jalankan tugasnyn 

berdasarkan Sumpahjabatan untuk berslkap mandiri dan tidak bcrpihak. 

5. Bahwa Teranding menolak dengan tcgas dalil mcmori banding butir 2 yang 

pada intinya menyatakan bahw<.~ tindakan Pembanding yang memlnta 

pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk tidak memberikan ak.ta-

akta yang dimaksud adalah tindakan yang tidak tepat. 

6. Bahwa Ketua PengadHan Negcri jakarta Barat dalam hal ini merupakan 

Pengawas Notaris berdas.1rkan ketcntuan hukum yaitu bcrda.sarkan 

Keputusan &rsama Ketu.« Mahkamah Agung dan Jvicnteri Kchakim«n 

Republik Jndonesia Nomor : KMA/006/SKB/Yil/1987 !entang Tata Cara 

Pengawasan, Penindakan dan Pt;"mbdaan Diri Notaris yang merupakan 

ketentuan hukum yang berlaku sebelum berJakunya UUJN. 

7. Bahw<J sikap Terbanding dcngan meminta pcndapat Pengadilan Negeri 

Jakarta Bantt sebagai Pe:nguwas Notaris melalui surat tertanggal16 Oktober 
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2003 adalah untuk menanyakan menge:nai apakah tindakan Terbanding 

yang mcnolak untuk memberikan akta-akta yang diminta Pembanding 

morupakan pelangg.:mm tcrhadap kili.Uah dan norma ctika profcsj Notaris. 

Dengan demikian tindakan Terbanding untuk meminta pcndapat dari 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sudah tcpat sesuui dengan tugas dan 

wewenang yang diberikan undang-undang. 

8. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Memori Banding butir 3 

yang pada intinya menyat.akan · bahwa pertimbangan Majelis Pcngawas 

\Vilayah Notaris DK1 Jakarta yang mcnyatalum bahwa akta Nomor 17, 18, 

19, 20, 23, dan 24 tertanggal 15 Pebruari 2002 tidak berhubungan langsung 

dengan Pembanding karena pernilik sahamnya bukan Pembanding schlngga 

Pembanding bukan pihak yang bcrkcpentingan hmgsung tcrhadap akta 

tersebut adalah tidak beralasun. 

9. Bahwil atas permohonan yang tclah disampaikan kepada Terbanding oleh 

Pengacanmya yaitu Yan Apul & Rekan pada tnhun 2003 dan Otto Cornelis 

Kaligis pada tahun 2005 yang memohon supaya Terbanding mencrbitkan 

atau memberikan salinan Akta-akta antara lain Nomor 17 sj d 24 yang 

semuanya tertanggai 15 Pebrua~i 2002 yang dibuat oteh Terbanding. 

T erbanding telah meminta tanggapan kepada pihak yang betkepentingan 

langsung atas akta-akta terscbut sesuai ketentuan yang berlaku. Dan 

temyata pihak-pihak yang berkepentingan langsung tersebut yaitu 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, PT. MULHENDI SENTOSA 

ABADI, PT. AKABILURU, dan PT. DIANUA SETY AMUKTI tidak 

memberikan i.zin kcpada Terbanding untuk menerbitkan salinan akta-akta 

dimaksud kepada Pembanding; 
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Dengan demlkian oleh karena T erbanding tidak memperoleh izin dari pihak 

yang berkepentingan atas Akta-akta tersebut~ maka Terbanding tidak berhak 

dan tidak berwenang untuk menyerahkan salinan Akta~akta tcrsebut sesuai 

perrnintaan Pembanding. 

10. Bahwa berdasarkan ketcntuan PaSill 66 Undang:-Undang Jabahm Notaris 

daiam hal untuk kepentingan proses peradllan, penyidlk, penuntut umum1 

atau hakim dengan persetujuan MujeHs Pengawas Daerah berwenang 

untuk; 

1. Mcngambil foto copy Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan 

pada Min uta Akta a tau Protokol Not.1ris dalam penyimpanan Notaris; 

2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang t>erkaitan 

dengan akta yang dibuatnya atou Protokol Notaris yang berada daimn 

penyimpanan Notaris; 

3. Pengambilan foto copy Min uta Akta atau suraHmrat dibuat bcrita acara 

penyerahan. 

" 
Berdasarkan hal in.i kcpentingan proses peraditan-pun Notaris hanya dapat 

memberikan foto copy akta saja~ jika hal itu dimintakan oleh penyidik,. 

penuntut umum, a tau hakim. 

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris dalam mentaiankan jabatannyn 

berkewajiban antara lain : 

a, Bertindak jujur, seksama, mandiri; tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait daJ;am perbuatan hukum; 
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b. Merahasiakan scgala scsuatu mengcnai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pcmbuatan akta sesuai dcngan 

sumpah/janjf jabatan, kccuali unJang~undang mcncntukan lain; 

12. Bahwa pada bagian penjelasan pada Pasal 16 Undang-Undang Jabatan 

Notaris huruf e, Notaris bcrkewajiban untuk mcraha.siakan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya untuk melindungi 

kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut; 

13. Bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang 

dibuat Notaris juga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang 

Jabatan Notaris mengcnai Sumpah/Janji Jabatan yaltu: 

' "Baltwa saya akau mcralmslakau isi nkltt ds111 kelerrmgnn ynng diperoleh dalnm 

pclaksanaan jnbatan snyn". 

Berdasarkan uraian tersebut dlatas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa 

Pembanding tidak mcmpunyai kepcntingan atns akta-akta dirnaksud termasuk 

akta Nomor 21 dan 22 tanggal 15 Pebruari 2002 karena pihak yang 

berkepcntingan atas akta-akta tersebut hanyalah DEUTSCHE BANK 

AKTIENGESELLSCHAFT, FT. MUlJ-!END! SENTOSA ABAD!, PT. 

AKAB!LURU, dan PT. D!ANL!A SETY AMUKT! sohingga berdasarkan Pasal 54 

Undang~Undang Jabatan Notaris Beckkett tidak mempunyai kepentingan atas 

akta-akta tersebu~; 

Atas dasar tersebut maka sudah menjadi kewajiban apabila Tcrbanding untuk 

merahasiakan segaf<1 sesuatu mengenai nkta yang dibuatnya berdasarkan 

ketentuan undang-undang dan karena terikat sumpah jabatan demi melindungi 

kepentingan semua pihak yang terkait de.ngan akta tersebut. Hal ini bertujuan 

untuk mencega.h segala bcntuk penyalahgunaan balk terhadap akta itu send1ri 
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maupun terhadap isinya, juga demi mendptakan kepastian, ketertiban dan 

perlindung<'li hukum bagi pihak~pihak yang terkait dalam akta serta 

pertanggungjawaban kepada Tuhan YME terhadap sumpah yang telah 

diucapkan! 

Bahwa dalam Iaporan Pembanding ke Majelis Pcngnwas tViiayah Notaris yang 

menjadi petHum dalam lapornnnya adalah memohon supaya dilakukan 

pemeriksaan terhadapdan menyatakan Terlapor (Terbanding): 

1. Melanggar Peraturan Jabalan Notaris {5. 1860-3) khususnya terhadap 

Sumpah/Janji jabatan sebagaimana dimilksud dalam Akta PJsal17 dengan 

tidak mcnjn!ankan jabatan sccara jujur, scksama, mandiri dan tidak bcrpihak 

' 
dan Pasal 40 dengan tindakan menotak memberikan Akta kepada pihak 

yang bcrkcpentinganr atau dengnn setelnh sctelah b12rlilkunya Undang~ 

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Ja.batan Notaris, mclanggar Pasal 4, 

Pasal16 huruf (a), dan Pasal 54; 

2. Melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasa13 mengenai 

Kewajiban yang harus dilaksanakon Notaris dan Pasal4 mengenai La.rungan 

bagi Notaris.. 

Tuntutan Pemohon J<asasi ini kc:mudian berubah dalam Memori Bandlngnya 

ini, dengan demiklan sudah sepatutrlya Memorl Danding Pembanding ini tidak 

dipertimbangkan oleh Majelis Pcngawas Pusat 

Dengan demikian Terbanding mohon kepada Majelis Pengawas Pusat yang 

memeriksa dan mengadiH p~rkara ini untuk mcngcluarkan putusan sebagai 

berikut: 

1. Menolak permohonan banding dari Petnbanding; 
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2. Membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 

01/LM/lll/2006 tanggal22 Maret 2006; 

3. Menyatak.an bahwa Tcrbrulding tidak melanggar Undang-Undang Nontor 30 

Tahun 2004- tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris 

Indom .. 'Sia; 

4_ Menyatakan bahwa tindakan Terbandlng dengan tidak membcrikan saHnan 

akta yang dibuatnya kepada Pembanding sudah tepat dan se.•.-uai dengan 

sur at Ketua Pcngadilan Negcri Jakarta Barat Nomor 

W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 tertanggall6 Oktober 2003 dan Undang-Undang 

Jabatan Notaris rnengingat Pernbanding (Beckkett) bukanlah pihak yang 

' 
berkepentingan langsung Pad a akta. 

Atau apabila Majelis Pengawas Pus.at Notaris berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil-adllnya (ex fU!quo cf bono). 

Mcnimbang bahwa untuk mcnanggapi memori banding Pembanding 

Ter!apor, Terbanding Peiapor teJah menyampaik.an kontra memori banding 

sebagai be:rikut: 

1. Alasan Banding pada holaman 2 · 3 angka 1 - 5 Memori Banding 

PEMBANDING yang menyatakan: 

", .. Berdasarkan hal diatas rnaka terlih<lt Majelis Pengawas Wilayah telah 

keliru membuat putusan didasari olch keterangan-keterongan Pembanding 

dan Terbanding berdasarkan Japoran Terbanding tertanggal 26 Juli 2006 

padahal Majclis Pengawas Wilayah sendiri menyatakan bD.hwa putusan 

didasarkan lapornn Te:rbanding tanggai 10 Maret 2005.'1 

Adapun alasan-alasan penyanggahan dari TERBANDJNG terhadap alasan 

tersebut di atas ada!ah sebagai berikut: 
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a. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh PEMBANDING untuk mencapai 

kesimpulan tersebut di atas mcrupakan bagian dad " Tentang Pokok 

Pcrmasa:Llhan « yang mcrupakan b..1.gian ynng menccrilcrnkan mcngcnai 

kzonologis perkara dan posisi para pihak dan bukan merupakan bagian 

"Tentang Pertimbangan Hukum " yang merupakan bagian yang 

menjadi dasar Putusan Majetis Pengawas Wilayah Notaris.. Oleh karena 

iru dalJl-dalH yang diajukan oleh PEMBANDING untuk mencapai 

kesimpulan tersebut di atas dapat diterima dan harus ditoiak. 

b. Bahwa PEMBANDING telah bcrusaha menyesatkan Maje:lis Pengawas 

Pusat Notaris dengan tidak mcnuliskan seluruh kutipan halaman 2 

Putusan Majclis Pengawas Wiiayah Notaris Nomor : 01/LM/IU/2006 

tanggal 22 Maret 2006 yang dijaJikan dalH untuk mencapai Keslmpu)an 

di atas. Sesungguhnya, kutipan lengkap halarnan 2 Putusan Majelis 

Pebgawas Wilayah Notarls Nomor : 01/LM/111/2006 tanggal 22 Maret 

2006 adalah sebagai betikot : " Bfliiwa PELAPOR dcugan sural lapornmrya 

lerlanggol 10 Maret 2005 No. 385/0CK.ll/(2005 perilla! lapornn dmt mohon 

pemeriksflall yaug diregislet dnlam Agenda Nomor ; 1355/0CK. VJJ/2005 telnlz 

metJgcmukakan llfll-lud berikul :n 

Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa Majelis Pengawas Wilayah 

Notaris Nomor: 01/LM/l!I/2006 tanggal 22 Maret 2006 mencatumkan 2 

( dua ) pucuk Surat Laporan TERBANDING, masing-masing Surat No. 

385/0CKJII/2005 tertanggal 10 Maret 2005 dan Surat No. 

1355/0CKVI!/2005 tertanggal 26 juli 2005 pada halarnan 2 Putusan 

tentang Pokok Perma!1alahan. Dengan dernikian, PEMBANDfNG 

terbukti telah bcrusaha mcmanlpuJasi fakta dala.m Putusan dengan cara 
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' 
tidak mencantumkan kutipan secan1 keseluruhan demi tujuannya 

rnencapai kesimpula.n bahwa Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris 

Nomor : 01/LM/Ill/2006 tanggal 22 Maret 2006 keliru !<arena tidak 

didasarkan pada Surat No. 1355/0CK.Vll/2005 tertanggal 26 Juli 2005 

yang merupakan dasar Pemeriksaan 6 Oktober 2005. 

c. Majelis Pengawas Wilayah Notaris tidak pernah menyatakan bahwa 

putusan hanya didasarkan pada laporan TERBANDING tanggal 10 

Maret 2005 tctapi daJam Pertimbangan Hukumnya Majelis menyatakan 

bahwa putusan yang diambil didasarkan pada: 

• Maksud dan tujuan TERBANDING sebagai PELAPO~ yang 

termaktub dalam Surat No. 385/0CK.IIJ/2005 tcrtanggal 10 Maret 

2005 dan surat No. 1355/0CK.Yil/2005 tertanggal 26 Juli 2005, 

dimana keduanya dicanturnkan kebcradaannya pada halaman 2 

Putusan ten tang Pokok Permasalahan. 

• Klariflkasi PEMBANDING sebagai TERLAPOR yang dijelaskan pada 

haJaman 11 Putusan tentang Pertimbangan Hukum. 

• Hasil rapat-rapat Tim Pcmeriksa. 

• Laporan hasii pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa. 

• Pasal-pasal dari Pcr(.'lturan Jahotan Notaris S. 1860-3 dan Undang~ 

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta 

kete:ntuan hukum fainnya yang bersangkutan. 

Dengan demikian kesimpulan PEMBANDJNG pada halaman 3 Memori 

Banding PEMBANDING yang mcnyatakan putusan didasarkan pacta 

laporan Terbanding tertanggai 26 JuJi 2006 adalah saiah karena terang-

terangan pada halaman 11·12 Putusan1 Majclis menyatakan bahwa 
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Putusan diambil dengan mempertimbangkan banyak hal seperti yang 

telah diuraikan TERBAND!NG di atas. 

2. Alasan Banding pada halaman 3 - 4 angka 8 - 9 Memori Banding 

PEMBANDING yang menyatakan: 

" ... Faktanya Pemfltmding tidak pemnlt mcngctallui npa yang menjadi keinginan 

Terbanding sefnku Pclapor, apnkllit mengenai hal-hal yang berlmbungan dengan 

paso/ 21 ayat (2) a/au pnsal 21 ayal (3) PERMEN ser/a apa yang mrnjadi dasar 

Iapora11nya lerscbul mengingnt Pembrmdiug tidnk pernah memperoleh tembusan 

surat laporan yang disampniknn kepada Majetis Pengawas Wilaynl! atau informasi 

Iainnya.'' 

Ba.hwa untuk mencapai keSimpulan tersebut~ PEMBANDING mengajukan 

Pasal 74 oyat (2} Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tcntang jabatan Notaris 

yang bcrbunyi : " Notaris bcrlmk u.ul!-lk membda diri dnlnm pemcrikstum dalam 

sidnng Mnjelis Pcngnwas Wilaynh" scbagai dasar hukum harus diberikan 

tembuson surat Iaporan yang dikirimkan TERBANDING kepada 

PEMBANDING. 

Bahwa Pasai 74 ayat (2) maupun Penjelasannya. santot sekaJi tidak 

menyataka:n kewajjban bagi Maielis Pengawas Wilayah Notarjs unt:ttk 

memberikan salinan Surat Laporan yang dikirimkan TERBANDING 

kepada PEMBANDING untuk pembelaan diri PEMBANDING sebagai 

TERLAPOR. 

Bahwa hak PEMBANDING untuk membela diri daiam pemeriksaan sidang 

Majelis Pengawas Wilayah telah digunakan oleh PEMBAND!NG dalam 

Pemeriksaan terhadap dirinya olch Majelis Pemeriksa Pengawas Wilayah 

Notaris DKI Jakarta pada tanggal 06 Oktober 2005 yang memberikan 
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kesempatnn bagi PEMBAND!NG untuk mengungkapkan keterangan-

keter.mgan dan bukti-bukti ynng dimJlikinya. 

Dongan demikian, dalil PEMBAND!NG yang menyatakan bahwa dia tidak 

mempcrolch kcscmpatan mclakukan pcmbeiao.n Uiri schubungan dcngan 

Smut Laporan TERBANDING adalah keliru karena in telah mcngguna~·m 

hak pcmbelaan dirinya melalui pemm-iksaan tanggal 06 Oktober 2005 

maupun penjelasan-penjelasan yang dilukukan melalui surat kepada Majelis 

Pengawas Wilayah Notads DKJ Jakarta. 

3. A1asan Banding yang diajukan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya 

halaman 4 angka 13·14 yang menyatakan : 

' 
"Balnoa pnda ilmggal 16 Oklober 2003 Ketutt Peugaditnn Negeri Jaknrta Bnrat 

membalms surol dari PEMBANDJNG mefafui sumt~rya Nomor 

W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 yaug mcnjcln.skim bnlm'a lill(lnknn PEMBANDING 

yang tid11k metJibcn.knn akla-uktn yung dimintn ofeh TERBANDJNG Ielah sesuni 

dengan Peraturrm Jabntan Notaris di Indonesia, sertn lidi1k mdanggar Kaidnh dau 

Nomm Proftsi Notnris". 

Selanjutnya PEMBAND!NG mengemukakan dalil pada halaman 5 yang 

menyatakan bahwa: 

"Dengan demildan kcputustm Mujelis Pcngm.oas Wilayah jelns berientangau dengnn 

sutflt dari Ketun Pcmgadilnn Negen' Jnknrla Barat seJnku Pengawas Notaris.,," 

Bahwa tindakan PEMBANDING dengan mengajukan surat kcpada 

PengadHan Negeri Jakarta Barat agar Pengadilan Negeri jakarta Barat 

m~mberikan penilalan atas tindakan menolak me:mbedkan Akta terkait 

eksekusi gadai saham milik BECKKETf adalah suatu tfndakan yang tidak 

tepat, karena sebagaimana dimaksud dalam buku "Hukum Notaris 
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. 
Indonesia Suatu Penjelasan" karena R. Soegondo NotodisoerdJo, Edisi L 

Cetakan Kedua, halaman 195, dikutip scbagai berikut : Bahwa dalam hal 

ada keragu-raguan Notaris dalam mcmherikan salinan atau kutipan, 

sebaiknya minta suatu keputusan (bescllikking) kepada Pengadi!an, bukan 

mohon suatu pengarahan terhadap tindakan yang tclah dilakukan Notaris. 

8ahwa surat- PEMUANDING kepada PengadiJan Negeri Jakarta Barat secara 

jelas dan faktuai teiah mengarahkan sc:demlkian rupa - dan faktual juga 

telah berpihak - menempatkan BECKKElT, sebagai bukan pihak yang 

berkepentingan langsung dimana PEl\·1BANDING secara jelas mengarahkan 

dan mcnempatkan pihuk yang berkep~?ntingan langsung adaiah : 

1. DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSOiAFT; 

2. PT. MULHEND! SENTOSA ABADI; 

3. PT. AKAB!LURU; 

4. PT. D!ANL!A SITY AMUKTI. 

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka scpatutnya nlasan yang dikemukakan 

PEMBANDING dalam ha!aman 4 dan haiaman 5 angka 16 Memori Banding 

ditoiak 

4, Alasan Banding yang diajukan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya 

halaman 5 angka 15 yang menyatakan: 

uBohwn tcrhndap pakok persoairm yang diajuknn TERBANDING Ielah diperiksa 

dan diputuskxm olch Ketua Pengadilan Negc.ri ]aknrta Barat selaku Pengawns 

Notaris berdnsorkan Keputusrm Bersama Ketua Mahknmalt Agu11g dan Mel!teri 

Kehakinum Republik Indonesia Nomor l<M.A/006/SKB/VII/1987 tentang Tala Cara 

Pengmvasan, Penindnkan darz Pembelaan Diri Notaris, yaitu. melalui suratnya 

Nomor Wl.Db.Hk.04.10.4Jl9;2003 krtnnggn/16 Oklober 2003.' 
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Adapun alasan-alasan penyanggahan dari TERBANDING terhadap alasan 

tersebut d.i atas adaiah sebagai berikut: 

a. Bahwa yang dimaksud dengan asas nebis in idem adaJah PengadUan 

tidak boleh rnemutus hal yang sama. Bahwa laporan diajukan 

TERBANDING tidak nebis in idem karena Majelis Pengawas Wiiayah 

Notaris DK1 Jakarta bukan lembaga yudisial, meiainkan merupakan 

lembaga yang dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan 

Notaris untuk memeriksa pelanggaran kode etik notaris atau 

pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Selain itu, Pengadilan Negeri 

Jakarta Barat juga tidak menerapkan kcwenangannya sebagai lembaga 

yudisial karena haJ tersebut di atas dJkemukakan o1eh Pengadilan Ncgerj 

Jakarta Barat dalam suatu 5Urat )'ang bukan merupakon Penctapan 

ataupun Putusan. Dengan demikian, Kcputusan Majelis Pengawas 

Notaris DKI Jakarta maupun Surat Jawaban Pengadilan Negeri jakarta 

Barat atas pernyataan PEMBANDING tidak dapat digolongkan sebagai 

keputusan hukum dan oleh karenanya asas Ncbis in Idem tidak berlaku. 

b. Bahwa pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat hanya didasarkan 

pada araban manipulasi fakta PEMBANDING yang sedemikian rupa 

berusaha menempatkan TERBANDING sebagai bukan pihak yang 

berkepentinagn langsung, antara Jain dengan kata-kata : 

'' .•. lelali menyernhkau setiflp don seluruh hak dan wewenang yang dimiliki 

sebagai pemegnng sa!mm kepadn penerima gt~dai ... " 

"" ... Beckett buknn pihak yn11g berkepcnlingall Jangsung." 

Bahwa pernyataan secara sepihak PEMBANDING teJah secanl ny<~ta 

mengarahkan dan mempengaruhi Pengadilan Ncgeri jakarta Barat 

4(/ 
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dalam menjawab suratnya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat 

terlangga! 25 September 2003. Bahwa pcrnyataan .secara pihak 

PEMllANDING teJah mcngcsampingkan fakta bahwa Duetsche Bank 

hanyalah pihak pemegang gadai dan bukan pe:milik saham dan bahwa 

TERBANDING adalah pcmilik saharn dan karenanya berkepcntingan 

Iangsung atas saham-saham terscbut. Bahwa dengan demikian# 

PEMBANDING telah menunjukkan sikap dan perJJaku keberpihakan 

dan tidak mandiri karena rnenerbitkan akta..akta tersebut tanpa 

meminta izin keeada TERBANDING, selaku pemilik saham. 

c. Bahwa jawaban Pengadllan Negeri ]akarta Barat dalarn Surat 

' 
No.W7.Db.Hk.04.l0.4119/2003 tertanggal 16 Oktober 2003 kepada 

PEMBANDING yang mcnyatakan b<~hwa tindakan PEMBANDlNG telah 

scsuai dcngan Pasal 40 Pcratutan Jnbatan Notaris dl Indonesia tidak 

didasarkan pada Penetapan P.engadllan Tinggi DKI jakarta Nomor 

PTJ.KPT.01.2005 tanggal 25 Pebruari 2005, Nomor PT).KPT.02.2005, 

Nomor PTJ-KPT.03.2005 tanggal 25 Pebruari 2005 dan Nomor 

PIJ.KPT.04.2005 tanggal25 Pebruari 2005 yang membataJkan 16 ( enam 

bclas ) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan 

dasar PEMBANDING mcnjustifikasi penerbitan akta~akta notariiL Oleh 

kanma itu1 pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah tidak 

dapat diterima Jagi karena tidak up-lo~dnte dengan bukti-bukti baru yang 

bermunculan. 

DALAM POKOK PEI1.KARA 

5. Alasan Banding yang diajukan PEMBANDING dalum Memori Bandingnya 

pada halaman 5 angka 16-18 yang mengatakan bahwa: 
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" .•. sudaiJ menjadi kewajibatt bngi PEMBANDING memlmsiaknn segala sesuatu 

mengenai aida yang di!nmlnya berdasarkml kclentuan undang~undnug dau kt.mma 

terikal sum pall jalnrtan ... " 

llahwa da!il yang dikemukakan oleh PEMBANDING di atas mcnyangkut 

dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan sesuatu mengenai akta yang 

dibuatnya adalah menyangkut pihak-pihak yang tidak berkepentingan 

langsung akata terse but. 

Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris disebutkan bahwa: 

"Notaris luurya dapat membcnknn, memperlilmlkau, memberitalmkan isi ukta, 

grosse akta, saliwm 11kta ataU kutipntl akin kepada omng yang bcrkeprmtingon 

langsung padn akta, nhlim waris, almt orang yang mcmpcrolch lmk, kecuali 

dilentuknn Jain olc/1 pcraturan pcruntiang-undangan" 

Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris tersebut maka terhudap TER6ANDING dapat dibcriknn salioan akta 

karena TERBANOING, sebagai pemilik dan pemegang saham yang 

menggadaikan seluruh sahrun--saham yang dimilikinya, dalam hal ini 

merupakan orang yang berkepentingan Iangsung pada akta tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut maka sepatutnya at~ yang dikemukakan 

PEMBANDING pada angka 16 -18 Memori Banding ditolak 

6. Alasan Banding yang diajukan PEMBANDING dalam Memorl Bandingnya 

pada haJaman 6 angka 20. 

PEMBANDING memberikan definisi "otang yang berkepentingan langsung 

pada akta'
1 

sebogaimana yang dimaksud dalam pasal 54 Undang-undang 

No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris1 dihubungkan dengan 
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definislnpihak yang berkepentingan " yang diatur dalam penjelesan Pasal 

43 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang pada 

pokoknya mcng.ntur hal yang bcrbeda. Pasal -!3 Undang-undang No. 30 

Tahun 2004 tcntang Jabatan Notaris berada dalam sub~judul Ucntuk d•m 

Sifat Akta scdangkan Pasaf 54 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 

tentang jabatan Notari:s berada dalam sub-judul Grosse Aktal Salinan 

Akta. dan Kutipan Aktjl. Dengan dentikian, terlihat bahwa 

PEMBANDING berusaha mi!1nbodohi Majelis Penga w,os Pusilt N otarls 

dengan memberikan definlsi "pihak yang berkepcntingan" dalam pasal 54 

Undang-undang tentang jabatan Notaris dengan penjelasan Pasal 43 
.. 

Undang-undang tentang Jnbatan Notads. 

7, Alasan Banding yang diajukan PEMBANOfNG dalam Me:mori 

Bandingnya pada halaman 6 angka 21 yang meny<ltakan bilhwa : 

"Dengnu ;temikirm oleit knrcnn. TERBANDING tidak memenuJri synrn1 yang 

direntukan olcli keienfurm iiukum tenlnng "pilwk yang berkepentinngnn,"mnka 

penuintaan dnri TERBANDING u11tuk menerbilknn nltm memberikarr salirum 

akta dau dJ<lam kuaSllnyn disebut boleh merrgambil salinan Akta yang dibuat oleit 

P£MBANDING je!as dilarnng o7elt Umflmg-undang." 

Bahwa TERBANDlNG adalah pihak yang berkepentingan dengan seluruh 

akta-akta yang diminta oleh TERBANDlNG masing-masing No. 17 

sampai dengan No. 24, yang keseluruha!Ulya tertanggal 15 Februari 2002, 

karcna TERBANDJNG adaiah pemitik dan pemcgang saham yang 

menggadaikan seluruh saham-saham yang dimilikinya, yakni sejumlah 

7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) saham yang mewakili 74r2% 

(tujuh pulub empat koma dua persen) di dalam J-Yf. Swabara Mining & 
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Energy; selanjutnya PT. Swabara Mining & Energy adalah pemilik dan 

pemegang saham yang menggadaikan seluruh saham-snham yang 

dimilikinya yakni sejumlah 6.499 (ena.m ribu empat ratus sembHan puluh 

sembllan) saham yang m~wakili 99,95% (sembilan puJuh sembilan koma 

scmbilan puluh lima pcrsen) di dalam PT. Asminco B.ara Utamil; 

selanjutnya PT. Asminco Bara Utama adalah pemilik dan pemegang sahmn 

yang menggadaikan seluruh saham·saham yang dlmilikinya yakni sejumlah 

20.320 (dua puluh rtbu tiga ratus dua puluh) saham yang mewakiJi 40% 

(empat puluh persen) didalam PT. Adaro Indonesia, demikian juga PT. 

Asminco Bara Utama adalnh pemiJik dan pemegang saharn yang 

rnenggadaikan seluruh saham-snham yang dimilik.inya yakn.i sejurnlah 

10.000 (sepuluh ribu) saham yang mewakili 40%_ (empilt puluh pcr$el't) di 

dalam PT. Indonesia Bulk Terminal. 

Bahwa berdasarkan fakta di atas, TERBANDfNG adalah pemegang ~ham 

tidak langsung/terafiliasi pada PT. Asminco Bara Utama, PT. Adaro 

Indonesia dan PT. Indonesia Bulk Terminal yang akibat hukumnya 

ad.alah TERBANDING merupakan pihak yang berkepentingan langsung 

pada akta.-akta No. 17 sampai 24 tertanggal 15 Februarl 2002 yang 

dibuat dan diterbltkan oleh PEMBANDING. 

Bahwa selain itu, karena kedudukan TERBANDING selaku pemegang 

saham itulah yang menyebabkan TERBANDING mau dan bersedia 

menggadaikan kes:eluruhan saham~sahanmya untuk kepentingan afiliasinya 

(anak perusahaan pada derajat kedua, yaitu PT. Asminco Bara Utama) 

yang terikat pada transaksi hutang piutang. }ika tidak ada hubungan 

kepemilikan saham itu niscaya TERBANDJNG tidak mungkin 
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menggadaikan keseluruhan saham-saham miliknyu dan mengijinkan anak 

perusahaan TERBANDING, yakni PT. Swabara Mining & Energy untuk 

juga menggadaikan se!uruh saharn-sahamnya kcpada pemberi utnng, 

demikian juga niscaya tidak mungkin mengijinkan direksi PT. Swabaca 

Mining & Energy yang di.angknt berdasarkan RUPS yang dihadiri 

TERBANDING untuk menggadaikan saham~saham milik PT. Asminco 

Bara Utama yang ada di PT. Adaro Indonesia dan PT. Indonesia Bulk 

TerminaL 

Bahwa dengan mempunyai kepentingan langsung terhadap kepemilikan 

saham-saham pada anak perusahaannya, termasuk pada cucu dan cicit 

perusahannya, maka tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut lagi TERBANDING 

berhak mendapatkan se!uruh akta yang berkaifan dcngan akta berita acara 

eksckusi gadai saham dan ilkta jual beli saham sehingga bukan saja akta 

Nomor 21 dan 22 tertanggal 15 Februari 2002 tetapi TERBANDING 

juga berhak mendapatkan akta·ilkta masing-mnsing Nomor 17, 18# 19, 20, 

23 dan akta Nornor 24 yang kescluruhannya tanggal 15 Februari 2002 

dan dibu.at serta diterbitkan oleh PEMBANDING 

Bahwa PEMBANDING sebagai pihak yang diberi wewenang oieh undang­

undang untuk membuat akta otentik, maka PEMBANDING haruslah 

menyakini bahwa akttt yang dibuatnya adalah berisi hal-hal yang 

mengandung kelxmaran, ticlak ada penyirnpangan yang dilakukafm}'i'l dan 

tidak ada itikat yang tldak balk yang meruglkan pihak lain dan atau pihak 

yang berkepentingan dalam arti. kata akta yang dibuat oleh PEMBANDING 

tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 
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Bahwa dengan meyakini Akta yang dibuat adalah Akta yang mengandung 

kcbcnanm dan tiJak bcrh:ntang:;1n dcngnn peraturan yang berluku, mi1ka 

seharusnya PEMBANDING tidak mcnolak untuk memberikan Akta 

tersebut kepada TERBANDJNG. 

Bahwa tindakan PEMBANDING yang menolak untuk memberikan salinan 

Akta kepada TERBANDING selaku orang yang berkepentingan langsung 

pada Akta, maka secara nytata dan faktual PEMBANDING telah 

rnelanggar Pasal 16 ayat (1) butir "d" Undang-undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi" 

"Dalam mcnjalanlron jabntmmya, Notaris bcrkewajibtm: 

·-
b. 

c. 

d. memben'knn pelayamm St:suai dcnsau kt:lenturm Undaug-undnng jni kecuafi 

ada alastln untuk mcnoialmya; 

e. dst ... " 

Dalam penjelasannya Pasal 16 ayat (1) butir"d'' menegaskan: 

"Yang dimaksud dcngan "alasart untuk menolakuya" ndalah nlasan yang 

mengokilmlknn nolan"s tidnk berpiltak, seperli adnnya hubungan dnra}r atau 

semendtmya dengan Notaris ntau dcngnn suamijistrinya, salall satu pilwk yang 

tidak mempunyai kemampuan berlimWk unluk melakuko.n perbuatan, nlrm ltallain 

yang lidnk diperboleiiknn undrmg-undrmg". 

Melihat pada ketcntuan Undang-undang l!;lrsebut di atas, tidak ada alasan 

Vagi PEM13ANDING 1mtuk mcmolnk memberikan saliuan akta~akf4 

tersebut di atas kepada TERBANDING. 
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8. Alasa.n Banding pada halaman 6 angka 22 Memori Banding 

PEMBANDING yang menyatakan : 

"Bahwa pada nwalnyn Beckett (fE.RBANDlNG) telnlt meniadikan snlwm miliknya 

scbagai jamitmn itularrg berupn gndni sn}wm dmJ menjadikatl DEUTSCHE BANK 

AKTIENGESELLSCHAFT scbagni pemegi'mg Jwk gadai. Se!Jagnimana telalt 

dinyalaktm dalmn nkta gadni snham, DEUTSCHE BANK 

AKTIENGESELLCHAFf sdnku wmegan_g imk gadni dapnf m~niual selumlr nlau 

sebagian snham tcrseb!Jl, ianpa peril< suntu pcrminttum ntnu swnnol!onatt lerlebih 

dnhulu a{!flbila debitur cidera iattii. Dengan lain perkalmm Pemegang Gadni 

meniual dengnn atas kekuasaan sendiri (Hak Pemegnng Gmini wauk mtnjunl 

bnrang gadai lanpa title ekselfulon"nr disebut PARATE EKSEKU.Sil. Pemcgang 

gadni buda511tkan Parflle Eksekusi mrnitml barong gadai senkan~alam sercrti 

mcniunl btrrnngE,Ua sc11diri. Penegrrng Gndai denga11 hnk tersebuf memptm,l[ni 

Mrrma prngqm{Jilrm [!,elUttnS/In !((lflg rfisederJumnknn dnn dipt•r:murfah." 

Bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam Penerapan parate eksekusi 

yang akan diuraikan dl bawah ini: 

a. Bahwa sebeium terjadi eksekusi saham, harus ada peryataan gaga! 

bayar terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan pengajuan somasi seperti 

yang dipersyaratkan dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Dalam hal ini, 

hal tcrsebut tidak dilakukan. 

b. Bahwa sesuai ·prakteknya, seharusnya pihak Deutsche Bonk mengajukan 

gugatan mentinta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi blla 

TERBANDlNG wanprestasj dan t.idak rnemaksakan pengajuan 

penetapan eksekusj gadai saham karena sifat dari kasus ini adalah 

sengketa. 
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Hal ini iebih Janjut dijelaskan dalam pertimbangan hukum Penetapan 

Pengadilan Tinggi DKI jakarta Nomor PTJ,KI'T,01.2005, Nomor 

PTJ,KPT,02.2005, Nornor PTJ.KPT.03.200S, Nomor PTJ,KPTJJ4,200S 

yang kesemuanya tertanggal 25 Pebruari 2005 membataJkan 16 

Penetapan Pengadilan Negeri jakarta Selatan sebagai berikut: 

"Meninmbtmg, bahwa selelnlt membttca dan mempelajari secara seksama 

perkara permoJtonan lersebut di atas (it! casu permof10uan Deutsche Btmk 

terknit dengan ke-12 penet.apan Pengadilan Negeri Jakarta Selalan dimaksud 

No, 331/Pdt.PflOOljPN,Jnk.Sel. sampni dengan No, 

343/Pdt.P/2001/PN.Jak,Sel, kesemuanya tar~ggal 11 Desember 2001 dan 

yang lcrlu1it dengau ke-4...-Pene!apan Negeri Jaknrtn Sclatnn tlimaksud No. 

33/Pdi.P/2002/PN,fak,Sel, sampai dengau No. 36/Pdt,P/2002/PN,frtir.Se/, 

kesemwmyo. langgal 19 Febnmn" 201)2) sebenamva bukmt perkara 

volutllair tetapi secara jelas tennasuk perkara sengkettr yang ada para 

pihaknya !tang sa ling berkep.eutingan ... sehingga sehamsnya perkara 

tersebut diniukan dalam beutuk perkara gugatan ..•. y 

c. Uahwa sesuai Pasal 1155 KUHl'erdata dan praktek-praktek 

kebiasaan. objek gadai dijuai mel a lui mekanisrne lelang dl depan urn urn 

sedangkan dalam kasus ini penjualan sahnm dilakukan secara privat dan 

tidak mela1ui Jelang. LeJang ini dimaksudkan scbagai perJindungan 

terhadap debitur untuk mendapatkan harga yang wajar, yang sama 

sekali tidak didapatkan oleh TERBANDING pada kasus ini. 

Berdasarkan uraiao-uraian terscbut di atas dapat disimpufkan bahwa tdah 

terjadi kesa/ahan prosedur dalam penerapan parate eksekusi oleh Pihak 

Deutsche Bank. 01eh karena i~ parate cksckusi tidak dapat diterapkan 

dalam kasus ini 
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9. Alasan Banding pa:da halaman 7 - B -angka 25 - 26 Memori Banding 

PEMBANDING yang menyatakan: 

" ... Keweuangan Majelis Prmgmuas Wilayalt ini diketnlmi olcll TERlJANDING 

yang dalam laporannya tiflak lttcmmla 11al-Jml di lruzr pelanggarrm kode etik 

Not(lris, namurr ternyata Mnjelis Pcngawns Wil11yaJt tidak mr:mbcrilaw teguran 

atau sanksi lnpi jllstru memeriuiahkml Notoris unluk mcnyerahkan okla yang 

dibuatnya datt bahktm menciptaktm suntu kcadmm hukum bam dengrm adauya mmr 

pulusan yaug menyalilknn TERBANDINC sebngni ~ihnk dalam Akta. '' 

Bahwa untuk mencapai kesirnpui.an di atas, salah satu daHl yang diajukan 

oleh PEMBANDING adalah: 

",.Bnlnut~ lnporrm yang diajl1kmt oleh TERBANDJNG/Pclnpor ke Mrrjelis 

Pengawas Wilayn/r ndn1all mcmolwn supayn dilukllkzm pemerikSJlml lcrlwdap dnn 

mrmyalaknn Terlapor (PEMBANDJNG); 

1. Me(anggtu Peratunm jabaltm Notaris ( S.1860-3 ) khususnya lerifadap 

Sumpait/Janji )abalan sebngoimrma dimaksud drllnm Akla Pasni 17 deugau 

tidak menjalanlam jabatan secara jujur, seksmun, maudiri dmt tidnk bcrpilwk 

dan Pasal 40 dengan tindaknu meuolak memben"kan Akla kepnda pihnk yang 

berkepentingan a tau dcrtgan sctelah bcrlnkunya Undang-mrdtmg No. 30 Tahun 

2004 tenttmg jabafnn Notaris, melanggnr pasal 4, Pos1tl 16 inmif (1), dan 

Pasal 54; 

2. Melanggar ~de Ellk fkulan Notnris }tJdonesia khususnya Pasal 3 

mengcnai Kewnjiban yang Jmrus dilaksanakan Nolnris dan Pasal 4 

mengenai Lnnmgan bngi Notaris. 

Dtmgan melilwl dnn ntembmrdi11gknH isi lnpornn dan· TERBANDlNG dun 

putusan dnri Majelis Pengaw(ls Wilnyall terlilmt jelas bnhui4 isi Pulttstm Majclis 
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Pengawas Wilayah melebilri drtri apa yang dilaporknn dan diminla oleh 

TERBANDING." 

Bahwa sekali lagi, terbukti bahwa CEMBANDING berusaha menye:satkan 

Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan tidak niengytiR keseluruhan 

permintaan PEMBANDING dalam Lapornnnya kepada MajeHs 

Pengawas Wilayah DKI Jakarta Raya No. 385/0CK.IIJ/2005 tertanggal 

10 Maret 2005. 

Bahwa pada kenyataannya, setelah rnencantumkan kedua hal tersebut di 

atas, PEMBANDING juga rnencantumkan kalimat terscbut di bawah ini: 

.... A tau dalam hal Majclis Peug~was Wilaynlt dattfatau Peugums Pusat 

Ikatan Notaris lndan·Csia mempuw;J.ai pcrtimbangar1 lniu, mo1son 

11.ertimbangan yang' seadiJFadil1n1t?." 

Bahwa kaHmat tersebut di ata:s mcrupako.n perwujudan asas ex ru:quo ef bono, 

yang mcmbcrikao kewenangan bagi Majelis Pcngawas Wilayah pada saat 

itu untuk mcmberikan putusan yang bcrbec.la yang dipikir adil oleh Majelis. 

Oleh karena itu, Majelis Pcngawas Wilayah t:idak mele:bihi wewenang 

dalam memeriksa pengaduan/laporan dan dalam menjatuhkan putusan. 

Maka berdasarkan uraian TERBANDING seperti lersebut di atas, mohon 

MajeHs Pengawas Pusat Notaris Oaerah Khusus Jakarta yang memeciksa 

dan mengadili perkara a quo terscbut membcrikan putusan sebagai bcrikut: 

1. Menolak permohonan banding dari PEMBAND!NG. 

2. MembataJkan putusan Majelis Pengawas Wiiayah Notaris Daerah 

Khusus lbukota jakarta No. 01/LM/IIl/2006 tanggal :12 Maret 2006. 

3. Menyatakan bahwa TERBANOING merupakan pihak yang 

berkepentingan langsung atas akta sebagai bedkut 
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a. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002; 

b. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002; 

c. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002; 

d. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002; 

e. Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002; 

I. Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebn.m.d 2002; 

g. Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002; 

h. Akta Nomot 24,. tanggal 15 Pebruari 2002; 

Dimana akta-akta di atas dibuat dihaJapan PEMBANDING. 

4. Menyatakan bahwa pihak TERBANOJNG berhak untuk rnendapatkan 

' salinan resm.i atas akta-akta masing-masing nornor: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23 dan akta Nomor 24 y<lng keselurohannya tcrtanggal 15 Pebrunri 

2002. 

S. Menyat:Jkan bahwa pihak PEMBANDlNG wajib memberikan salinan 

resmi atos akt<H:~:kta masing-masing nomor: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan 

akta Nomor 24 yang keduruharmya tertanggal 15 Pebruari 2002 

kepada TER!!ANDING. 

6. Menjatuhkan sanksi kepada PEMBANDlNG sesuai dengan 

kewenangan yai)g dimiliki Majelis ben.lasarkan peraruran dan undang~ 

undang yang berlaku. 

Atau dalam hal fvfajeHs Pengawas Pusat Notnris mempunyai 

pertimbangan laln, mohon pertimbangnn yang seadil-adilnya, 

Menimbang_ bahwa untuk mempe.rsingkat uralan putusan jnj, maka 

segala sesuatu yang terjadi di dalam sidang dan dicatat daJam berita ilcara 
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sidang, dlanggap telah dimasukkan dalam putusan ini serta merupakan bagian 

yang tidal< terpisahkan dar'i putusan ini; 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang.. bahwa Terlap·or telah mengajukan banding atas putusan 

Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI jakarta NomorOl/LM/Ill/2006 tanggal 

22 Maret 2006; 

Menimbang. bahwa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris OKl 

jakarta Nomor 01/LM/Ill/2006 tanggal 22 Maret 2006 diucapkan tanggai 22 

Maret 2006, tanpa kehadiran Terlapor; 

Menimbang, bahwa bCrdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri 

Hukurn dan Hak Asasi Manusia Rcpublik Indonesia Nmnor M.02.PR.08.10 

Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, 

Susunan Organisasi Tata kerja, dan Tata Cara Pemcriksaan Majc1is Pengawas 

Notaris menyatakan bahwa dalam hal puhlsan diucapkan tanpa kehadiran 

Terlapor, upaya hukum banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah 

Notaris dinyatakan dalam jangka waktu paling inma 7 (tujuh) hari terh.itung 

sejak putusan diterima; 

Menimbang. bahwa putusan Majclis Pengawas Wilayah Notaris DKI 

Jakarta Nomor 01/LM/!11/2006 tanggal 22 Maret 2006 diucapkan tanggal 22 

Maret 2006, tanpa kehadiran TcrJapor dan diterima oleh Terlapor tanggal21 JuH 

2006, dan pernyataan banding diajukan tanggal 27 Juli 2006~ sehlngga sesuai 

dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri tersebut. dan oleh 

karcnanya permohonan banding Pemohon harus dinyatakan dapat diterima 

dan selanjutnya Majelis akan memeriksa permohonan banding; 
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Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturao Jabtltan Notaris, dan Undang­

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, dan Peraturan Menter! 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 

Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhcntian Anggota, 

Susunan Organisasi Tahl Kerja, dan Tata Glra Pcmeriksaan Majclis Pcngawas 

Notaris; 

Menimbang. bahwa sebclum mcmeriksa keberatan"keben.ltan yang 

diajukan sekarang Pembanding dahulu Ter!apor, Majelis Pemeriksa terlebih 

dahulu meneliti: 

1. "apakah Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dnn memutus 

permohonan banding yang diaj;kan oleh Pemohon Banding a tau tldak"; 

2. "apakah pcrmohonan banding dari Pembanding/Terlapor dan 

Pembanding/Pelapor dapat diterima oJeh Majclis Pemrlksa Pusat; 

3. apakah Majclis Pengawas Notaris mcmpunya1 kewenangan untuk 

menafsirkan 'pihak yang berkepentingan' sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Jabatan Not_aris dan peraturan pe!Jksanaannya a tau tidak; 

4. apakah perbuatan Notaris "tidak rnemberi.kan salinan akta yang dibuatnya" 

kepada Pelapor, merupakan pclangg~ran tcrhadap Kode Etik Notaris atau 

tidak; 

5. "'apakah amar putusan Majelis Pengawas Wllayah DKI Jakarta yang 

menafsirkan 'pihak yang berkepentingan' dan memcrintahkan TERLAPOR 

untuk memberikan salinan alda yang dibuatnya kepada PELAPOR telah 

melampaui kewenangan dimiJiklnya at<m tidak''; 

Menimbang, bahwa mcngenai kewenangan MajeHs Pemeriksa Pusat 

untuk memeriksa permohonan banding Pcmohon Banding, Majclis Pemcriksa 
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Pusat berpendapat bahwa bcrdasarkan kckuatan hukum Pcnetapan Ke:tua 

Majelis Pengawas Pusat Nomor M-02.MPPN.03.01 Tahun 2006, tugas Majelis 

Pemeriksa Pusat adalah memeriksa dan mcmuttl$ pcrmohonao banding dari 

Notaris Hmiawan Dekrit 5., SH terhadap Putusan Majelis Pemeriksa WUyah 

Notaris DKl Jakarta tanggal 22 Maret 2006 N9mor 01/LM/lll/2006 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasl Man usia RepubHk Indonesia Nomor 

M~02.PROS.10 Tahun 2004 tenta.ng Tata Cara Pengangkahm Anggota, 

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi1 Tata Kerja dan Tata Cara 

Pemeriksan Majelis Pengawas Notaris dan pemeriksilan masih dalam lingkup 

pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan pelanggaran Kode Etik Notaris, 

maka Majeiis Perneriksa Pusat Notaris berwennng memeriksa dan mengambii 

keputusan permohonan banding Pembanding; 

Menimbang,. bahwa mcngenai apukah permohonan banding telah 

diajukan menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan: Majelis 

Pemeriksa berpendapat bahwa karena pengajuan b;:mdlng diiakukan dalam 

tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (3) 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

M-02.PR.08.10 Tahun 2004 maka sudah sepatutnya permohonan banding 

Pembanding dinyatakan dapat diterirna; 

Menimbang.. bahwa kepada TERLAPOR tidak pernah disampaikan 

laporan PELAPOR sehingga TERLAPOR tidak mengetahui atas tuduhan 

pe:langgaran apa ia diperiksa Majelis Peme:riksa Wilayah yang mengakibatkan 

TERLAPOR kehilangan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dalarn 

proses pemeriksann diha.dap;m Majelis Peme:riksa WHay.ah DKI Jakarta; 
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Mengenai hal ini Majclis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa da]am 

pemeriksaan terhadap TERLAPOR Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Notaris bcrhak untuk membela diri 

dalam sidang pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah belum sccara patut 

dilaksanakan oleh MajeHs Pengawas Wilayah DKl Jakarta; 

Menimbang, bahwa laporan PELAPOR pada intinya menyatakan 

bahwa TERLAPOR tc!ah melanggar Pasnl 17 Pcratunm Jabatan Notarls yaitu 

tidak menjaiankan jabatan secara jujur, seksamu, mandiri dan tidak berpihak 

dan Pasal40 Peratunm Jabatan Notaris (5. 1860 -3) karena menolak mcmbcrikan 

salinan akta kepada plhak yang berkepentlngan (BECKKETT) atau melangg:ar 

Pasal 4, Pasal16 huruf (a) dan Pasal54 Undang~Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris dan melanggar Kode Etik ikatan Notaris Indonesia 

khususnya Pasal 3 mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan 

Pasal4 mengenai larangan Notaris. Apakah mcnolak memberikan salirum akta 

dapat ditafsirkan telah melanggar pelaksanaan sumpah/janji jabatan dan kode 

ctik Notaris Majelis Pemerlksa: Pusat mempertimbangkan bahwa TERLAPOR 

tidak memberikan saHnan akta kepada PELAPOR (BECKKETI) karena adanya 

kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan scgala informasi yang dtperoleh 

oleh Notaris guna pembuatan aktaz sebagairnana diatur pada Pasal16 ayat (1) 

huru£ e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, dan 

karenanya Majelis Pemeti.ksa Pusat tidak menemukan hubungan langsung 

antara perbuatan tidak memberikan sahnan akta yang dibuatnya dengan 

pelanggaran kode etik Notaris sebagaimana dikemukakan PELAPOR daJam 

Iaporannya; 
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Menimbang, bahwa PELAPOR menyampaikan tuduhan pelanggaran 

lllrhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 16 ayat (!) huruf (a) dan Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pe,anggaran 

terhadap Kode Etik Notaris dan meminta agar TERLPOR dijaluhi sanksi 

pemberhcntian dengan tidak hormat scbagaimana dalam laporannya. 

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Rcpublik Indonesia Nomor M..02.PR.08.10 Tahun 2004, 

menyatakan bahwa dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, rnaka Majelis 

Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak 

dan TERLAPOR direhabilitasi nama baiknya dan daiam hal laporan dapat 

' dibuktikan.- maka TERLAPOR dijatuhl sanksi sesuai dengan tingkat 

pe!anggaran yang dilakukan. Terhadap lilporan tersebut MajeHs Pengawas 

Wilayah DKI Jakarta telah menjaluhk«n putusan dengan amar yang tidak sesuai 

dengan permintaan dalam Iaporon atau dan kcluar dari Jingkup kewenangan 

yang dirn.iliki Majelis Pcngawas Notarfs sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu dengan arnar 

putusan sebagai berikut: 

1. Menyatakan Pelapor merupakan pihak da1am akta/pihak yang 

berkepentingan Jangsung dalam Akta Nomor 21, tanggul 15 Pebruari 2002 

dan Akta Nomor 22, tangal 15 Pebruad 2002 yang kedua akta tersebut 

dibuat dihadapan/oleh Teriapor. Sedang terhadap akta-akta yang lain 

sebagai berikut: 

a. Akta Nomor 17, tanggal15 Pebruari 2002; 

b. Akta Nomor 18, tanggal15 Pebruari 2002; 

c. Akta Nomor 191 hmggal 15 Pebruari 2002; 

Interpretasi Orang..., Rhea Damara, FH UI, 2009



64 

d. Akta Nomor 20, tanggal15 Pebruari 2002; 

e. Akta Nomor 23, tanggal15 Pebruari 2002; 

f. Akta Nomor 24, tanggal15 Pebruari 2002; 

Pelapor bukan pihak dalam akta. 

2. Terlapor dapat mengeluarkan Saiinan Akta Berita Acara Eksckusi Gadai 

Saham dan Akta Juai Bell saham tersebut kepada Pelapor yaitu Akta Nomor 

21; tanggai 15 Pebruari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002 

yang kcdua akta tersebut dlbuat oleh/dihadapan T€rlapor sesuai ketentuan 

Pasa154 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan t:fo!aris. 

Terhadap amar putusan Majelis Pcngawas Wilayah DKI Jakarta Nomor 

01/LM/Ill/2006 tanggal 22 Maret 2006 terscbut Majelis Pemeriksa Pusat 

berpendapat bahwa penafsiran terhadap norma hukum in msu 'pihak yang 

berkepentingan' bcrada di Iuar kewenangan Majclis Pengawas Notaris. 

Olch karenanya putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI tersebut harus 

dibatalkan karcna telah mclampaul kewenangannya; 

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mcmpertimbangkan laporanr 

Berita Acara Sidang, Putusan MajeHs Pemcriksa Wilayah, permohonan banding, 

mernori banding Pembanding/Terlaporr memori banding 

Pembanding/Pelapor1 kontra memori banding Terbanding Ter!ap?f dan 

Terbanding Pclapor Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa Putusan 

Majelis Pengawas Wilayah DKI jakarta Nomor 01/LM/1!1/2006 tanggal 22 

Maret 2006 telah mememberikan putusan lain dari yang diminta Peiapor 

sehlngga berdasarkan kewenangan yang di.milikinya, Majelis Pemeriksa Pusat 

menyatakan Putusan Majelis Pengawas Wilaynh Notaris DKI Jakarta Nomor: 

01/LM/lll/2006, tertlmggal 22 Maret 2006, harus dibatalkan; 
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Menimbang. bahwa karena putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI 

jakarta Nomor 01/LM/lll/2006 tanggal22 Maret 2006 harus dibatalkan maka 

Majelis Pemeriksa Pusat berpendapnt bahwa pemeriksaan permohonan banding 

PEMBANDING yang menyangkut keberatan y~mg lain tidak perlu 

dipertimbangkan lagi; 

Memperhatikan pasal~pasal daJam Peraturan Jabatan Notaris, Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pera~ran Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02PR.08.10 

Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhcntian Anggota, 

Susunan Organisasi. Tata l<erja dan Tata Cara Pemcriksan Majelis Pengawas 

Notaris. 

MEMUTUSKAN' 

1. Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk mcmcriksa p~rmohona.n banding 

dari Pembanding/Terlapor dan Pe:mbanding/Pclapor; 

2. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Terlapoc dan 

Pembanding/ Pelapor dapat dil:erima; 

'· 
3. Menyatakan Majeiis Pe:ngawas Notaris tidak bcrwenang untuk mcnafsirkan 

'pihak yang berkepentingan' dalam Undnng-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tedtang Jabatan Notaris; 

\ 
4;-; Membatalkan Putusan MajeJis Pe[igawas WHaynh Notaris DKI Jakarta 
\, 

tanggal 22 Maret 2006 Nomor 01/LM/ll!/2006 dan selanjutnya 

memutuskan sendid pcrmohonaft Pembnnding/Terlapor dan 

Pembanding/ Pelapor; 

5. Majelis Pemeriksa Pusat Notaris sependapat dengan surat Peng.adilan 

Negeri)akarta Barat Nomor: W7.Db.Hk.04,10Al19/2003, tanggall6 Oktober 
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2003, sebagai Iembaga yang berwenang untUk melakukan pengawasan 

terhadap Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris; 

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat 

Notaris pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2006, yang terdiri atas Drs. 

Soegeng Santoso .. SH.y MH. sebagai Ketua, Prof. Hikrnahanto Juwana, SH., 

LL.M., Ph.D. dan Zulkarnain Yunus, SH., MH.~ masing-masing sebagai 

Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada 

hari Jum'at; tangga118 November 2006 oleh Majelis Pemeriksa terse but, dibantu 

oleh Drs. Suparno, SH., MH., sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oieh 
' 

Pembanding/Terlapor dan Kuasa Tcrbanding/Pelapor. 

Ketua, -
Drs. Soegeng Santoso, SH.~ MH. 

Anggota, 

Prof. Hikmahantu Juwana, SH., L.LLM., Ph. 

Zulkamain Yunlls, SH,1 MH. 

Sekretaris Sidang 

Drs. Su parno, SH., MH. 
~·· 
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